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KATA PENGANTAR 
 

Bismillahirrahmanirrahim  

Syukur Alhamdulillah kita panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha 

Kuasa, yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga tugas 

penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKIP) Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021 dapat 

kami selesaikan. Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar disusun sesuai 

Peraturan Presiden No. 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas 

Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Pelaksanaan lebih lanjut didasarkan 

atas Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi 

Birokrasi 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja dan 

Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

Penyusunan laporan ini merupakan upaya kami untuk 

menginformasikan pertanggungjawaban kinerja yang telah dilakukan 

organisasi perangkat daerah selama tahun 2022, sebagai konsistensi 

kami terhadap komitmen untuk menciptakan transparansi yang 

merupakan pilar terwujudnya tata pemerintahan yang baik. Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Tahun 2022 memuat informasi tentang 

penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan kebijakan program dan 

kegiatan, serta pencapaian sasaran dalam mewujudkan tujuan, misi dan 

visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar sesuai yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dengan 

kurun waktu 1 sampai dengan 5 tahun.  

Hasil pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar tidak terlepas dari kerjasama dan kerja 

keras semua pihak yakni masyarakat, swasta dan aparat pemerintah 

daerah baik dalam perumusan kebijakan, maupun dalam implementasi 

serta pengawasannya.  
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Akhir kata, kami sampaikan terima kasih kepada semua pihak 

yang telah memberikan dukungan, bantuan serta partisipasi dalam 

penyusunan LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2022. 

Wassalam. 

 

Benteng,     Februari  2023 

 
KEPALA DINAS PERTANIAN DAN 
KETAHANAN PANGAN, 
 
 
 
 
Ir. ISMAIL 
NIP. 196305261995031004 
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IKHTISAR  EKSEKUTIF 

 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 
Selayar telah berupaya menyelenggarakan tugas pokok dan fungsi 
dengan berprinsip pada tatakelola pemerintahan yang baik dan 
berorientasi pada hasil sesuai dengan kewenangannya. Dalam 
mewujudkan Good Governance, akuntabilitas merupakan salah satu 
aspek penting yang harus diimplementasikan dalam manajemen 

pemerintahan. Akuntabilitas kinerja sekurang-kurangnya harus memuat 
visi, misi, tujuan dan sasaran yang memiliki arah dan tolok ukur yang 
jelas atas perumusan perencanaan strategis organisasi sehingga 
menggambarkan hasil yang ingin dicapai dalam bentuk sasaran dapat 
diukur, diuji dan diandalkan.  

LAKIP tidak hanya sekedar alat akuntabilitas, tetapi juga sebagai 
sarana yang strategis untuk mengevaluasi diri dalam rangka peningkatan 
kinerja kedepan. Dengan langkah ini Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar dapat senantiasa melakukan 
perbaikan dalam mewujudkan praktek-praktek penyelenggaraan 
pemerintahan yang baik dan meningkatkan kualitas pelayanan publik.  

Tahun 2022 merupakan tahun pertama dalam upaya pencapaian 
tujuan dan sasaran Renstra Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026, secara umum 
pencapaian sasaran melalui indikator-indikator sasaran menunjukan 
keberhasilan untuk mewujudkan misi serta dokumen Perjanjian Kinerja 
Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 
Tahun 2022.  

Sesuai Keputusan Kepala Lembaga Administrasi Negara Nomor 
239/IX/6/8/2003 tentang Perbaikan Pedoman Penyusunan Pelaporan 
Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri 
Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Nomor 20 
Tahun 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas 
Kinerja Instansi Pemerintah, maka kategori capaian indikator kinerja 
dibagi dalam kategori pencapaian sesuai target sebesar 100%, 
melampaui/melebih target >100% dan tidak mencapai target <100%. 
Hasil pengukuran terhadap indikator kinerja sasaran pada masing-
masing misi berdasarkan capaian pada tahun 2022 dan capaian 
berdasarkan target Renstra tahun 2022 sebagai berikut:  

Berdasarkan Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 
Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 ditetapkan 2 sasaran 
dengan 6 indikator sasaran dan mengacu pada 2 misi yang ingin 
diwujudkan dalam tahun 2022 dengan rincian sebagai berikut:  
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Pencapaian target Misi Renstra Tahun 2022 

NO SASARAN 
INDIKATOR 
KINERJA 

SATUAN 
CAPAIAN 

2021 

TAHUN 2022 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA 

/KODE 

1. Meningkatnya 
produksi, 
produktivitas dan 
daya saing 
produk pertanian 

Kontribusi 
sector pertanian 
terhadap PDRB % 16,75)* 16.03 16,23)** 101,25 

Sangat 
Baik 

  Kontribusi 
sector tanaman 
pangan/ 
palawija 
terhadap PDRB 

% 2,83)* 2.94 2,64)** 89,80 
Sangat 
Baik 

  Kontribusi 
sector 
hortikultura 
terhadap PDRB 

% 0,96)* 0.99 0,95)** 96,35 
Sangat 
Baik 

  Kontribusi 
sector 
perkebunan 
terhadap PDRB 

% 11,86)* 10.99 11,53)** 104,94 
Sangat 
Baik 

  Kontribusi 
sector 
peternakan 
terhadap PDRB 

% 1,10)* 1.11 1,11)** 100 
Sangat 
Baik 

2. Meningkatnya 
ketahanan 
pangan 
masyarakat 
dengan 
ketersediaan dan 
konsumsi pangan 
yang bermutu 

Skor Pola 
Pangan 
Harapan (PPH) 

 74.6 79.87 76.9 96.28 
Sangat 
Baik 

 
Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan 

kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin 
dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 
(APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebesar  
Rp.22.502.498.057,- (dua puluh dua milyar lima ratus lima dua juta 
empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) dan 
realisasi sebesar Rp.22.220.949.322,- (dua puluh dua milyar dua ratus 
dua puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua 
puluh dua rupiah) atau sebesar 98,75%.  Sisa angaran sebesar 
Rp.281,548,735,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat 
puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). 

Berdasarkan pagu anggaran tersebut maka realisasi anggaran yang 
telah digunakan oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Kepulauan Selayar adalah 98,27 % dari anggaran yang direncanakan, hal 
tersebut menunjukan bahwa perencanaan Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar perlu dioptimalkan 
kembali agar lebih efektif dan efisien dalam meningkatkan kinerja yang 
mendukung pencapaian Visi dan Misi Kabupaten Kepulauan Selayar. 
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BAB I 

PENDAHULUAN 

 

A. Latar Belakang 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah adalah perwujudan 

kewajiban suatu instansi pemerintah untuk mempertanggung jawabkan 

keberhasilan atau kegagalan pelaksanaan visi dan misi organisasi dalam 

mencapai tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan melalui alat 

pertanggung jawaban secara periodik.  Untuk mencapai Akuntabilitas 

Instansi Pemerintah yang baik, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

selaku unsur pembantu pimpinan, dituntut selalu melakukan 

pembenahan kinerja. Pembenahan kinerja diharapkan mampu 

meningkatkan peran serta fungsi Dinas sebagai sub sistem dari sistem 

pemerintahan daerah yang berupaya memenuhi aspirasi masyarakat. 

Terwujudnya suatu tata pemerintahan yang baik dan akuntabel 

merupakan harapan semua pihak. Berkenan harapan tersebut 

diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban 

yang tepat, jelas, terukur legitimate sehingga penyelenggaraan 

pemerintah dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, 

berhasil guna, bersih dan bertanggungjawab serta bebas dari korupsi, 

kolusi dan nepotisme (KKN). Sehubungan dengan hal tersebut Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

diwajibkan untuk menyusun Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi 

Pemerintah (LAKIP).  

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah merupakan 

bentuk pertanggung jawaban setiap instansi Pemerintah/Pemerintah 

Daerah yang menyusun Perjanjian Kinerja, atas penggunaan anggaran 

yang bersumber dari APBD dan/atau APBN.  Dasar hukum penyusunan 

meliputi: 
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1. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah; 

2. Peraturan Menteri PAN dan RB RI Nomor 53 Tahun 2014 tentang 

Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara 

Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. 

 
B. Maksud dan Tujuan 

Penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

2022 dimaksudkan sebagai perwujudan akuntabilitas penyelenggaraan 

kegiatan yang dicerminkan dari pencapaian kinerja, visi, misi, realisasi 

pencapaian indikator kinerja utama dan sasaran dengan target yang telah 

ditetapkan. 

Adapun tujuan penyusunan LAKIP adalah sebagai berikut: 

1. Memberikan informasi kinerja yang terukur kepada pemberi mandat 

atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai; 

2. Sebagai upaya perbaikan berkesinambungan untuk meningkatkan 

kinerja instansi. 

 
C. Gambaran Umum Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan dibentuk berdasarkan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 2020 

Tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran 

Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2020 Nomor 98, Tambahan 

Lembaran Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 47).  Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan, adalah tipe A yang melaksanakan 

urusan pemerintahan bidang pertanian dan urusan pemerintahan bidang 

pangan.  Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan beralamat di Jl. DR. 

Sam Ratulangi No. 17 Benteng, Kode Pos 92812.  E-mail 

programdistankp@gmail.com. 

mailto:programdistankp@gmail.com
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1. Struktur Organisasi, Tugas Pokok dan Fungsi Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan 

Peraturan Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor 4 Tahun 

2020 dijabarkan melalui Peraturan Bupati Kepulauan Selayar Nomor 137 

Tahun 2021 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, 

serta Tata Kerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar (Berita Daerah Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

2021 Nomor 688). 

Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar (Berdasarkan Peraturan Bupati Kepulauan Selayar 

Nomor 137 Tahun 2021) 

 

 

          

        

  

       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Gambar 1.  Struktur Organisasi Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 
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Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan adalah pelaksana otonomi 

daerah di bidang pertanian dan ketahanan pangan yang dipimpin oleh 

seorang Kepala Dinas berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab 

kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah. Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok yaitu melaksanakan tugas 

dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertanian dan 

ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. 

Dalam menyelenggarakan tugas pokok, Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan mempunyai fungsi dalam perumusan kebijakan 

teknis, pembinaan dan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan hasil 

serta pemberian izin pelaksanaan pelayanan umum di bidang pertanian 

dan ketahanan pangan. 

Kepala Dinas mempunyai tugas membantu Bupati dalam 

menyelenggarakan Urusan Pemerintahan bidang Pertanian dan 

Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas 

pembantuan yang ditugaskan kepada Pemerintah Daerah. 

Dalam menyelenggarakan tugas, Kepala Dinas menyelenggarakan fungsi: 

1. perumusan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan 

Ketahanan Pangan; 

2. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan 

Ketahanan Pangan; 

3. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang 

Pertanian dan Ketahanan Pangan; 

4. pelaksanaan administrasi Dinas; dan 

5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan 

fungsinya. 
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Tugas pokok Kepala Dinas meliputi: 

1. menyusun rencana kerja Dinas sebagai pedoman pelaksanaan tugas; 

2. mendistribusikan dan memberi petunjuk pelaksanaan tugas; 

3. memantau, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan tugas dalam 

lingkungan Dinas untuk mengetahui perkembangan pelaksanaan 

tugas;  

4. menyusun rancangan, mengoreksi, memaraf dan/ atau 

menandatangani naskah dinas; 

5. mengikuti rapat sesuai dengan bidang tugasnya; 

6. merumuskan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian dan 

ketahanan pangan; 

7. menyelenggarakan kebijakan urusan pemerintahan bidang pertanian 

dan ketahanan pangan; 

8. menyelenggarakan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan 

bidang pertanian dan ketahanan pangan; 

9. menyelenggarakan pembinaan, pengendalian dan pengawasan 

bidang pertanian dan ketahanan pangan; 

10. melaksanakan administrasi Dinas; 

11. mengoordinasikan dan menyelenggarakan pemantauan, 

pengendalian, dan evaluasi kebijakan teknis di bidang pertanian dan 

ketahanan pangan; 

12. menyelenggarakan koordinasi dan konsultasi dengan lembaga 

pemerintah dan lembaga non pemerintah dalam rangka pelaksanaan 

Tugas dan Fungsi; 

13. menilai kinerja pegawai aparatur sipil Negara sesuai ketentuan 

peraturan perundang-undangan; 

14. menyusun laporan hasil pelaksanaan Tugas Kepala Dinas serta 

memberi saran pertimbangan kepada pimpinan sebagai bahan 

perumusan kebijakan; dan 

15. menyelenggarakan Tugas kedinasan lain yang diperintahkan atasan 

sesuai dengan bidang tugasnya. 
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2. Sumber Daya Manusia 

Sumber daya manusia merupakan faktor pendukung internal 

keberhasilan dalam pencapaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.  Jumlah pegawai Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan per 31 Desember 2022 adalah 121 (seratus dua 

pupuh satu) orang dengan komposisi sebagai berikut : 

Tabel 1. Keadaan Aparatur Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar  per 31 Desember 2022 

No Struktur Jabatan 
Jenis Kelamin 

Jumlah 
Laki-laki Perempuan 

1. Eselon II 1 0 1 orang 

2. Eselon III A 1 - 1 orang 

3. Eselon III B 2 1 3 orang 

4. Eselon IV A - 5 5 orang 

5. Sub Koordinator 3 6 9 orang 

6. Eselon IV B - 1 1 orang 

7. Non Eselon 10 13 23 orang 

8. Fungsional 40 38 78 orang 

Jumlah   121 orang 

 

3. Sarana dan Prasarana 

Sarana dan prasarana digunakan untuk mendukung pelaksanaan 

tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar.  Posisi per 31 Desember 2022, sarana dan prasarana 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan meliputi : 

Tabel 2.  Sarana dan Prasarana Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar 

No Jenis Barang Jumlah Barang Keterangan 

1. Tanah 745.01 M2 - 

2. Peralatan dan Mesin 1.044 unit Layak 

3. Gedung dan Bangunan 81 unit Layak 

4. Jalan, Irigasi dan Jaringan 643 unit Layak 

5. Aset tetap lainnya 6 unit Layak 
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D. Isu - Isu Strategis  

Adapun isu strategis dalam menjalankan agenda pembangunan pada 

Dinas Pertanian dan ketahanan Pangan adalah sebagai berikut : 

1. Produktivitas dan daya saing produk tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan.  

Produktivitas komoditas tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan yang diproduksi oleh petani di sentra-sentra produksi 

masih jauh di bawah potensi genetiknya, karena belum 

diterapkannya aplikasi paket teknologi sesuai anjuran. Berdasarkan 

penelitian dan praktek di lapangan, penggunaan benih/bibit unggul 

diakui telah menjadi salah satu faktor kunci keberhasilan 

peningkatan produksi pertanian. Untuk meningkatkan nilai tambah 

dan daya saing produk tanaman pangan, hortikultura dan 

perkebunan, maka dikembangkan pula hilirisasi komoditas pertanian 

strategis, mencakup kegiatan pertanian secara terpadu mulai dari 

pengolahan, penanganan dan pemasaran hasil pertanian. 

Selain itu, sebagian besar produksi pertanian tanaman pangan, 

hortikultura, perkebunan dan peternakan masih belum mampu 

mencapai standar mutu untuk memenuhi pasar domestik maupun 

ekspor. Untuk itu perlu dilakukan upaya peningkatan mutu melalui 

penerapan budidaya yang berdasarkan standar prosedur baku, serta 

mendorong petani agar menerapkan teknologi budidaya yang ramah 

lingkungan. 

 
2. Perubahan iklim global dan meningkatnya kerusakan lingkungan 

Dampak perubahan iklim global adalah terjadinya gangguan 

terhadap siklus hidrologi dalam bentuk perubahan pola dan 

intensitas curah hujan, kenaikan permukaan laut, serta peningkatan 

frekuensi dan intensitas bencana alam yang dapat menyebabkan 

terjadinya banjir dan kekeringan. Sejak tahun 1998 telah terjadi 

kenaikan suhu yang mencapai 1 derajat Celsius, sehingga diprediksi 
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akan terjadi lebih banyak curah hujan dengan perubahan 2 – 3 persen 

per tahun. 

Di sektor pertanian, dampak lanjutan dari perubahan iklim 

adalah bergesernya pola dan kalender tanam, perubahan 

keanekaragaman hayati, eksplosi hama dan penyakit tanaman, serta 

pada akhirnya terjadi penurunan produksi pertanian. Oleh karena 

itu, diperlukan upaya  khusus untuk pemetaan daerah rawan banjir 

dan kekeringan. Namun di tingkat lapangan, kemampuan para 

petugas lapangan dan petani dalam memahami data dan informasi 

prakiraan iklim masih sangat terbatas, sehingga kurang mampu 

melakukan antisipasi, mitigasi dan adaptasi terhadap perubahan 

iklim yang dapat terjadi sehingga perlu peningkatan kemampuan 

petani dan petugas lapangan dalam melakukan prakiraan iklim serta 

melakukan langkah antisipasi, mitigasi dan adaptasi yang diperlukan. 

 

3. Ketersediaan infrastruktur dan sarana produksi pertanian 

a. Jaringan Irigasi 

Kurangnya pembangunan embung dan jaringan irigasi yang 

baru serta rusaknya jaringan irigasi yang ada mengakibatkan daya 

dukung irigasi bagi pertanian sangat menurun.  Kerusakan ini 

terutama diakibatkan banjir dan erosi, kerusakan sumber daya alam 

di daerah aliran sungai, bencana alam serta kurangnya pemeliharaan 

jaringan irigasi  hingga ke tingkat usahatani. Tantangan yang dihadapi 

dalam pengelolaan prasarana pengairan adalah bagaimana 

meningkatkan partisipasi masyarakat dalam perlindungan daerah 

aliran sungai, pemeliharaan jaringan irigasi pedesaan, pengembangan 

sumber- sumber air alternatif dan berskala kecil antara lain melalui 

pemanfaatan teknologi pengambilan air permukaan dan bawah 

tanah, pembangunan dan pemeliharaan embung dan dam parit serta 

pemanfaatan sumber air tanah dan air hujan. 
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b. Jalan Pertanian (Jalan Usaha Tani/Jalan Produksi) 

Jalan usaha tani adalah jalan pertanian/jalan produksi yang 

dapat digunakan untuk mengangkut sarana produksi dari luar ke 

lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke pasar dan atau 

ke unit pengolahan. 

c. Prasarana usahatani  

Prasarana usahatani lain yang sangat dibutuhkan masyarakat 

dan pedagang komoditas pertanian namun keberadaannya masih 

terbatas adalah jalan usahatani, jalan produksi, pelabuhan yang 

dilengkapi dengan pergudangan berpendingin udara untuk komoditi 

hortikultura, laboratorium uji standar dan mutu, kebun dan 

greenhouse untuk penangkaran  benih dan bibit, klinik konsultasi 

kesehatan tanaman, balai informasi dan promosi pertanian, serta 

pasar-pasar yang spesifik bagi komoditas. Tantangan yang harus 

dihadapi ke depan adalah bagaimana menyediakan semua prasarana 

yang dibutuhkan petani tersebut dalam jumlah yang cukup, berada 

dekat dengan sentra produksi, dan biaya  pelayanan yang terjangkau. 

d. Sarana produksi 

Permasalahan yang dihadapi adalah belum cukup tersedianya 

benih/bibit unggul bermutu, pupuk, pestisida/obat-obatan, alat dan 

mesin pertanian hingga ke tingkat usaha tani, belum berkembangnya 

kelembagaan pelayanan penyedia sarana produksi, serta belum 

berkembangnya usaha penangkaran benih/ bibit secara luas  hingga 

di sentra produksi. 

Pupuk merupakan komoditas yang seringkali menjadi langka 

pada saat dibutuhkan, terutama pupuk bersubsidi. Dengan 

keterbatasan penyediaan pupuk kimia, ternyata pengetahuan dan 

kesadaran petani untuk menggunakan dan mengembangkan pupuk 

organik sendiri, sebagai pupuk alternatif juga masih sangat kurang. 
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Tantangan untuk mengembangkan sarana produksi pertanian 

ke depan adalah bagaimana mengembangkan penangkar benih/bibit 

unggul dan bermutu, menumbuhkembangkan kelembagaan penyedia 

jasa alat dan mesin pertanian, mendorong petani untuk memproduksi 

dan meningkatkan pemakaian pupuk organik, serta mendorong 

petani untuk menggunakan pestisida dan obat-obatan tanaman yang 

ramah lingkungan. 

4. Alih fungsi lahan serta status dan luas kepemilikan lahan 

Kepemilikan lahan cenderung mengalami penurunan setiap 

tahun. Kondisi kepemilikan lahan tersebut antara lain disebabkan 

oleh meningkatnya konversi lahan pertanian untuk keperluan  

pemukiman dan fasilitas umum serta terjadinya fragmentasi lahan 

karena proses pewarisan, khususnya untuk lahan beragroekosistem 

sawah dan lahan kering tanaman pangan. Selain itu status 

penguasaan lahan oleh sebagian besar petani belum memiliki legalitas 

yang kuat dalam bentuk sertifikat, sehingga lahan belum bisa 

dijadikan sebagai jaminan untuk memperoleh modal usaha melalui 

perbankan. 

Alih fungsi lahan atau konversi lahan pertanian terutama lahan 

sawah tidak hanya menyebabkan kapasitas produksi pangan turun, 

tetapi juga degradasi agroekosistem, degradasi tradisi dan budaya 

pertanian, dan merupakan salah satu sebab semakin sempitnya luas 

garapan usahatani serta turunnya kesejahteraan petani sehingga 

kegiatan usaha tani yang dilakukan petani tidak dapat menjamin 

tingkat kehidupan yang layak baginya. 

Tantangan ke depan untuk mengatasi terbatasnya pemilikan 

dan lemahnya status penguasaan lahan adalah bagaimana 

meningkatkan efisiensi dan produktivitas usaha tani, penataan 

kelembagaan pengelolaan lahan, serta penguatan status kepemilikan 

lahan. Untuk menekan laju konversi lahan pertanian ke depan adalah 
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bagaimana melindungi keberadaan lahan pertanian melalui 

perencanaan dan pengendalian tata ruang; regulasi atau peraturan; 

meningkatkan optimalisasi, rehabilitasi dan ekstensifikasi lahan; 

meningkatkan produktivitas dan efisiensi usaha pertanian serta 

pengendalian pertumbuhan penduduk. 

5. Akses petani terhadap permodalan 

Hingga saat ini kondisi masyarakat petani dihadapkan pada 

kecilnya skala penguasaan dan pengusahaan lahan petani yang 

mengakibatkan terbatasnya kemampuan petani untuk melakukan 

pemupukan modal melalui tabungan dan investasi. Selain itu petani 

juga belum memiliki kemampuan untuk mengakses sumber 

permodalan/lembaga keuangan formal, diantaranya diakibatkan oleh 

tidak mudahnya prosedur pengajuan kredit dan ketiadaan agunan 

yang dipersyaratkan. 

Tantangan ke depan yang harus dikembangkan adalah 

bagaimana menjembatani kesenjangan manajemen antara lembaga 

perbankan formal dengan masyarkat petani yang tersebar di 

perdesaan. Perlu dilakukan pula pemberdayaan kelembagaan usaha 

kelompok dan diharapkan dapat berkembang menjadi lembaga 

mandiri milik masyarakat petani perdesaan. 

6. Kapasitas kelembagaan petani dan penyuluh pertanian 

Kondisi organisasi petani saat ini lebih bersifat budaya dan 

sebagian besar berorientasi hanya untuk mendapatkan fasilitas 

pemerintah, belum sepenuhnya diarahkan untuk memanfaatkan 

peluang ekonomi melalui pemanfaatan aksesibilitas terhadap 

berbagai informasi teknologi, permodalan dan pasar yang diperlukan 

bagi pengembangan usahatani dan usaha pertanian. Berbagai 

kelembagaan petani yang sudah ada seperti Kelompok Tani, 

Gabungan Kelompok Tani, Perhimpunan Petani Pemakai Air (P3A), 

Unit Pengelola Jasa Alsintan (UPJA) dihadapkan pada tantangan ke 
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depan untuk menjadi kelembagaan yang juga berfungsi sebagai 

wadah pengembangan usaha yang berbadan hukum atau dapat 

berintegrasi dalam koperasi yang ada di perdesaan. 

 

7. Kinerja dan pelayanan birokrasi pertanian dalam menunjang 

pembangunan pertanian 

 
Sumber daya manusia aparat pertanian masih kurang 

memuaskan. Diperlukan pembenahan internal agar aparat mampu 

melaksanakan tugas-tugasnya secara efisien dan efektif. 

Pembenahan mencakup upaya-upaya pergeseran sikap dan wawasan 

serta kompetensi aparat agar menjadi aparat yang professional, 

hingga upaya penataan kelembagaan agar mampu menjawab 

tutuntutan zaman yang terus berubah. Pembangunan sektor 

pertanian dan pangan tidak bisa berdiri sendiri, melainkan 

melibatkan banyak sektor terkait. Koordinasi antar sektor perlu lebih 

ditingkatkan. 

8. Nilai tambah produk pertanian tanaman pangan, hortikultura, 

perkebunan dan peternakan di pasar global 

Karakteristik pertanian adalah berskala kecil dan lokasinya 

tersebar dengan tingkat produktivitas dan mutu produk yang rendah 

dan beragam. Dengan semakin terbukanya pasar dalam negeri 

terhadap produk impor pertanian sejenis serta ketatnya standar 

mutu di pasar ekspor yang kerap diberlakukan banyak negara di era 

globalisasi ini, maka kondisi tersebut akan semakin menekan dan 

mengancam daya saing produk-produk pertanian, baik di pasar 

domestik maupun ekspor. Diperlukan upaya untuk meningkatkan 

daya saing produk pertanian melalui peningkatan mutu dan 

produktivitas, pengembangan produk, derivasi produk serta 

memperluas pangsa dan negara tujuan ekspor yang didorong dengan 

upaya peningkatan kerjasama ekonomi antar wilayah (kawasan), baik 
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dalam skala nasional (antar daerah) maupun kerjasama regional 

(antar negara). 

9. Peningkatan kuantitas dan kualitas konsumsi pangan menuju gizi 

seimbang berbasis pada pangan lokal 

Konsumsi beras masih cukup tinggi, walaupun kualitas 

konsumsi terus meningkat namun konsumsi pangan sumber protein, 

sumber lemak dan vitamin/mineral masih rendah. Konsumsi pangan 

dengan bahan baku dari terigu terus mengalami peningkatan. 

Diversifikasi pangan dengan meningkatkan konsumsi pangan lokal 

dapat dilakukan, namun pangan lokal masih belum mengalami 

banyak perkembangan. Faktor penyebab belum berkembangnya 

pangan lokal adalah: (a) belum berkembangnya teknologi tepat guna 

dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-

umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (b) 

belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah 

ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat dan 

swasta, (c) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi 

konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan 

formal dan non formal, (d) rendahnya citra pangan lokal. 

 

10. Pengembangan distribusi, stabilitas harga dan akses pangan 

Kelancaran distribusi dan akses pangan. Permasalahan yang 

dijumpai adalah: (a) infrastruktur distribusi, (b) sarana dan prasarana 

pasca panen, (c) pemasaran dan distribusi antar dan keluar daerah 

dan isolasi daerah, (d) sistem informasi pasar, (e) keterbatasan 

Lembaga pemasaran daerah, (f) hambatan distribusi karena 

pungutan resmi dan tidak resmi, (g) kasus penimbunan komoditas 

pangan oleh spekulan, (h) adanya penurunan akses pangan karena 

terkena bencana. 
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Isu stabilitas harga pangan penting karena masa panen yang 

tidak merata sepanjang bulan, sehingga harga tinggi pada masa 

paceklik dan rendah pada waktu musim panen. Selain itu, harga 

pangan di Indonesia sangat rentan terhadap pengaruh pasar dunia. 

Disamping itu, dengan adanya stabilitas harga pangan akan 

menguatkan posisi tawar petani dan menjamin akses pangan 

masyarakat. 
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BAB II 

    PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA 

A. Rencana Strategis 

 Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar adalah merupakan dokumen yang 

disusun melalui proses sistimatis dan berkelanjutan serta merupakan 

penjabaran dari pada Visi dan Misi Kepala Daerah yang terpilih dan 

terintegrasi dengan potensi sumber daya alam yang dimiliki oleh Daerah 

yang bersangkutan, dalam hal ini Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.  

 Visi Pembangunan Kabupaten Kepulauan Selayar 2021-2026 

sebagai  gambaran realitas masa depan yang ingin dituju dalam kurun 

waktu 5 tahun ke depan adalah  

“Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur 

Indonesia” 
Pernyataan visi ini mengandung dua makna, yaitu : 

1. Bandar Maritim adalah seluruh kegiatan yang berhubungan dengan 

kepelabuhanan yang memiliki kawasan khusus untuk melayani 

penumpang dan bongkar/muat barang, serta perdagangan barang, 

jasa, dan industri; dan  

2. Kawasan Timur Indonesia menunjukkan bahwa berada pada Kawasan 

Timur Indonesia dengan jaringan (hub) perdagangan barang/jasa, 

indusrti, dan distribusi logistik yang mencakup kabupaten/kota pada 

wilayah Teluk Bone, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah Bagian 

Timur, Maluku, dan Maluku Utara. 
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Indikator capaian pada akhir periode tahun 2026 dengan visi  

Bandar Maritim adalah :  

1. Kepulauan Selayar menjadi simpul transportasi laut nasional;  

2. Pengelolaan SDA yang optimal dengan keseimbangan lingkungan 

hidup yang terjamin;  

3. Kepulauan Selayar menjadi penyuplai kebutuhan pangan nasional 

dari komoditas perikanan, serta manjadi penyedia komoditas ekspor 

(perikanan dan non perikanan); dan  

4. Peningkatan pelayanan, pemberdayaan masyarakat, dan daya saing 

daerah. 

Visi Bandar Maritim ditopang oleh program prioritas 

pembangunan yaitu tiga pilar pembangunan dan satu program unggulan. 

Program Prioritas tersebut terdiri atas : 

1. Pembangunan Distrbusi Logistik (PDL);  

2. Pembangunan Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) Pariwisata;  

3. Pembangunan Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT); dan  

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri (Gerbang Sari). 

Program Pembangunan Daerah yang akan digunakan dalam 

mewujudkan Visi Bandar Maritim tersebut, akan diwujudkan pada tiap 

kawasan pengembangan, yaitu :  

1. Kawasan Distribusi Logistik di Pamatata dan sekitarnya, didukung 

oleh 5 (lima) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan Utama pada 

Kawasan Pelabuhan Benteng; (b). Sub Kawasan 1 pada Kawasan 

Pelabuhan Kayuadi; (c). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Pelabuhan 

Benteng – Jampea; (d). Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pelabuhan 

Bonerate; dan (e). Sub Kawasan 4 pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa. 

2. Kawasan Ekonomi Khusus ( KEK ) Pariwisata di Pasi – Gusung, 

didukung oleh 7 (tujuh) sub kawasan, yaitu : (a). Sub Kawasan 1 pada 

Kawasan Matalalang; (b). Sub Kawasan 2 pada Kawasan Baloiya; (c). 

Sub Kawasan 3 pada Kawasan Pantai Pinang; (d). Sub Kawasan 4 pada 
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Kawasan Pantai Bahuluang; (e). Sub Kawasan 5 pada Kawasan Pantai 

Polassi; (f). Sub Kawasan 6 pada Kawasan Pantai Kayuadi; dan (g). Sub 

Kawasan 7 pada Kawasan Pulau Panjang. 

3. Kawasan Industri Perikanan Terpadu (KIPT) di Hangkoang, didukung 

oleh 5 (lima) sub sentra, yaitu : (a). Sub Sentra Utama pada Kawasan 

TPI Bonehalang; (b). Sub Sentra 1 pada Kawasan Pelabuhan Kayuadi; 

(c). Sub Sentra 2 pada Kawasan Pelabuhan Benteng – Jampea; (d). Sub 

Sentra 3 pada Kawasan Pelabuhan Bonerate; dan (e). Sub Sentra 4 

pada Kawasan Pelabuhan Kalaotoa. 

4. Gerakan Membangun Desa Mandiri atau lebih dikenal dengan istilah 

GERBANGSARI merupakan Program Unggulan sebagai penguat atau 

sebagai penopang dari tiga pilar pembangunan PDL, KEK, dan KIPT. 

Gerbangsari mempunyai dua dimensi pelaksanaan yaitu 

meningkatkan status desa dan meningkatkan ekonomi perdesaan dan 

pemberdayaan masyarakat, dengan tujuan utama meningkatkan 

kegiatan ekonomi perdesaan dan meningkatkan pemberdayaan 

masyarakat. 

 
Untuk mewujudkan visi tersebut, misi yang akan dijalankan pada 

2021-2026 adalah:  

a. Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan 

Transparan. 

b. Meningkatkan Kualitas Pembangunan Perdesaan. 

c. Meningkatkan Kualitas Hidup Masyarakat. 

d. Mengembangkan Pengelolaan Potensi Kelautan. 

e. Meningkatkan Pembinaan Kehidupan Sosial dan Keagamaan. 

f. Meningkatkan Pengelolaan Lingkungan Hidup. 
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Keterkaitan antara visi, misi dan program Kepala Daerah dan Wakil 

Kepala Daerah dengan tugas dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan ditunjukkan pada pokok visi “Kepulauan Selayar sebagai Bandar 

Maritim Kawasan Timur Indonesia” dengan Misi ke-1 yaitu 

“Mengembangkan Tata Kelola Pemerintahan yang Akuntabel dan 

Transparan”; Misi ke-2 yaitu “Meningkatkan Kualitas Pembangunan 

Perdesaan; dan Misi ke-3 yaitu “Meningkatkan kualitas hidup 

masyarakat”. 

Maka Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan merefleksikan 

konteks tujuan pembangunan yang dihadapi dan memiliki keterkaitan 

dengan visi yang ingin dicapai.  Pernyataan tujuan akan diterjemahkan 

menjadi sasaran-sasaran yang ingin dicapai, sedangkan sasaran adalah 

hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara 

terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional untuk dapat dilaksanakan 

dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. 

Tujuan pembangunan Pertanian dan Ketahanan Pangan selama 5 

(lima) tahun yang ingin dicapai yaitu: 

1. Meningkatkan akuntabilitas kinerja pemerintah daerah; 

2. Meningkatkan kesejahteraan petani; 

3. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. 

Sedangkan sasaran yang ingin dicapai dalam jangka lima tahun ke 

depan adalah: 

1. Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat; 

2. Meningkatnya nilai SAKIP; 

3. Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset 

daerah; 

4. Meningkatnya produktivitas dan daya saing produk pertanian; 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISTANKP | 19  
 

5. Meningkatnya ketahanan pangan dengan ketersediaan dan 

konsumsi pangan yang bermutu; 

Dalam mendukung Misi kesatu yaitu Mengembangkan Tata Kelola 

Pemerintahan yang Akuntabel dan Transparan, Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan menetapkan tujuan yaitu meningkatkan 

akuntabilitas kinerja pemerintah daerah.  Sasaran  dalam mencapai 

target RPJMD 2021-2026 adalah meningkatnya kualitas pelayanan 

kepada masyarakat; meningkatnya nilai SAKIP; dan meningkatnya tertib 

administrasi pengelolaan keuangan dan aset daerah. 

Sesuai dengan Misi kedua yaitu Meningkatkan Kualitas 

Pembangunan Perdesaan, tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan 2021-2026 adalah meningkatkan kesejahteraan 

petani.  Pembangunan pertanian diarahkan dapat meningkatkan 

kesejahteraan petani dengan meningkatkan daya saing pertanian 

melalui pemberdayaan masyarakat perdesaan.  

Untuk mencapai Misi ketiga yaitu Meningkatkan Kualitas Hidup 

Masyarakat, tujuan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 2021-

2026 adalah meningkatkan ketahanan pangan masyarakat. 

Sedangkan sasaran 2021-2026 adalah meningkatnya ketahanan 

masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang bermutu. 

Ketahanan pangan merupakan kondisi terpenuhinya pangan bagi 

negara sampai perseorangan yang tercermin dari tersedianya pangan 

yang cukup ditinjau dari jumlah maupun mutu. Selain itu, menjamin 

pangan yang aman, beragam, bergizi, merata dan terjangkau serta tidak 

bertentangan dengan agama, keyakinan dan budaya masyarakat untuk 

dapat hidup sehat, aktif, dan produktif secara berkelanjutan. 

Tujuan dan sasaran serta indikator kinerja jangka menengah 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

selama 5 (lima) tahun diuraikan pada tabel  berikut (T-C.25) : 
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Tabel 3.  Tujuan, Sasaran, Indikator Dan Target Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar 

 

No. Tujuan Sasaran Indikator sasaran 
Target Capaian Setiap Tahun Akhir 

Periode 
RPJMD 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1. 
 

 

Meningkatkan 
akuntabilitas 
kinerja OPD 

Meningkatnya nilai 
SAKIP 

Nilai SAKIP OPD 60 
(B) 

65 
(B) 

70 
(BB) 

75 
(BB) 

80 
(A) 

80 
(A) 

  Meningkatnya kualitas 
pelayanan kepada 
masyarakat 

Indeks kepuasan 
layanan non SPM 

70% 72,5% 75% 80% 85% 85% 

  Meningkatnya tertib 
administrasi 
pengelolaan keuangan 
dan aset daerah 

Laporan 
Keuangan OPD 
sesuai SAP 

WTP WTP WTP WTP WTP WTP 

2. Meningkatkan 
kesejahteraan 
petani 

Meningkatnya produksi, 
produktivitas dan daya 
saing produk pertanian 

Kontribusi sektor 
pertanian 
terhadap PDRB 

16,83 17,16 17,39 17,62 18,04 18,04 

   Kontribusi Sektor 
tanaman 
pangan/palawija 
terhadap PDRB 

3,09 3,28 3,37 3,47 3,60 3,60 
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No. Tujuan Sasaran Indikator sasaran 
Target Capaian Setiap Tahun Akhir 

Periode 
RPJMD 2022 2023 2024 2025 2026 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

   Kontribusi Sektor 
hortikultura 
terhadap PDRB 

0,99 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 

3. Meningkatkan 
ketahanan 
pangan 
masyarakat 

Meningkatnya 
ketahanan masyarakat 
dengan ketersediaan 
dan konsumsi pangan 
yang bermutu 

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 

79,87 79,90 79,93 79,97 80 80 

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
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B. Indikator Kinerja Utama  

Dalam perencanaan kinerja tahunan, maka IKU ini akan menjadi 

pemandu dalam menentukan program dan kegiatan yang akan 

dilaksanakan pada suatu tahun tertentu. Dengan demikian setiap 

tahunnya, suatu instansi pemerintah harus merencanakan program dan 

kegiatan sesuai dengan ukuran keberhasilan yang telah ditetapkan. 

Selanjutnya program dan kegiatan yang telah direncanakan tersebut 

yang harus diajukan usulan anggarannya dalam dokumen RKA SKPD. 

Dengan pendekatan ini maka diperoleh beberapa manfaat, yaitu:  

 Program dan kegiatan yang dilaksanakan suatu instansi pemerintah 

akan terkait langsung dengan ukuran keberhasilan instansi tersebut 

yang merupakan penjabaran dari tugas dan fungsi instansi.  

 Terdapat keselarasan antara indikator kinerja kegiatan dengan IKU 

instansi yang bersangkutan.  

 Anggaran hanya dipergunakan untuk program dan kegiatan yang 

memang akan mendukung keberhasilan instansi dalam upaya 

pelaksanaan tugas dan fungsi. 

Setelah pelaksanaan program dan kegiatan, maka dilakukan 

pengukuran berdasarkan IKU yang telah ditetapkan tersebut. Hasil 

pengukuran ini selanjutnya dituangkan dalam laporan kinerja instansi 

yang bersangkutan serta sebagai dasar pelaksanaan evaluasi kinerja 

untuk mewujudkan perbaikan kinerja secara berkesinambungan.  

Berdasarkan Rencana Strategis  Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2021 setelah reviu, 

ditetapkan Indikator Kinerja Utama Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar sebagai berikut : 
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INDIKATOR KINERJA UTAMA (IKU) 

 

1. INSTANSI : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

2. VISI : Kepulauan Selayar sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia 

3. MISI : Meningkatkan produktivitas pertanian dan ketahanan pangan 

4. TUJUAN : 1 .  Meningkatkan kesejahteraan petani 

c. Meningkatkan ketahanan pangan masyarakat 
5. TUGAS DAN FUNGSI :  a. perumusan kebijakan teknis di bidang pertanian tanaman pangan, hortikultura 

dan  perkebunan 
b. pelaksanaan kebijakan urusan pemerintahan bidang Pertanian dan Ketahanan 

Pangan 
c. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan urusan pemerintahan bidang Pertanian 

dan Ketahanan Pangan 
d. pelaksanaan administrasi Dinas 
e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait tugas dan fungsinya 

 

Tabel 4. Target Indikator Kinerja (IKS/IKU) 

NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
FORMULASI  SATUAN 

KONDISI 

AWAL 

RENSTRA 

2020 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI 

AKHIR 

RENSTRA 

2026 
2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

1. Meningkatkan 
kesejahteraan 
petani 

Kontribusi sektor 
pertanian 
terhadap PDRB 

Jumlah kontribusi PDRB dari sektor 
pertanian/perkebunan 
                                              x 100% 
Jumlah PDRB 

% 16,03 16,83 17,16 17,39 17,62 18,04 18,04 
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NO. SASARAN 
INDIKATOR 

KINERJA 
FORMULASI  SATUAN 

KONDISI 

AWAL 

RENSTRA 

2020 

TARGET KINERJA PADA TAHUN KONDISI 

AKHIR 

RENSTRA 

2026 
2022 2023 2024 2025 2026 

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8) (9) (10) (11) (12) 

  Kontribusi 
Sektor tanaman 
pangan/ 
palawija 
terhadap PDRB 

Jumlah kontribusi tanaman pangan 

                                                 x 100% 

Jumlah PDRB sektor pertanian/ 
perkebunan 

% 2,94 3,09 3,28 3,37 3,47 3,60 3,60 

  Kontribusi 
Sektor 
hortikultura 
terhadap PDRB 

Jumlah kontribusi Hortikultura 

                                                 x 100% 

Jumlah PDRB sektor pertanian/ 
perkebunan 

% 0,99 0,99 1,04 1,05 1,06 1,07 1,09 

  Kontribusi 
Sektor 
perkebunan 
terhadap PDRB 

Jumlah kontribusi perkebunan 

                                                 x 100% 

Jumlah PDRB sektor pertanian/ 
perkebunan 

% 10,99 10,99 11,54 11,66 11,77 11,89 11,89 

  Kontribusi 
Sektor 
peternakan 
terhadap PDRB 

Jumlah kontribusi peternakan 

                                                 x 100% 

Jumlah PDRB sektor pertanian/ 
perkebunan 

% 1,11 1,17 1,18 1,19 1,20 1,22 1,22 

2. Meningkatkan 
ketahanan 
pangan 
masyarakat 

Skor Pola 
Pangan Harapan 
(PPH) 

Presentase Angka Kecukupan 
Energi (AKE) tingkat konsumsi 
dikali bobot setiap kelompok 
pangan yang sudah ditetapkan 

% 79,8 79,87 79,90 79,93 79,97 80 80 
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C. Rencana Kinerja Tahunan 

Rencana Kinerja (RENJA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Tahun 2022 ditujukan untuk mengoptimalkan kinerja program dan 

kegiatan dalam rangka mencapai target dan indikator pada Rencana 

Strategis (RENSTRA) Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. 

Secara rinci, berdasarkan tujuan dan sasaran yang ingin dicapai 

oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar adalah sebagai berikut : 

Tabel 5. Rencana Kinerja Tahunan Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 

No. Tujuan Sasaran Indikator sasaran 
Target 

Capaian 

1 2 3 4 5 

1. 
 

 

Meningkatkan 
akuntabilitas 
kinerja OPD 

Meningkatnya nilai 
SAKIP 

Nilai SAKIP OPD 60 
(B) 

Meningkatnya 
kualitas pelayanan 
kepada masyarakat 

Indeks kepuasan 
layanan non SPM 

70% 

Meningkatnya tertib 

administrasi 
pengelolaan keuangan 
dan aset daerah 

Laporan Keuangan 

OPD sesuai SAP 

WTP 

2. Meningkatkan 
kesejahteraan 
petani 

Meningkatnya 
produksi, 
produktivitas dan 
daya saing produk 
pertanian 

Kontribusi sektor 
pertanian terhadap 
PDRB 

16,83 

Kontribusi Sektor 
tanaman 
pangan/palawija 
terhadap PDRB 

3,09 

Kontribusi Sektor 
hortikultura 
terhadap PDRB 

0,99 

Kontribusi Sektor 
perkebunan 

terhadap PDRB 

10,99 

Kontribusi Sektor 
peternakan 
terhadap PDRB 

1,17 

3. Meningkatkan 
ketahanan pangan 
masyarakat 

Meningkatnya 
ketahanan 
masyarakat dengan 
ketersediaan dan 
konsumsi pangan 
yang bermutu 

Skor Pola Pangan 
Harapan (PPH) 

79,87 
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Dalam rangka mencapai tujuan dan sasaran pembangunan 

pertanian khususnya Tahun 2022 pada Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar ditetapkan program dan kegiatan, 

yaitu : 

Tabel 6. Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 

No 
Urusan 

Pemerintahan 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

1. Pangan Program 
Peningkatan 
Diversifikasi dan 
Ketahanan Pangan 
Masyarakat 

Kegiatan Penyediaan dan 
Penyaluran Pangan Pokok 
atau Pangan Lainnya 
sesuai dengan Kebutuhan 
Daerah Kabupaten/Kota 
Dalam Rangka Stabilitasi 
Pasokan dan Harga 
Pangan 

Penyediaan 
Informasi Harga 
Pangan dan 
Neraca Bahan 
Makanan 

    Pemantauan Stok 
Pasokan dan 
Harga Pangan 

   Kegiatan Pengelolaan dan 
Keseimbangan Cadangan 
Pangan Kabupaten/Kota 

Pengadaan 
Cadangan Pangan 
Pemerintah 
Kabupaten/ Kota 

   Kegiatan Pelaksanaan 
Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan 
Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka 
Kecukupan Gizi 

Pemberdayaan 
Masyarakat Dalam  
Penganekaragama
n Konsumsi 
Pangan Berbasis 
Sumber Daya 
Lokal 

2.  Program 
Penanganan 
Kerawanan 
Pangan 

Kegiatan Penyusunan 
Peta Kerentanan dan 
Ketahanan Pangan 
Kecamatan 

Penyusunan, 
Pemutakhiran dan 
Analisis Peta 
Ketahanan  dan 
Kerentanan 

Pangan 

3.   Program 
Pengawasan 
Pangan Segar 

Kegiatan Pelaksanaan 
Pengawasan Keamanan 
Pangan Segar Kabupaten/ 
Kota 

Rekomendasi 
keamanan pangan 
segar asal 
tumbuhan 
kabupaten/ kota 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

4.  Pertanian Program 
Penunjang Urusan 
Pemerintahan 
Kabupaten/ Kota 

Perencanaan, 
Penganggaran dan 
Evaluasi Kinerja 
Perangkat Daerah 

Penyusunan 
Dokumen 
Perencanaan 
Perangkat Daerah 

    Koordinasi dan 
Penyusunan 
Dokumen RKA-
SKPD 

    Koordinasi dan 

Penyusunan 
Laporan Capaian 
Kinerja dan 
Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

   Kegiatan Administrasi 
Keuangan Perangkat 
Daerah 

Penyediaan Gaji 
dan Tunjangan 
ASN 

    Pelaksanaan 
Penatausahaan 
dan 
Pengujian/Verifik
asi Keuangan 
SKPD 

    Koordinasi dan 
Penyusunan 
Laporan 
Keuangan Akhir 
Tahun SKPD 

   Kegiatan Administrasi 
Barang Milik Daerah Pada 
Perangkat Daerah 

Penyusunan 
Perencanaan 
Kebutuhan 
Barang Milik 
Daerah SKPD 

   Kegiatan Administrasi 
Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

Pendidikan dan 
Pelatihan Pegawai 
Berdasarkan 
Tugas dan Fungsi 

   Kegiatan Administrasi 
Umum Perangkat Daerah 

Penyediaan 
peralatan dan 
perlengkapan 
kantor 

    Penyediaan 
Barang Cetakan 
dan Penggandaan 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

    Penyesiaan Bahan 
Bacaan dan 
Peraturan 
Perundang-
Undangan 

    Penyelenggaraan 
Rapat Koordinasi 
dan Konsultasi 
SKPD 

   Kegiatan Pengadaan 
Barang Milik Daerah 

Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Pengadaan 
Peralatan dan 

Mesin Lainnya 

   Kegiatan Penyediaan 
Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa 
Surat Menyurat 

    Penyediaan Jasa 
Komunikasi, 
Sumber Daya Air 
dan Listrik 

    Penyediaan Jasa 
Pelayanan Umum 
Kantor 

   Kegiatan Pemeliharaan 
Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

Penyediaan Jasa 
Pemeliharaan, 
Biaya 
Pemeliharaan dan 
Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas 
atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

    Pemeliharaan 
Peralatan dan 
Mesin Lainnya 

    Pemeliharaan/ 
Rehabilitasi 
Gedung Kantor 
dan Bangunan 

Lainnya 

5.  Program 
Penyediaan dan 
Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Kegiatan Pengawasan 
Penggunaan Sarana 
Pertanian 

Pengawasan 
Penggunaan 
Sarana 
Pendukung 
Pertanian Sesuai 
Dengan 
Komoditas, 
Teknologi dan 
Spesifik Lokasi 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

    Pendampingan 
Penggunaan 
Sarana 
Pendukung 
Pertanian 

   Kegiatan Pengelolaan 
Sumber Daya Genetik 
(SDG) Hewan, Tumbuhan 
dan Mikroorganisme 
Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Penjaminan 
Kemurnian dan 
Kelestarian SDG 
Hewan/ Tanaman 

    Peningkatan 
Kualitas SDG 
Hewan/ Tanaman 

   Kegiatan Pengendalian 
dan Pengawasan 
Penyediaan dan 
Peredaran Benih/Bibit 
Ternak, dan Hijauan 
Pakan Ternak dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Penjaminan 
Peredaran 
Benih/Bibit 
Ternak 

   Kegiatan Penyediaan 
Benih/Bibit Ternak dan 
Hijauan Pakan Ternak 
yang Sumbernya dalam 

Satu Daerah 
Kabupaten/Kota 

Pengadaan 
Benih/Bibit 
Ternak yang 
Sumbernya dari 

Daerah 
kabupaten/ Kota 
Lain 

    Pengadaan 
Hijauan Pakan 
Ternak yang 
Sumbernya dari 
Daerah 
Kabupaten/Kota 
Lain 

6.  Program 
Penyediaan dan 
pengembangan 
Prasarana 
Pertanian 

Kegiatan Pembangunan 
Prasarana Pertanian 

Pembanguna 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi 
Usaha Tani 

    Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Jalan Usaha Tani 

    Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
pemeliharaan 
Balai Penyuluh di 
Kecamatan Serta 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 
Program Kegiatan Sub Kegiatan 

Sarana 
Pendukungnya 

    Pembangunan, 
Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan 
Prasarana 
Pertanian Lainnya 

7.  Program 
Pengendalian 
Kesehatan Hewan 
Dan Kesehatan 
Masyarakat 
Veteriner 

Penjaminan Kesehatan 
Hewan, Penutupan dan 
Pembukaan Daerah 
Wabah Penyakit Hewan 
Menular Dalam Daerah 
Kabupaten/ Kota 

Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Penyakit Hewan 
dan Zoonosis 

   Kegiatan Pengelolaan 
Pelayanan Jasa 
Laboratorium dan Jasa 
Medik Veteriner Dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Penyediaan 
Pelayanan Jasa 
Medik Veteriner 

8.  Program 
Pengendalian dan 
Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

Kegiatan Pengendalian 
dan Penanggulangan 
Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

Pengendalian 
Organisme 
Pengganggu 
Tumbuhan (OPT) 
Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan 
Perkebunan 

9.  Program 
Penyuluhan 
Pertanian 

Kegiatan Pelaksanaan 
Penyuluhan Pertanian 

Peningkatan 
Kapasitas 
Kelembagaan 
Penyuluhan 
Pertanian di 
Kecamatan dan 
Desa 

    Penyediaan dan 
Pemanfaatan 
Sarana dan 
Prasarana 
Penyuluhan 
Pertanian 
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D. Perjanjian Kinerja  

Sesuai dengan tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan hasil reviu dan sebagai bahan yang 

diperjanjikan oleh Kepala Dinas dengan Bupati Kepulauan Selayar 

dan besaran anggaran yang direncanakan melalui Program / Kegiatan 

pada Tahun 2022 adalah sebagai berikut : 

Tabel 7.  

Perjanjian Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 
Kepulauan Selayar Tahun 2022 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 
TARGET 

TAHUNAN 

1. Meningkatnya produksi, 

produktivitas dan daya 

saing produk pertanian 

Kontribusi sector 

pertanian terhadap 

PDRB 

% 16,03 

  Kontribusi sector 

tanaman pangan/ 

palawija terhadap PDRB 

% 2,94 

  Kontribusi sector 

hortikultura terhadap 

PDRB 

% 0,99 

  Kontribusi sector 

perkebunan terhadap 

PDRB 

% 10,99 

  Kontribusi sector 

peternakan terhadap 

PDRB 

% 1,11 

2. Meningkatnya ketahanan 

pangan masyarakat 

dengan ketersediaan dan 

konsumsi pangan yang 

bermutu 

Skor Pola Pangan 

Harapan (PPH) 

 79,87 
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1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat Rp. 194,415,700,- 

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp. 14,336,400,- 

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan Rp. 8,529,000,- 

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/ 

Kota Rp. 10,771,694,800,- 

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian          

Rp. 3,288,202,000,- 

6. Program Penyediaan dan Pengambangan Prasarana Pertanian 

Rp.7,842,752,157,- 

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan 

Masyarakat Veteriner Rp. 236,711,000,- 

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Rp. 31,687,000,- 

9. Program Penyuluhan Pertanian Rp. 116,970,000,- 
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BAB III 

AKUNTABILITAS KINERJA 

Akuntabilitas kinerja adalah kewajiban untuk menjawab dari 

perorangan, badan hukum atau pimpinan kolektif secara transparan 

mengenai keberhasilan atau kegagalan dalam melaksanakan misi 

organisasi kepada pihak-pihak yang berwenang menerima pelaporan 

akuntabilitas/pemberi amanah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar selaku pengemban amanah masyarakat 

melaksanakan kewajiban berakuntabilitas melalui penyajian Laporan 

Kinerja Instansi Pemerintah Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Laporan tersebut memberikan gambaran penilaian tingkat 

pecapaian target masing-masing indikator sasaran srategis yang 

ditetapkan dalam dokumen Renstra Tahun 2021-2026 maupun Rencana 

Kerja Tahun 2022 sesuai dengan ketentuan tersebut, pengukuran kinerja 

digunakan untuk menilai keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan 

kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang ditetapkan untuk 

mewujudkan misi dan visi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 

  
A. Pengukuran Kinerja  

Pengukuran kinerja digunakan untuk menilai keberhasilan dan 

kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan misi dan visi instansi 

pemerintah. Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar telah melaksanakan pengukuran kinerja atas kinerja 

yang diperjanjikan Kepala Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

dengan Bapak Bupati Kepulauan Selayar tahun 2022. Pengukuran 

mengacu Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang 

Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan 

Daerah dengan skala nilai peringkat kinerja sebagaimana tabel berikut: 
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Tabel 8.  Skala Nilai Peringkat Kinerja 

No. 
Interval Nilai 

Realisasi 

Kinerja 

Kriteria Penilaian 

Realisasi 

Kinerja 

Kode 

1. 91% ≤ 100% Sangat Baik Hijau Tua 

2. 76% ≤ 90% Tinggi Hijau Muda 

3. 66% ≤ 75% Sedang Kuning Tua 

4. 51% ≤ 65% Rendah Kuning Muda 

5. ≤ 50% Sangat Rendah Merah 

Sumber : Permendagri Nomor 86 Tahun 2017 

Selanjutnya berdasarkan hasil evaluasi kinerja dilakukan analisis 

pencapaian kinerja untuk memberikan informasi yang lebih transparan 

mengenai sebab-sebab tercapai atau tidak tercapainya kinerja yang 

diharapkan.  

Dalam laporan ini, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar dapat memberikan gambaran penilaian 

tingkat pencapaian target kegiatan dari masing-masing kelompok 

indikator kinerja kegiatan, dan penilaian tingkat pencapaian target 

sasaran dari masing-masing indikator kinerja sasaran yang ditetapkan 

dalam dokumen Renstra 2021-2026 maupun Rencana Kerja Tahun 2022. 

Sesuai ketentuan tersebut, pengukuran kinerja digunakan untuk menilai 

keberhasilan dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan 

program, sasaran yang telah ditetapkan dalam mewujudkan misi dan visi 

instansi pemerintah.  

Pengukuran capaian kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kapulauan Selayar Tahun 2022 diukur untuk 

mengetahui keberhasilan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar dalam melaksanakan program dan 

kegiatan selama 1 (satu) tahun anggaran 2022 . Indikator kinerja yang 

digunakan adalah indikator kinerja sasaran, yang dirumuskan dalam 

Rencana Strategis Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. 
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Adapun pengukuran kinerja tersebut dengan rumus sebagai 

berikut : Apabila semakin tinggi realisasi menunjukkan semakin 

tingginya kinerja atau semakin rendah realisasi menunjukkan semakin 

rendahnya kinerja, maka digunakan rumus:  

           Realisasi 

Capaian Indikator Kinerja = -------------------- x 100%  

     Rencana 

Ketentuan penetapan Indeks Capaian IKU adalah:  

1. Angka maksimum adalah 120  

2. Angka minimum adalah 0 

Penetapan ini dimaksudkan untuk menghindari bias perhitungan kinerja 

secara agregat. 

 
B. Analisis Capaian Kinerja  

 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar telah menetapkan Indikator Kinerja Utama untuk Satuan Kerja 

Perangkat Daerah melalui Keputusan Kepala Dinas Pertanian dan 

ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Nomor : 

188.43/05/I/TAHUN 2022 tentang Indikator Kinerja Utama Renstra 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2021-2026. Upaya untuk 

meningkatkan akuntabilitas, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar juga melakukan reviu terhadap Indikator 

Kinerja Utama, dalam melakukan reviu dengan memperhatikan capaian 

kinerja, permasalahan dan isu-isu strategis yang sangat mempengaruhi 

keberhasilan suatu organisasi. Hasil pengukuran atas indikator kinerja 

utama Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar tahun 2022 menunjukan hasil sebagai berikut :   
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Tabel 9. 

Capaian Indikator Kinerja Utama  

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 

NO SASARAN INDIKATOR KINERJA SATUAN 
CAPAIAN 

2021 

TAHUN 2022 

TARGET REALISASI 
CAPAIAN 

(%) 
KRITERIA/

KODE 

1. Meningkatnya produksi, 
produktivitas dan daya 
saing produk pertanian 

Kontribusi sector pertanian 
terhadap PDRB % 16,75)* 16.03 16,23)** 101,25 Sangat Baik 

  Kontribusi sector tanaman 
pangan/ palawija terhadap 
PDRB 

% 2,83)* 2.94 2,64)** 89,80 Tinggi 

  Kontribusi sector 
hortikultura terhadap 
PDRB 

% 0,96)* 0.99 0,95)** 96,35 Tinggi 

  Kontribusi sector 
perkebunan terhadap 
PDRB 

% 11,86)* 10.99 11,53)** 104,94 Sangat Baik 

  Kontribusi sector 
peternakan terhadap PDRB 

% 1,10)* 1.11 1,11)** 100 Sangat Baik 

2. Meningkatnya ketahanan 
pangan masyarakat 
dengan ketersediaan dan 
konsumsi pangan yang 
bermutu 

Skor Pola Pangan Harapan 
(PPH) 

 74.6 79.87 76.9 96.28 Sangat Baik 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan  
Keterangan : )** = angka sangat sementara   
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Dari tabel tersebut terlihat bahwa tingkat pencapaian sasaran 

strategis Indikator Kinerja Utama (IKU) sebagai berikut : 

1. Kontribusi Sektor Pertanian terhadap PDRB  

Tabel 10. 

Persentase PDRB Sektor Pertanian 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016-2021 

 
No. Indikator Kinerja Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Kontribusi Sektor 

Pertanian terhadap 

PDRB 

18,35 17,71 17,16 15,44 16,03 16,75)* 16,23)** 

2. Kontribusi sector 

tanaman pangan 

terhadap PDRB 

3,66 3,52 3,50 2,88 2,94 2,83)* 2,64)** 

3. Kontribusi sector 

tanaman 

hortikultura 

terhadap PDRB 

1,03 0,96 0,87 0,97 0,99 0,96)* 0,95)** 

4. Kontribusi sector 

perkebunan 

terhadap PDRB 

12,78 12,31 11,69 10,46 10,99 11,86)* 11,53)** 

5. Kontribusi sector 

peternakan terhadap 

PDRB 

0,88 0,92 1,10 1,13 1,11 1,10)* 1,11)** 

Sumber : BPS Kepulauan Selayar 

)* = Angka sementara         )** = Angka sangat sementara 

 

Nilai PDRB dari 4 sub sektor mengalami fluktuatif. Sub sektor 

tanaman pangan mengalami penurunan dari tahun 2021 ke tahun 

2022 hal ini disebabkan adanya pengaruh iklim dan banjir.  Sub 

sektor Hortikultura dari tahun 2021 ke tahun 2022 selalu mengalami 

penurunan hal ini disebabkan faktor iklim yang kurang mendukung 

serta adanya serangan OPT.  Sub Sektor Perkebunan megalami 

penurunan dari tahun 2021 ke tahun 2022 hal ini disebabkan faktor 

iklim yang kurang mendukung serta adanya serangan OPT.  Sub 

sektor peternakan dari tahun 2021 ke tahun 2022 mengalami 

kenaikan karena adanya penambahan populasi ternak dan kenaikan 
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harga ternak, disamping itu Kabupaten Kepulauan Selayar adalah 

daerah yang masuk Zona Hijau PMK.  Sub sektor jasa pertanian, 

kehutanan, perikanan dan perburuan selalu mengalami kenaikan 

karena terpengaruh dengan adanya dampak pandemi dimana banyak 

usaha industri dan perdagangan yang tutup sehingga pekerjanya 

beralih ke usaha pertanian. 

2. Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Capaian kinerja nyata indikator Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

adalah sebesar 76.9 dari target sebesar 79.87 yang direncanakan 

dalam Perjanjian Kinerja Tahun 2022, sehingga persentase capaian 

kinerjanya adalah 96.28% atau kriteria Sangat Baik. 

Tabel diatas menunjukkan target yang diharapkan sebesar 79.87 

dan realisasi hanya 76.9. Hal ini menandakan bahwa pola konsumsi 

pangan penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar berdasarkan hasil 

susenas tahun 2022 skor PPH yang mencerminkan keragaman mutu 

belum memenuhi harapan baik dari segi kualitas maupun 

kuantitasnya. Demikian pula dari segi keragaman dan 

keseimbangannya yaitu konsumsi padi-padian masih berlebih 

sedangkan konsumsi sayuran dan buah, umbi-umbian, pangan 

hewani, kacang-kacangan masih kurang. Kondisi ini mencerminkan 

pola konsumsi pangan di Kabupaten Kepulauan Selayar masih sangat 

tergantung pada padi-padian. 

Skor PPH yang mencerminkan keragaman dan mutu gizi masih 

kurang yaitu 76.9 (pada tingkat konsumsi) dapat dilihat pada tabel 

berikut : 
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Tabel 11. 

Situasi Konsumsi Pangan Wilayah Kabupaten Kepulauan Selayar  

berdasarkan Konsumsi Energi dan Protein serta Besarnya Skor PPH Tahun 2022 

 
No. Kelompok Pangan Berat Pangan 

Gram/ 
Kapita/ Hari 

Perhitungan Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

Kkal % %AKE*) Bobot Skor 
Aktual 

Skor 
AKE 

Skor 
Maks 

Skor 
PPH 

1. Padi-padian 331.5 1,352 61.9 62.9 0.5 30.9 31.4 25.0 25.0 

2. Umbi-umbian 44.0 56 2.6 2.6 0.5 1.3 1.3 2.5 1.3 

3. Pangan hewani 129.8 210 9.6 9.8 2.0 19.3 19.6 24.0 19.6 

4. Minyak dan Lemak 26.7 239 10.9 11.1 0.5 5.5 5.6 5.0 5.0 

5. Buah/Biji Berminyak 9.6 51 2.4 2.4 0.5 1.2 1.2 1.0 1.0 

6. Kacang-kacangan 10.7 31 1.4 1.4 2.0 2.8 2.9 10.0 2.9 

7. Gula 32.5 121 5.5 5.6 0.5 2.8 2.8 2.5 2.5 

8. Sayur dan Buah 148.3 85 3.9 3.9 5.0 19.4 19.7 30.0 19.7 

9. Lain-lain 68.2 40 1.8 1.9 - - - - - 

 Total  2,186 100.0 101.7  83.1 84.5 100.0 76.9 

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
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Indikator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar secara langsung menunjukkan kinerja 

yang akan dicapai selama 5 (lima) tahun sebagai komitmen untuk 

mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Capaian Indikator 

Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2021-2026 

adalah  

Tabel 12. Capaian Indikator Kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar yang mengacu pada 

tujuan dan sasaran RPJMD tahun 2022 

 

No. Indikator Target  Realisasi 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 

1. Produktivitas pertanian per 
hektar per tahun (ton/ha) 

7,85 7,76 98,85 Sangat 
baik 

2. Persentase penurunan 
kejadian dan jumlah kasus 
penyakit ternak 

0,74 5,60 120 Sangat 
baik 

3. Cakupan sarana pertanian (%) 100 100 100 Sangat 
baik 

4. Cakupan prasarana pertanian 
yang digunakan (%) 

100 97,37 97,37 Sangat 
baik 

5. Persentase fasilitasi 
penanggulangan bencana 
Penyakit Hewan Menular 

5,56 78,63 120 Sangat 
baik 

6. Persentase Pengendalian 
penanggulangan serangan 
organisme pengganggu 
pertanian 

21,99 21,85 99,36 Sangat 
baik 

 7. Cakupan fasilitasi penerbitan 
rekomendasi izin usaha 
pertanian (%) 

100 100 100 Sangat 
baik 

8. Cakupan Bina Kelompok Tani 
(%) 

19,17 26,95 120 Sangat 
baik 

9. Persentase Cadangan Pangan 0,07 0,37 120 Sangat 
baik 

10. Cakupan ketersediaan 
infrastruktur cadangan 
Pangan 

50,00 72,73 120 Sangat 
baik 
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No. Indikator Target  Realisasi 
Capaian 

(%) 
Kategori 

1 2 3 4 5 6 

11. Cakupan Ketahanan dan 
Diversifikasi Pangan 

27,27 48,33 120 Sangat 
baik 

12. Persentase penanganan 
kerawanan pangan 

52,50 19,35 36,86 Rendah 

13. Persentase pengawasan dan 
pembinaan keamanan pangan 

80 100 120 Sangat 
baik 

 Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

 Analisis capaian indicator kinerja Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 diuraikan sebagai berikut : 

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun 

Produktivitas pertanian dalam hal ini tanaman padi, jagung, ubi 

kayu dan ubi jalar.  Target kinerja produktivitas pertanian per hektar 

per tahun di tahun 2022 diharapkan sebesar 7,85 ton/ha. 

Berdasarkan hasil perhitungan sebagaimana pada Tabel 12 diperoleh 

hasil sebesar 7,76 ton/ha, sehingga capaian kinerja untuk indikator 

kinerja sasaran produktivitas petanian per hektar per tahun sebesar 

98,85%.   

Rumus perhitungan produktivitas pertanian per hektar per tahun 

dihitung dengan :  

∑ produksi pertanian (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) 

∑ luas panen pertanian (padi, jagung, ubi kayu dan ubi jalar) 

 
Kinerja Produksi padi tahun 2022 mencapai 34.373,58 Ton 

dengan luas panen 4.172 Ha, Jagung mencapai produksi sebesar 

11.736,22 Ton dengan luas tanam 1.973,90 Ha.  Produksi Ubi kayu 

mencapai 2.739,31 Ton dengan luas tanam 155,90 Ha, sedangkan 

produksi ubi jalar sebesar 157,50 ton dengan luas tanam 11,70 Ha. 

Dinas Pertanian  dan Ketahanan Pangan telah melakukan upaya 

dalam rangka pencapaian kinerja produktivitas pertanian per hektar 

per tahun, di antaranya melalui komitmen pimpinan dalam 
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pelaksanaan strategi, program kerja maupun kegiatan yang 

berhubungan dengan produksi pangan strategis. Selain itu, dalam 

rangka mencapai kinerja sasaran ini telah dikeluarkan kebijakan 

pembangunan Komando Strategis Pembangunan Pertanian 

(KOSTRATANI) berbasis Balai Penyuluhan Pertanian (BPP) di tingkat 

kecamatan. 

Dalam rangka akselerasi peningkatan produksi pangan strategis 

tahun 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan melakukan 

berbagai kegiatan, antara lain: 

1. Peningkatan Produksi Tanaman Pangan 

a. Padi 

Produksi Tanaman Padi Tahun 2022 sebesar 34.373,58 Ton 

mengalami peningkatan 29,76% dibandingkan tahun 2021. Tingkat 

produktivitas pertanian tanaman pangan (Padi) Tahun 2022 sebesar 

82,39 Ku/Ha.  

Faktor pendukung peningkatan produksi padi antara lain : 

1. Adanya peningkatan produktivitas yang dipengaruhi oleh 

penerapan varietas unggul, teknologi-teknologi budidaya padi yang 

sudah tersosialisasi di kelompok tani, penggunaan benih unggul 

bersertifikat yang terlihat dari rasio benih unggul padi bersertifikat. 

2. Berkembangnya sistem pergantian varietas unggul baru.  

3. Penggunaan mekanisasi sehingga menyebabkan berkurangnya 

losses. 

4. Adanya peningkatan luas panen dikarenakan beberapa kegiatan 

tanam di akhir tahun 2021. 

Meskipun pengalami peningkatan, pencapaian kinerja produksi padi 

juga mengalami beberapa hambatan, antara lain: 

1. Pengaruh curah hujan yang rendah menyebabkan mundurnya 

musim tanam, sehingga pertanamannya belum berkontribusi 

terhadap produksi padi 2022.  

 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISTANKP | 43  
 

2. Kurangnya prasarana irigasi, sehingga beberapa wilayah hanya 

melakukan satu kali tanam. 

3. Adanya alih fungsi lahan dan persaingan antar komoditas. 

Rekomendasi solusi atas permasalahan tersebut, antara lain:  

1. Ketersediaan air yang melimpah akibat curah hujan yang cukup 

sepanjang tahun, mendorong untuk melakukan percepatan tanam, 

perluasan areal tanam padi baik di lahan sawah irigasi dan tadah 

hujan.  

2. Pengendalian OPT dan DPI (Banjir dan Kering).  

3. Menyiagakan alsintan, seperti pompa air untuk membuang air dan 

alat pengering padi (pascapanen)  

4. Rehabilitasi jaringan irigasi tersier, kuarter, dan lainnya 

berkoordinasi Pusat dan Daerah. 
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Tabel 13.  Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Padi 2016 – 2022 

No Indikator Kinerja 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Peningkatan produksi 

pertanian tanaman Padi 

(ton) 

36.865,26 37.715 39.523 34.979 26.477,38 26.490,60 34.373,58)* 

2. Tingkat produktivitas 

pertanian tanaman Padi 

(kw/ha) 

121,08 75,43 67,25 79,79 66,48 82,35 82,39)* 

3. Luas Panen (Ha) 3.044,70 5.000 5.877,03 4.383,88 3.984,75 3.216,83 4.172,06) 

Catatan : )* = data sementara 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISTANKP | 45  
 

Perkembangan produksi dan produktivitas padi di Kabupaten Kepulauan 

Selayar sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini : 

Grafik 1. Perkembangan produksi, produktivitas dan luas panen padi di 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2022 

 

 
b. Jagung  

Produksi tanaman Jagung tahun 2022 sebesar 11.736,22 Ton, 

mengalami peningkatan 2,66% dari tahun 2021 dengan tingkat 

produktivitas Jagung sebesar 59,46 Ku/Ha tahun 2022.  

Perkembangan produksi jagung Tahun 2016-2022 sangat fluktuatif, 

demikian juga dengan produktivitas dan luas panen jagung mengalami 

fluktuasi selama 2016- 2022.
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Tabel 14. Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Jagung 2016 – 2022 

No Indikator Kinerja 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Peningkatan produksi 

pertanian tanaman Jagung 

(ton) 

13.411,89 18.914 11.634 7.127 5.144,72 11.432,10 11.736,22)* 

2. Tingkat produktivitas 

pertanian tanaman Jagung 

(kw/ha) 

45,50 80,59 68,80 68,80 59,21 59,32 59,46)* 

3. Luas Panen (Ha) 2.947,67 2.346,94 1.690,99 1.035,90 868,89 1.927,19 1.973,90 

Catatan : )* = data sementara 
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Secara grafik, perkembangan produksi, produktivitas dan luas panen 

jagung di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertera pada Grafik 

berikut ini : 

Grafik 2. Perbandingan Produksi, Produktivitas dan Luas Panen Jagung  

di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2022 

 

 

Faktor pendukung peningkatan produksi jagung:  

1. Meningkatnya motivasi petani untuk menanam jagung karena harga 

yang menguntungkan di tingkat petani 

2. Iklim yang mendukung, sehingga tidak ada pergeseran tanam.  

3. Harga jagung internasional tinggi akibat pandemi Covid-19, sehingga 

konsumen/pabrik pakan/peternak lebih memanfaatkan jagung dalam 

negeri. 

Peningkatan produksi jagung sekitar 0,24% dari tahun sebelumnya, 

kegiatan yang mendukung peningkatan produksi jagung Tahun 2022 

adalah Pengembangan jagung pada lahan seluas 200 Ha, penggunaan 

pupuk dan alat mesin pertanian sesua anjuran serta penanganan OPT 

jagung.   
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2. Peningkatan Produksi Tanaman Hortikultura 

a. Jeruk Keprok  

Produksi Jeruk Keprok tahun 2022 sebesar 1.705,08 Ton mengalami 

penurunan 50% dari tahun 2021 dengan tingkat produktivitas 

sebesar 36,03 Ku/Ha. Penurunan produksi dan produktivitas jeruk 

keprok disebabkan beberapa hal, antara lain :  

1. adanya anomali iklim dimana curah hujan tinggi akan sangat 

mempengaruhi pembentukan buah.   

2. Serangan OPT juga mempengaruhi proses budidaya tanaman jeruk 

menyebabkan tanaman tidak dapat tumbuh dengan baik dan 

menghambat pembentukan bakal buah.    

3. Tanaman jeruk dalam upaya pengembalian kejayaan Jeruk Keprok 

Selayar yang menjadi Program Prioritas Gubernur Provinsi 

Sulawesi Selatan belum berproduksi. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan produksi 

hortikultura strategis adalah: 

1. Pengembangan Kampung Hortikultura dalam upaya 

mengonsolidasikan lahan-lahan dalam satu kawasan kesatuan 

administratif yaitu kampung atau desa dengan luasan minimal 10 

ha untuk komoditas strategis. Kawasan pada kampung-kampung 

ini akan difasilitasi bantuan secara terintegrasi mulai dari aspek 

hulu hingga hilir, antara lain berupa benih bermutu, saprodi 

(Pupuk Organik, Anorganik, Kapur Pertanian/Dolomit, Mulsa 

Plastik, dan lain-lain), dan pengendali OPT ramah lingkungan. 

2. Melaksanakan Program Prioritas Gubernur Provinsi Sulawesi 

Selatan dalam upaya pengembalian kejayaan Jeruk Keprok 

Selayar dengan fasilitasi bantuan berupa benih/bibit, pupuk 

organik, kawat duri dan pengendalian OPT. 
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Tabel 15. Perbandingan Capaian Produksi dan Produktivitas Jeruk Keprok 2016 – 2022 

No Indikator Kinerja 
Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Peningkatan produksi 

pertanian tanaman Jeruk 

Keprok (ton) 

4.599,89 1.937,49 1.792,58 3.219,8 3.228,8 3.410,16 1.705,08)* 

2. Tingkat produktivitas 

pertanian tanaman Jeruk 

Keprok (kw/ha) 

83,92 50,51 68,4 67,71 72,06 72,06 36,03)* 

Sumber Data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Catatan : )* = data sementara 
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Secara grafik, perkembangan produksi dan produktivitas Jeruk 

Keprok di Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana tertera pada Grafik 

berikut ini : 

Grafik 3. Perbandingan produksi dan produktivitas Jeruk Keprok di 

Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2022

 

 

3. Peningkatan Produksi Tanaman Perkebunan 

a. Kelapa, Pala, Jambu Mete dan Cengkeh   

Produksi kelapa tahun 2022 sebesar 26.733,82 Ton mengalami 

peningkatan 2,60% dari tahun 2021. Produksi Pala tahun 2022 

sebesar 410,29 Ton mengalami peningkatan 0,87% dari tahun 2021.  

Produksi Cengkeh tahun 2022 sebesar 76,16 Ton mengalami 

penurunan sebesar (84,51)% dari tahun 2021. Produksi Jambu Mete 

sebesar 2.414,56 Ton di tahun 2022. 

Tingkat produktivitas tanaman perkebunan tahun 2022 untuk 

kelapa sebesar 1.538,55 Kg/Ha, Pala sebesar 239,65 Kg/Ha, Cengkeh 

sebesar 81,02 Kg/Ha, dan Jambu Mete sebesar 669,04 Kg/Ha dengan 

persentase peningkatan masing-masing kelapa 10,41%,  pala 0,87%, 
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dan jambu mete 0,0005% dari tahun 2021. Sedangkan tanaman 

cengkeh mengalami penurunan sebesar (84,64)% dari tahun 2021. 

Pencapaian kinerja tahun 2022 ini tidak lepas dari dukungan 

anggaran, baik dari APBD, APBD Provinsi maupun APBN.  Adanya 

upaya petani melakukan budidaya secara baik diantaranya 

melakukan perawatan, pemangkasan, pemupukan, peremajaan serta 

rehabilitasi terhadap tanaman perkebunan yang sudah tua.  Selain 

itu juga, terdapat program pemerintah seperti intensifikasi dan 

pengendalian OPT secara terpadu.  Penurunan produksi dan 

produktivitas tanaman cengkeh disebabkan karena belum adanya 

perlakuan khusus pada tanaman yang dapat memicu pertumbuhan 

bunga.  Selain itu, factor cuaca juga sangat mempengaruhi 

pertumbuhan tanaman cengkeh. 

Peningkatan produktivitas dan produksi ini juga tidak terlepas 

dari kenaikan lahan tanam menghasilkan.  Untuk meningkatkan 

produksi dan produktivitas, berbagai upaya dilakukan antara lain 

konservasi lahan, sanitasi kebun, perawatan, peningkatan luas areal 

yang produktif, dan meningkatnya tanaman menghasilkan.  Selain itu 

upaya pendampingan berkelanjutan terus dilakukan guna 

memberikan bimbingan dan transfer pengetahuan  kepada petani 

kelapa, pala, cengkeh dan jambu mete di Kabupaten Kepulauan 

Selayar. 
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Tabel 16. Capaian Produksi dan Produktivitas perkebunan (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) 2016 – 2022 

No Indikator Kinerja 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Peningkatan produksi 

Perkebunan (Kelapa) 

24.937,21 24.979,2 25.055,63 24.342,36 23.981,90 26.464,14 26.733,84 

2. Peningkatan produksi 

Perkebunan (Pala) 

291,5 282,01 285,78 396,39 400,34 406.76 410.28)* 

3. Peningkatan produksi 

Perkebunan (Cengkeh) 

178,35 102,49 535,1 488,72 491,24 491,74 76,16)* 

4. Peningkatan produksi 

Perkebunan (Jambu Mete) 

1.919,4 2.011,29 2.090,17 1.976,1 2.020,42 2.414,56 2.414,56)* 

5. Tingkat produktivitas 

Perkebunan (Kelapa) 

1.484 1.474 1.462 2.006 1.385 1.500 1.538,55)* 

6. Tingkat produktivitas 

Perkebunan (Pala) 

304 292 283 235 234 237,59 239,65)* 

7. Tingkat produktivitas 

Perkebunan (Cengkeh) 

218 125 568 524 523 527,62 81,02)* 

8. Tingkat produktivitas 

Perkebunan (Jambu Mete) 

537 557 579 547 560 667,74 667,74)* 

Catatan : )* = data sementara 
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Secara grafik, perkembangan produksi dan produktivitas 

perkebunan (Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) di Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini : 

Grafik 4. Perbandingan Produksi Perkebunan (Kelapa, Pala, Cengkeh, 
Jambu Mete) di Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2016 – 2022 
 

 

Grafik 5. Perbandingan perkembangan produktivitas perkebunan 

(Kelapa, Pala, Cengkeh, Jambu Mete) di Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2016 – 2022 
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4. Peningkatan Populasi Ternak 

Populasi Sapi Potong tahun 2022 sebesar 23.532 ekor  

mengalami penurunan (0,66)% dari tahun 2021. Populasi Kerbau 

tahun 2022 sebesar 5.072 mengalami penurunan (0,22)% dari tahun 

sebelumnya. Populasi Kuda sebesar 4.762 ekor mengalami 

peningkatan 3,60% dari tahun 2021. Populasi Kambing sebesar 

93.751 ekor mengalami penurunan (1,11)% dari tahun 2021. Populasi 

Domba tahun 2022 sebesar 35 ekor. 

Dinamika populasi ternak adalah adanya kematian, kelahiran, 

pemotongan, ternak masuk dan ternak keluar.  Salah satu faktor yang 

mempengaruhi penurunan populasi ternak adalah pengeluaran 

ternak, karena Kabupaten Kepulauan Selayar merupakan zona hijau 

dalam kasus Penyakit Mulut dan Kuku (PMK) sehingga dinyatakan 

aman untuk kegiatan pengeluaran ternak ke Kabupaten Lain. 

perhatian pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar melalui 

upaya peningkatan sarana dan prasarana peternakan, pelayanan 

kesehatan hewan, pengadaan obat-obatan ternak. 

Populasi Ayam Buras tahun 2022 sebesar 463.094 ekor 

mengalami peningkatan 8,05% dari tahun 2021. Populasi Ayam Ras 

Pedaging sebesar 12.113 ekor mengalami peningkatan sebesar 

212,92% dari tahun 2021. Populasi Ayam Ras Petelur sebesar 8.821 

ekor mengalami penurunan (7,26)%.  Populasi Itik tahun 2022 

sebesar 7.044 ekor mengalami penurunan (49,66)%. 

Peningkatan populasi ayam Buras dan Ayam Ras Pedaging 

disebabkan karena sistem budidaya ayam buras lebih baik dari aspek 

pemeliharaan dan perkembangbiakan.  Ayam ras pedaging mengalami 

peningkatan populasi karena banyaknya peternak yang melakukan 

readystock  pasca pandemi untuk memenuhi kebutuhan masyarakat, 

untuk perayaan hari-hari besar maupun perayaan pesta.  
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Populasi unggas lainnya seperti itik dan ayam petelur 

mengalami penurunan karena kondisi afkir dimana sudah tidak 

dapat berproduksi lagi sehingga banyak dilakukan pemotongan pada 

itik dan ayam petelur. 
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Tabel 17. Perbandingan Capaian Populasi Ternak (ekor) 2016 – 2022 

No Indikator Kinerja 

Tahun 

2016 2017 2018 2019 2020 2021 2022 

1. Peningkatan populasi sapi potong  18.060 18.894 19.996 21.823 23.528 23.688 23.532 

2. Peningkatan populasi Kerbau  4.674 4.648 4.727 4.847 4.974 5.083 5.072 

3. Peningkatan populasi Kuda 3.856 3.869 3.975 4.108 4.293 4.601 4.762 

4. Peningkatan populasi Kambing 81.465 80.089 86.730 90.582 97.204 94.804 93.751 

5. Peningkatan populasi Domba 46 56 41 35 32 32 35 

6. Peningkatan populasi Ayam 

Buras 

271.014 270.111 315.621 285.766 425.174 428.589 463.094 

7. Peningkatan populasi Ayam Ras 

Pedaging 

8.968 12.027 9.019 11.030 22.602 3.871 12.113 

8. Peningkatan populasi Ayam Ras 

Petelur  

13.371 16.770 17.226 15.897 10.439  9.516 8.821 

9. Peningkatan populasi Itik 6.886 9.525 8.240 7.643 15.663  13.994 7.044 

Sumber data : Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 
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Secara grafik, perkembangan populasi ternak di Kabupaten Kepulauan 

Selayar sebagaimana tertera pada Grafik berikut ini : 

Grafik 6. Perbandingan populasi ternak  

di Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2016 – 2022 
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dan penaganan keracunan. Ternak sapi yang ditangani sebanyak 

2.521 ekor.  Kasus penyakit ternak pada kambing yang sering terjadi 

adalah  Helminthiasis, Myasis, Orf, Pink eye, Scabies, Malnutrisi, 

Distokia, Bloat, Vulnus, Mastitis, Abses, pemberian obat cacing dan 

Defisiensi vitamin dan mineral.  Ternak kambing yang ditangani 

sebanyak 592 ekor, sedangkan ternak kerbau sebanyak 2 ekor dengan 

penyakit Distokia dan Defisiensi vitamin dan mineral. 

Cakupan area pelayanan kesehatan hewan juga ditentukan oleh 

kasus penyakit ternak pada suatu wilayah.  Luasan area yang dapat 

ditanggulangi dari bencana/ penyakit ternak adalah 828 Ha dengan 

luas yang terdampak bencana adalah 1.053 Ha atau sekitar 78,64%.  

Capaian tersebut sangat signifikan jika dibandingkan dengan target 

fasilitasi penanggulangan bencana/penyakit ternak yaitu 5,56%. 

Upaya-upaya yang telah dilakukan untuk meningkatkan 

pelayanan kesehatan hewan dengan melaksanakan program Inovasi 

Poster Tanadoang.  Pelayanan kesehatan hewan di Kabupaten 

Kepulauan Selayar dilaksanakan dalam rangka 

mengimplementasikan program Pelayanan Pubik dalam Pencegahan 

dan Pengendalian Penyakit Hewan serta menekan angka kejadian 

penyakit dan kematian ternak yang dapat menimbulkan dampak 

ekonomi dan kesehatan bagi masyarakat peternak di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. 

Pelayanan kesehatan hewan sebagai upaya medik meliputi : 1). 

Promotif; 2). Preventif; 3). Kuratif; 4). Rehabilitatif; dan 5). Pelayanan 

medik reproduktif. 
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3. Cakupan Sarana Pertanian 

Cakupan sarana pertanian tahun 2022 dengan target 100% 

terealisasi sebesar 100%.  Sarana pertanian pada Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi Bibit 

tanaman = 48,802 pohon, Benih padi = 9,170 Kg, Pupuk Kompos = 

51,625 Kg, Pupuk organic cair = 2,800 dos, Handtraktor = 9 buah, 

Knapsack spayer = 28 buah, Kawat duri = 1,191 roll, Jaring 

pengaman kebun = 228 roll, Ayam ras petelur = 500 ekor, Pakan ayam 

= 5,000 Kg, DOC Broiler = 2,000 ekor, dan bibit Kambing = 26 ekor.  

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan menfasilitasi bantuan 

sarana pertanian kepada kelompok tani (poktan) atau Gabungan 

kelompok tani (Gapoktan).  Sarana pertanian berupa bibit tanaman 

meliputi bibit tanaman hortikultura (jeruk keprok, lengkeng, durian, 

alpukat, manga, dan sukun) dan bibit tanaman perkebunan (pala dan 

cengkeh).  

4. Cakupan Prasarana Pertanian 

Prasarana pertanian tahun 2022 pada Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar meliputi 

pembangunan irigasi sebanyak 8 unit, pembangunan jalan usaha tani 

43 unit dan prasarana ternak yaitu kandang ayam sebanyak 2 unit 

serta pembangunan pagar BPP 3 unit.  Dari target cakupan prasarana 

pertanian 100%, realisasi sebesar 97,87%, hal ini disebabkan karena 

adanya jalan tani yang dibangun, tetapi belum bisa dimanfaatkan 

oleh masyarakat/petani. 

Pengembangan sumber air areal tanaman pangan, perkebunan, 

hortikultura, dan peternakan satu bentuk upaya pengembangan 

sumber air irigasi untuk usaha pertanian. Kegiatan ini dikembangkan 

melalui kegiatan irigasi yang dimaksudkan untuk meningkatkan 

intensitas pertanaman (IP) sebesar 200 pada lahan sawah serta 

meningkatkan ketersediaan air sebagai suplesi pada lahan pertanian. 
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Pembangunan jalan usaha tani sebagai prasarana transportasi 

untuk mempermudah akses produksi, mengangkut sarana produksi 

dari luar ke lahan usaha tani dan atau mengangkut hasil panen ke 

pasar dan atau ke unit pengolahan. 

5. Pengendalian Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

Fasilitasi pengendalian OPT oleh Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan tahun 2022 meliputi pengendalian OPT tanaman 

pangan, hortikultura dan perkebunan.  Cakupan area pengendalian 

OPT Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan adalah 1.541,27 

Ha dan dapat ditanggulangi seluas 336,75 Ha atau 21,85%.  Capaian 

indicator cakupan area pengendalian OPT dari target sebesar 21,99% 

adalah 99,36%. 

Pengendalian OPT dilakukan melalui Gerakan Pengendalian 

atau biasa disingkat dengan GERDAL, baik GERDAL Hortikultura, 

Tanaman Pangan maupun Perkebunan.  Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar bekerja sama 

dengan Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan 

Provinsi Sulawesi Selatan melakukan GERDAL pada tanaman Jeruk 

Keprok di Desa Kohala, Kecamatan Buki dan Desa Tamalanrea, Kec. 

Bontomatene. 100 Peserta yang terdiri dari Petani Jeruk Selayar 

berpartisipasi dalam Kegiatan Gerdal ini.  

Kegiatan ini terdiri dari beberapa Item Paket Teknologi yang 

bisa dimanfaatkan Petani Jeruk Keprok Selayar dalam  hal Aspek 

Budidaya dan Pengendalian Hama & Penyakit Tanaman (OPT). Untuk 

mengatasi dampak perubahan iklim (DPI), Petani Jeruk dibimbing 

dan mempraktekan untuk membuat Biopori. Teknologi sederhana ini 

secara efektif diharapkan mampu untuk mengatasi masalah resapan 

air dan meningkatkan cadangan air didalam tanah yang ada pada 

pertanaman. Untuk Mengembalikan Kesuburan Tanah pertanaman 

jeruk diberikan paket teknologi berupa campuran pupuk kompos, 
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pembenah tanah, dan Trichoderma. Dan terakhir untuk mengatasi 

masalah Serangan Organisme Pengganggu Tumbuhan (OPT) 

dilakukan pengendalian OPT menggunakan Agens Hayati 

Metarizhium dan Bacillus Thuringiensis yang aman, efektif, dan 

ramah lingkungan. 

6. Izin Usaha Pertanian 

Izin usaha pertanian selama tahun 2022 sebanyak 25 izin 

meliputi sector peternakan yaitu penerbitan izin pengeluaran ternak 

sebanyak 17 izin dan sector pertanian perkebunan sebanyak 18 izin.  

Penerbitan izin ini, melalui Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan 

Satu Pintu.  Target cakupan fasilitasi penerbitan izin usaha pertanian 

sebesar 100% dengan realisasi capaian adalah 100%. 

7. Penyuluhan Pertanian 

Cakupan Bina Kelompok Tani sebesar 26,95% dimana kelompok 

tani dan gabungan kelompok tani tahun 2022 masing-masing 

sebanyak 879 poktan, 82 Gapoktan.  Sedangkan Poktan dan 

Gapoktan yang difasilitasi oleh Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan untuk mendapatkan bantuan sarana pertanian sebanyak 259 

poktan/Gapoktan.  Dari target indicator cakupan bina kelompok tani 

sebesar 19,17% diperoleh hasil atau realisasi capaian adalah 26,95% 

atau sebesar 140,58%.  

Kegiatan penyuluhan melibatkan pelaku utama yaitu, 

Gabungan Kelompok Tani, Kelompok Tani, Petani, yang terkadang 

sangat dinamis. Hal ini merupakan tantangan yang sering di temui 

para penyuluh di lapangan. Melihat tantangan yang sulit akan 

dihadapi oleh para penyuluh maka perlu metode-metode yang jitu 

untuk menyampaikan teknologi-teknologi pertanian sehingga para 

petani mau mengadopsi teknologi tersebut.   

Metode penyuluhan pertanian adalah cara atau teknik 

penyampaian materi penyuluhan oleh penyuluh pertanian kepada 

pelaku utama dan pelaku usaha agar mereka tahu, mau dan mampu 
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menolong dan mengorganisasikan dirinya dalam mengakses 

informasi pasar, teknologi, permodolan, sumberdaya lainnya sebagai 

upaya untuk meningkatkan produktivitas, efisiensi usaha, 

pendapatan dan kesejahteraannya, serta meningkatkan kesadaran 

dalam pelestarian fungsi lingkungan hidup. 

8. Cadangan Pangan 

Pengembangan cadangan pangan pemerintah merupakan suatu 

upaya strategis untuk mendukung penyediaan cadangan pangan di 

daerah dalam menghadapi keadaan darurat dan pasca bencana serta 

melindungi petani/produsen pangan dari gejolak penurunan harga 

pada waktu panen. Pengembangan cadangan pangan pemerintah 

bertujuan untuk  pertama, meningkatkan penyediaan pangan untuk 

menjamin pasokan pangan yang stabil antar waktu dan antar daerah; 

kedua, memenuhi kebutuhan beras masyarakat yang mengalami 

keadaan darurat dan kerawanan pangan pasca bencana; ketiga, 

instrumen stabilisasi harga; dan keempat, meningkatkan akses 

pangan kelompok masyarakat rawan pangan transien khususnya 

pada daerah terisolir dan/dalam kondisi darurat karena bencana 

maupun masyarakat rawan pangan kronis karena kemiskinan. 

Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar 

(CBPK) adalah persediaan beras yang dikuasai dan dikelola oleh 

pemerintah Daerah kabupaten/kota yang didsarkan pada kriteria 

jumlah penduduk, konsumsi beras per kapita per tahun dan proporsi 

terhadap cadangan beras nasional. CBPK memiliki proporsi 80% dari 

cadangan beras provinsi.  

Berikut perhitungan Cadangan Beras Pemerintah Kabupaten 

Kepulauan Selayar tahun 2022. 

1. Cadangan Beras Total Provinsi "X" = 0,5% x jumlah penduduk provinsi 

x konsumsi beras per kapita per tahun di provinsi) / 1000.  
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2. Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) ''Y" = 80% x cadangan 

beras total provinsi "X" x rasio jumlah penduduk kab/kota "Y" 

terhadap jumlah penduduk Provinsi "X".  

Maka, jumlah cadangan beras pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan 

Selayar adalah : 

3. Cadangan Beras Total Provinsi Sulawesi Selatan   

= (0,5% x 9.225.747 jiwa x 103,5 Kg/Kap/Tahun) / 1000 

= (0,5% x  954.864.814,5) / 1000 

= 4.774,32 Ton 

4. Konsumsi beras per kapita per tahun provinsi Sulawesi Selatan Tahun 

2022 =103,5 Kg/Kap/Tahun 

5. Jumlah penduduk Provinsi Sulawesi Selatan Tahun 2022 (BPS Prov. 

Sulsel 2023) = 9.225.747 Jiwa 

6. Jumlah penduduk Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 (BPS 

Kab. Kep. Selayar Tahun 2022) = 139.145 Jiwa 

7. Cadangan Beras Pemerintah Kab/Kota (CBPK) Kepulauan Selayar  

= 80% x 4.774,32 Ton x (139.145 Jiwa / 9.225.747 Jiwa) 

= 80% x 4.774,32 Ton x  0,015082 

= 80% x 72,007476 Ton 

= 57,60598 Ton 

 Jadi CBPK Kepulauan Selayar adalah 57,60598 Ton dengan 

kebutuhan pangan 15.453,09 Ton, sehingga diperoleh persentase 

ketersediaan pangan (tersedianya cadangan pangan beras/jagung sesuai 

kebutuhan) sebesar 0,37%.  

9. Ketersediaan Infrastruktur Pangan 

Pengembangan Cadangan Pangan Masyarakat sebagai upaya untuk 

mewujudkan kesejahteraan masyarakat melalui pengembangan kegiatan usaha 

ekonomi produktif di bidang pangan yang pengelolaannya dilakukan secara 

sinergis oleh kelembagaan lumbung pangan masyarakat. 
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Lumbung Pangan Masyarakat dan gudang pangan di Kabupaten Kepulauan 

Selayar yaitu: 

1. Lumbung pangan Masyarakat “NUSA INDAH“ Desa Kembang Ragi 

Kecamatan Pasimasunggu. 

2. Lumbung Pangan Masyarakat  “PADAIDI” Desa ontobulaeng Kecamatan 

Pasimasunggu Timur. 

3. Lumbung Pangan Masyarakat “BINA SEJAHTERA” Desa Bontobaru 

Kecamatan Pasimasunggu Timur. 

4. Lumbung Pangan masyarakat “DAMAI SEJAHTERA“ Desa Batang 

Kecamatan Takabonerate 

5. Lumbung Pangan Masyarakat “SUMBER MAKMUR” Desa Bonerate 

Kecamatan  Pasimarannu. 

6. Lumbung Pangan Masyarakat “MINASA SAYANG“ Desa Ma’minasa 

Kecamatan Pasimasunggu. 

7. Lumbung Pangan Masyarakat  “LABUANG BIROPA” Desa Bontosaile 

Kecamatan Pasimasunggu. 

8. Lumbung Pangan Masyarakat “RAJUNI SEJAHTERA” Desa Rajuni 

Kecamatan Takabonerate. 

9. Gudang Pangan Matalalang Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu. 

 

10.  Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Cakupan diversifikasi dan ketahanan pangan diasumsikan sebagai 

persentase dari jumlah konsumsi pangan non beras terhadap jumlah 

konsumsi keseluruhan.  Konsumsi pangan non beras diantaranya adalah 

padi-padian, umbi-umbian, buah dan sayur, serta pangan hewani.  

Target capaian dari cakupan diversifikasi dan ketahanan pangan sebesar 

27,27% sedangkan realisasi tahun 2022 mencapai 48,33% atau sebesar 

177,23%.  Hal ini menunjukkan bahwa upaya penganekaragaman 

konsumsi non beras lebih baik dari tahun sebelumnya. Produksi Ubi 

Kayu, Ubi jalar, kacang tanah, kacang hijau, kentang, dan pisang yang 

merupakan pangan lokal sumber karbohidrat non beras memiliki potensi 
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untuk dikembangkan ke arah komersialisasi pangan lokal yang berdaya 

saing dalam upaya mendukung ketahanan pangan. 

Upaya pemerintah dalam mewujudkan ketahanan pangan agar 

kebutuhan pangan tetap terpenuhi, salah satunya adalah mensukseskan 

diversifikasi pangan adalah : 

1. Menghadirkan budaya atau kebiasaan mengonsumsi makanan pokok 

selain beras. Disinilah, nantinya masyarakat yang memilih komoditas 

apa yang dikonsumsi, pengganti beras.   

2. Komoditi pengganti beras harus mudah dipersiapkan. Artinya, 

komoditi selain beras mudah didapatkan bagi masyarakat. Sehingga, 

dengan mudahnya masyarakat mendapatkan komoditi selain beras 

itu, menjadikan masyarakat mau mencoba menkonsumsi selain beras. 

Jika ini benar-benar bisa dipenuhi besar kemungkinan diversifikasi 

pangan akan sukses diterima masyarakat.   

3. Menekan terjadinya masalah harga. Artinya, melalui komoditi yang 

tersedia perlu diupayakan harganya tidak terlalu mahal. Apalagi, 

mahalnya melebihi harga beras. Jadi, intinya. masalah harga perlu 

terjangkau oleh masyarakat.   

4. Diverifikasi pangan juga bermanfaat untuk memperoleh nutrisi dari 

sumber gizi yang lebih beragam dan seimbang. Artinya, penting 

adanya diversifikasi pangan untuk bisa disosialisaikan. Terutama, 

terkait kandungan gizi dan nutrisi yang terdapat dalam varian atau 

ragamnya pangan nusantara. 

Penganekaragaman Konsumsi dan Keamanan Pangan melalui 

program Pekarangan Pangan Lestari (P2L) bertujuan mempercepat 

diversifikasi pangan dan memperkuat ketahanan pangan masyarakat. 

pemanfaatan pekarangan sangatlah tepat untuk memenuhi pangan dan 

gizi keluarga, mengingat selama ini pekarangan belum dimanfaatkan 

secara optimal. Pekarangan memiliki potensi untuk dikembangkan 

sebagai penghasil pangan, dalam memperbaiki gizi keluarga sekaligus 
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meningkatkan pendapatan keluarga. Manfaatnya sangat besar, terutama 

bagi masyarakat golongan ekonomi lemah. Untuk itu Pemerintah telah 

menganjurkan agar memanfaatkan setiap jengkal tanah termasuk lahan 

tidur, galengan, maupun tanah kosong yang tidak produktif.  

Pelaksanaan kegiatan Optimalisasi Pemanfaatan Pekarangan 

melalui Konsep P2L pada tingkat kabupaten Kepulauan Selayar 

dilakukan secara terintegrasi dengan berbagai kegiatan lainnya dalam 

mewujudkan pengembangan ekonomi daerah, baik dalam pelaksanaan 

maupun pembiayaannya. Gerakan Percepatan Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan (P2KP), disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi 

masyarakat, gerakan P2KP ini juga ditujukan untuk meningkatkan 

keragaman dan kualitas konsumsi pangan masyarakat agar lebih 

beragam, bergizi seimbang dan aman (B2SA) guna menunjang hidup 

sehat, aktif dan produktif. 

11. Penanganan Kerawanan Pangan 

Kerawanan pangan adalah suatu kondisi ketidakcukupan pangan 

yang dialami daerah, masyarakat, atau rumah tangga, pada waktu 

tertentu untuk memenuhi standar kebutuhan fisiologi bagi pertumbuhan 

dan kesehatan masyarakat. Kerawanan pangan dapat terjadi secara 

berulang-ulang pada waktu-waktu tertentu karena alasan 

ekonomi/kemiskinan (kronis), dan dapat pula terjadi akibat keadaan 

darurat seperti bencana alam maupun bencana sosial (transien). 

Capaian penanganan kerawanan pangan pada Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan tahun 2022 sebesar 19, 35% dari target 52,50% atau 

sebesar 36,86%.  Hal ini menunjukkan bahwa penanganan kerawanan 

pangan pada desa/kelurahan masih rendah sehingga membutuhkan 

perhatian khusus dari pemerintah daerah dan stakeholder dalam 

pelaksanaan kegiatan tersebut.  Kondisi rawan pangan disebabkan oleh 

beberapa factor, antara lain : (a) tidak adanya akses secara ekonomi bagi 
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individu/rumah tangga untuk memperoleh pangan yang cukup; (b) tidak 

adanya akses secara fisik bagi individu rumah tangga untuk memperoleh 

pangan yang cukup; (c) tidak tercukupinya pangan untuk kehidupan 

yang produktif individu/rumah tangga; (d) tidak terpenuhinya pangan 

secara cukup dalam jumlah, mutu, ragam, keamanan serta 

keterjangkauan harga. Kerawanan pangan sangat dipengaruhi oleh daya 

beli masyarakat yang ditetntukan tingkat pendapatannya. Rendahnya 

tingkat pendapatan memperburuk konsumsi energi dan protein. 

Tahun 2022, di Kabupaten Kepulauan Selayar terdapat 88 

Desa/Kelurahan menunjukkan hasil prioritas komposit,  Desa terindikasi 

Sangat Rentan Terhadap Kerawanan Pangan atau prioritas 1 terdapat 1 

Desa/Kel (1,14%), Desa/Kelurahan yang terindikasi Rentan Terhadap 

Kerawanan Pangan atau Prioritas 2 terdapat 9 desa/Kel (10,23%), 

Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 3 atau Agak Rentan Terhadap 

Kerawanan Pangan terdapat 21 Desa (23,86%), Desa/Kelurahan yang 

terindikasi Prioritas 4 atau Agak Tahan Terhadap Kerawanan Pangan 

terdapat 16 Desa (18,18%), Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 5 

atau Tahan Terhadap Kerawanan Pangan terdapat 31 Desa (35,23%), dan 

Desa/Kelurahan yang terindikasi Prioritas 6 atau Sangat Tahan Terhadap 

Kerawanan Pangan terdapat 11 Desa (12,5%). 

12. Pengawasan Pangan Segar 

Capaian pengawasan pangan segar sebesar 100%, hal ini 

menunjukkan bahwa pengawasan keamanan dan mutu pangan telah 

menjadi perhatian, mengingat bahan pangan khususnya pangan segar 

adalah produk yang memiliki karakteristik mudah rusak akibat 

kontaminansi oleh cemaran kimia, fisik maupun mikrobiologi.  

Keamanan pangan tidak hanya berpengaruh terhadap kesehatan akan 

tetapi juga menentukan nilai ekonomi dari bahan pangan itu sendiri.  

Keamanan pangan sudah menjadi persyaratan utama yang wajib 

dipenuhi dalam perdagangan nasional maupun internasional, oleh 
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karena dukungan lembaga pengawas keamanan pangan mempunyai 

peranan penting dalam mewujudkan tersedianya pangan yang aman 

untuk dikonsumsi masyarakat.   

Pangan Segar Asal Tumbuhan merupakan pangan yang beresiko 

tinggi terhadap cemaran kimia (residu pestisida, mikotoksin, logam berat) 

yang dapat mengganggu kesehatan manusia sehingga perlu dilakukan 

pengawasan keamanan pangan. Pengawasan keamanan Pangan Segar 

Asal Tumbuhan (PSAT) dilakukan dalam rangka upaya untuk 

memberikan jaminan keamana bagi masyarakat yang mengkonsumsi 

pangan khususnya pangan segar. 

Capaian Kinerja Berdasarkan Program, Kegiatan dan Sub 

Kegiatan 

Urusan Pertanian dan Ketahanan Pangan mempunyai peran 

strategis dalam mendukung peningkatan kualitas pembangunan 

perdesaan dan peningkatan kualitas hidup masyarakat.  Rangkaian 

program dan kegiatan yang dilaksanakan dalam Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan tahun 2022 adalah bagian integral dalam mendukung 

pencapaian tujuan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah 

(RPJMD) Pemerintah Kabupaten Kepulauan Selayar dan merupakan 

suatu perjanjian kinerja antara kepala SKPD dengan Bupati Kepulauan 

Selayar.   

Program dan kegiatan dilaksanakan tiap tahun dengan penekanan 

prioritas kinerja sesuai dengan perencanaan kinerja.  Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar tahun 2022 

melaksanakan program dan kegiatan yang mengacu pada RKPD dan 

Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) Tahun Anggaran 2022.  Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan melaksanakan 9 Program dan 21 

kegiatan dengan 39 sub kegiatan. 
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Tabel 18. Capaian Kinerja Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan 

No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

1. Pangan Dinas Pertanian 
dan Ketahanan 
Pangan 

RKPD Tahun 2022 Program Peningkatan Diversifikasi dan 
Ketahanan Pangan Masyarakat 

27,27% 48,33% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 194,415,700  

Realisasi Aggaran 

Rp. 194,385,700 

   DPA Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan TA. 
2022 

Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan 
Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan 
Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota Dalam 
Rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan 

79.4% 122,59% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 26,022,700 

Realisasi Aggaran 

Rp. 26,022,700 

    1. Penyediaan Informasi Harga Pangan dan 
Neraca Bahan Makanan 

1 dokumen 1 dokumen 

Alokasi Anggaran 

Rp. 10,412,700 

Realisasi Aggaran 

Rp. 10,412,700 

    2. Pemantauan Stok Pasokan dan Harga Pangan 1 Laporan 1 Laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 15,610,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 15,610,000 

    Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan 
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota 

10% 0,75% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 10,050,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 10,030,000 

    1. Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah 
Kabupaten/ Kota 

750 Kg 750 Kg 

Alokasi Anggaran 

Rp. 10,050,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 10,030,000 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

    Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka Kecukupan Gizi 

4% 0.16% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 158,343,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 158,333,000 

    1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam  
Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal 

5 Kelompok 5 Kelompok 

Alokasi Anggaran 

Rp. 158,343,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 158,333,000 

2.    Program Penanganan Kerawanan Pangan 52.50% 19.35% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 46,172,200 

Realisasi Aggaran 

Rp. 41,928,000 

    Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan 
Ketahanan Pangan Kecamatan 

1 peta 1 peta 

Alokasi Anggaran 

Rp. 14,336,400 

Realisasi Aggaran 

Rp. 13,126,400 

    1. Penyusunan, Pemutakhiran dan Analisis Peta 
Ketahanan  dan Kerentanan Pangan 

1 dokumen 1 dokumen 

Alokasi Anggaran 

Rp. 14,336,400 

Realisasi Aggaran 

Rp. 13,126,400 

3.     Program Pengawasan Pangan Segar 80% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 10,000,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 8,710,005 

    Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan 
Pangan Segar Kabupaten/ Kota 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 8,529,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 8,404,000 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

    1. Rekomendasi keamanan pangan segar asal 
tumbuhan kabupaten/ kota 

5 sampel uji 5 sampel uji 

Alokasi Anggaran 

Rp. 8,529,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 8,404,000 

4.  Pertanian Dinas Pertanian 
dan Ketahanan 
Pangan 

DPA Dinas Pertanian dan 
Ketahanan Pangan Tahun 
Anggaran 2022 

Program Penunjang Urusan Pemerintahan 
Kabupaten/ Kota 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp.10,768,894,800  

Realisasi Aggaran 

Rp.10,681,839,956 

    Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 18,398,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 18,398,000 

    1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

3 dokumen 3 dokumen 

Alokasi Anggaran 

Rp. 14,515,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 14,515,000 

    2. Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian 
Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD 

1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 2,153,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 2,153,000 

    3. Koordinas dan Penyusunan Dokumen RKA-
SKPD 

1 dokumen 1 dokumen 

Alokasi Anggaran 

Rp. 1,730,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 1,730,000 

    Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 9,625,587,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 9,576,434,865 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

    1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN 117 orang 121 orang 

Alokasi Anggaran 

Rp. 9,619,516,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 9,570,373,865 

    2. Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

12 bulan 12 bulan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 2,460,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 2,460,000 

    3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 3,611,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 3,601,000 

    Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 
Pada Perangkat Daerah 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 2,685,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 2,685,000 

    1. Rekonsiliasi dan Penyusunan Laporan Barang 
Milik Daerah SKPD 

1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 2,685,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 2,685,000 

    Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat 
Daerah 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 24,795,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 23,295,000 

    1. Sosialisasi Peraturan Perundang-undangan 90 orang 90 orang 

Alokasi Anggaran 

Rp. 24,795,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 23,295,000 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

    Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah 100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 282,540,800 

Realisasi Aggaran 

Rp. 279,470,300 

    1. Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

2 jenis 2 jenis 

Alokasi Anggaran 

Rp. 29,659,800 

Alokasi Anggaran 

Rp. 28,719,300 

    2. Penyesiaan Bahan Bacaan dan Peraturan 
Perundang-Undangan 

3 dokumen 3 dokumen 

Alokasi Anggaran 

Rp. 7,100,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 4,970,000 

    3. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

325 SPD 353 SPD 

Alokasi Anggaran 

Rp. 245,781,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 245,781,000 

    Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan 
Pemerintah Daerah 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 692,889,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 664,211,029 

    1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat 12 bulan 12 bulan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 101,170,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 101,170,000 

    2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya 
Air dan Listrik 

3 layanan 3 layanan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 94,491,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 78,474,413 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

    3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor 3 jenis 3 jenis 

Alokasi Anggaran 

Rp. 497,228,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 484,566,616 

    Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 122,000,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 117,345,762 

    1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 
Perorangan/ jabatan 

1 unit 1 unit 

Alokasi Anggaran 

Rp. 41,630,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 41,041,000 

    2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Dinas 
operasional/ lapangan 

70 unit 70 unit 

Alokasi Anggaran 

Rp. 73,670,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 69,604,762 

    3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya 3 jenis 3 jenis 

Alokasi Anggaran 

Rp. 6,700,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 6,700,000 

5.    Program Penyediaan dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp.3,288,202,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 3,199,498,700 

    Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana 
Pertanian 

80% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 806,846,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 721,553,500 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

    1. Pengawasan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian Sesuai Dengan 
Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi 

1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 17.915.000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 17.515.000 

    2. Pendampingan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian 

1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 788,931,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 704,038,500 

    Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik 
(SDG) Hewan, Tumbuhan dan Mikroorganisme 
Kewenangan Kabupaten/Kota 

82,76% 88,98% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 1,998,705,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 1,995,344,200 

    1. Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG 
Hewan/ Tanaman 

1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 1,508,970,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 1,505,609,200 

    2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ Tanaman 1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 489,735,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 489,735,000 

    Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan 
Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit Ternak 

80% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 28,845,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 28,845,000 

    1. Penjaminan Peredaran Benih /Bibit Ternak 1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 28,845,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 28,845,000 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

    Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan 
Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dalam 
Satu Daerah Kabupaten/Kota 

96% 95,24% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 453,806,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 453,756,000 

    1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang 
Sumbernya dari Daerah kabupaten/ Kota 
Lain 

3.477 ekor 3.477 ekor 

Alokasi Anggaran 

Rp. 388,484,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 388,434,000 

    2. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang 
Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota 

7.500 stek 7.500 stek 

Alokasi Anggaran 

Rp. 65,322,000 

Realisasi Aggaran 

Rp. 65,322,000 

6.    Program Penyediaan dan pengembangan 
Prasarana Pertanian 

100% 97,37% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 7,842,752,157 

Realisasi Aggaran 

Rp. 7,759,909,566 

    Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian 100% 97,37% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 7,842,752,157 

Realisasi Aggaran 

Rp. 7,759,909,566 

    1. Pembanguna Rehabilitasi dan Pemeliharaan 
Jaringan Irigasi Usaha Tani 

5 unit 5 unit 

Alokasi Anggaran 

Rp. 1,070,833,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 1,066,808,000 

    2. Pembangunan, Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 

40 buah 39 buah 

Alokasi Anggaran 

Rp. 4,875,698,000 

Alokasi Anggaran 

Rp.  4,801,734,000 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

    3. Pembangunan, Rehabilitasi dan 
pemeliharaan Balai Penyuluh di Kecamatan 
Serta Sarana Pendukungnya 

3 unit 3 unit 

Alokasi Anggaran 

Rp.  1,798,956,157 

Alokasi Anggaran 

Rp.  1,798,267,566 

    4. Pembangunan, Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana Pertanian Lainnya 

2 unit 2 unit 

Alokasi Anggaran 

Rp. 97,265,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 93,100,000 

7.    Program Pengendalian Kesehatan Hewan Dan 
Kesehatan Masyarakat Veteriner 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 236,711,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 229,451,000 

    Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 
Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan 
Menular Dalam Daerah Kabupaten/ Kota 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 37,481,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 37,421,000 

    1. Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit 
Hewan dan Zoonosis 

1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 37,481,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 37,421,000 

    Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa 
Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner Dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

100% 100% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 199,230,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 192,030,000 

    1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner 1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 199,230,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 192,030,000 
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No 
Urusan 

Pemerintahan 

Organisasi 
Perangkat Daerah/ 

Pelaksana 
Kebijakan Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Target Realisasi 

8.    Program Pengendalian dan Penanggulangan 
Bencana Pertanian 

21,99% 21,85% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 31,687,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 31,687,000 

    Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan 
Bencana Pertanian Kabupaten/Kota 

21,99% 21,85% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 31,687,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 31,687,000 

    1. Pengendalian Organisme Pengganggu 
Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan 

1 laporan 1 laporan 

Alokasi Anggaran 

Rp. 31,687,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 31,687,000 

9.    Program Penyuluhan Pertanian 19,17% 26,95% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 116,970,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 102,647,000 

    Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian 0,10% 0,06% 

Alokasi Anggaran 

Rp. 116,970,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 102,647,000 

    1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan dan 
Desa 

10 BPP 10 BPP 

Alokasi Anggaran 

Rp. 107,835,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 97,457,000 

    2. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana dan 
Prasarana Penyuluhan Pertanian 

6 unit 5 unit 

Alokasi Anggaran 

Rp. 9,135,000 

Alokasi Anggaran 

Rp. 5,190,000 
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Adapun program dan kegiatan yang telah disusun untuk mencapai 

tujuan dan sasaran Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar sebagai berikut : 

1. Program Peningkatan Diversifikasi dan Ketahanan Pangan 

Masyarakat. Pagu anggaran Rp.194.415.700,- realisasi 

Rp.194.385.700,- atau 99,98%. 

Pelaksanaan program ini bertujuan untuk menggali dan 

meningkatkan penyediaan berbagai komoditas pangan sehingga 

terjadi penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat. Adapun 

penjabaran program ini melalui kegiatan yaitu : 

a. Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan 

Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam 

rangka Stabilitasi Pasokan dan Harga Pangan. Pagu anggaran 

Rp.26.022.700,- realisasi Rp.26.022.700,- atau 100%.   

Sub Kegiatan : 

- Penyediaan Informasi Harga Pangan dan Neraca Bahan 

Makanan. Pagu anggaran sebesar Rp.10.412.700,- dan realisasi 

Rp.10.412.700,- atau 100%. Kegiatan ini merupakan 

pemantauan harga komoditi unggulan pertanian yang 

berfluktuasi dari tingkat produsen, pengumpul besar dan 

tingkat eksportir. Kegiatan ini juga diharapkan mampu 

mengoptimalisasi permintaan informasi harga pangan dan 

meningkatkan pengolahan informasi harga pasar dan laporan 

statistik pangan yang lebih akurat. Adapun penyediaan 

informasi harga pangan sedangkan untuk penyusunan Neraca 

Bahan Makanan bertujuan untuk memberikan gambaran 

ketersediaan pangan untuk konsumsi pangan disuatu daerah.  

Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersusun 1 laporan 

dokumen Neraca Bahan Makanan. 
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- Pemantauan Stok, Pasokan dan Harga Pangan dengan pagu 

anggaran sebesar Rp.15.610.000,- dan realisasi 

Rp.15.610.000,- atau 100%.  Kegiatan ini bertujuan untuk 

memantau dan menggambarkan perkembangan ketersediaan, 

kebutuhan dan harga pasar untuk 11 komoditas strategis yang  

dengan jenis komoditi yaitu beras, jagung, daging sapi, daging 

ayam, telur ayam, minyak goreng gula pasir, cabe rawit, cabe 

keriting, bawang merah dan bawang putih. Pemantauan 

ketersediaan dan harga pasar dilakukan setiap minggu dan 

tersusun 1 laporan ketersediaan dan harga untuk 11 komoditi 

strategis.    

b. Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan 

Kabupaten/Kota.  Pagu anggaran Rp. Rp.10.050.000,- dan realisasi 

Rp.10.030.000,- atau 99,80%. 

Sub kegiatan : 

- Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota 

dengan pagu anggaran Rp.10.050.000,- dan realisasi 

Rp.10.030.000,- atau 99,80%.  Kegiatan ini bertujuan 

meningkatkan pemberdayan masyarakat miskin melalui padat 

karya dan penurunan stunting di wilayah rentan rawan 

pangan. Adapun sasaran dari kegiatan ini adalah rumah tangga 

miskin di 3 (tiga) kecamatan dan 6 (enam) desa yaitu Desa 

Binanga Sombaiya, Desa Harapan Kec. Bontosikuyu; Kel. 

Bontobangun, Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu; Desa Parak 

Kec. Bontomanai; Kel. Banteng Selatan Kec. Benteng. 

c. Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan 

Perkapita/Tahun sesuai Angka Kecukupan Gizi.  Pagu anggaran 

Rp.158.343.000,- dan realisasi Rp.158.333.000,- atau 99,99%.  

Sub kegiatan :  

- Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman 

Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Local. Pagu anggaran 
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sebesar Rp.158.343.000,- dan realisasi Rp.158.333.000,- atau 

99,99%.  Kegiatan ini dilaksanakan melalui optimalisasi 

pemanfaatan pekarangan sebagai upaya pemberdayaan wanita 

untuk mengoptimalkan pemanfaatan pekarangan sebagai 

sumber pangan dan gizi keluarga. Tujuan dari kegiatan ini 

yaitu disamping untuk memenuhi kebutuhan gizi masyarakat 

juga ditujukan untuk meningkatkan keragaman dan kualitas 

konsumsi pangan masyarakat agar lebih beragam, bergizi 

seimbang dan aman guna menunjang hidup sehat dan 

produktif.  Data kelompok pemanfaatan optimalisasi 

pekarangan melalui kegiatan Pekarangan Pangan Lestari (P2L) 

yaitu :  

1. KWT Lorong Bambu I Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng  

2. KWT Hijau Daun Desa Lalang Bata Kec. Buki 

3. KWT Sejati Desa Barat Lambongan Kec. Bontomatene 

4. KWT Melati Desa Teluk Kampe Kec. Pasimasunggu 

5. KWT Melati Desa Kalaotoa Kec. Pasilambena. 

2. Program Penanganan Kerawanan Pangan.  Pagu anggaran 

Rp.14.336.400,- dan realisasi Rp.13.126.400,- atau 91,56%. 

a. Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan 

Kecamatan.  Pagu anggaran Rp.14.336.400,- dan realisasi 

Rp.13.126.400,- atau 91,56%. 

Sub kegiatan :  

- Penyusunan Pemutakhiran dan Analisis Peta Ketahanan dan 

Kerentanan Pangan dengan pagu anggaran Rp.14.336.400,- dan 

realisasi Rp.13.126.400,- atau 91,56%.  Hasil dari kegiatan ini 

adalah Peta komposit yang menjelaskan kondisi kerentanan 

terhadap kerawanan pangan suatu wilayah (kecamatan) yang 

disebabkan oleh kombinasi dari berbagai dimensi kerawanan 

pangan. Berdasarkan hasil pembobotan, desa-desa 

dikelompokka ke dalam 6 prioritas. Dimana prioritas 1 
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merupakan prioritas utama yang menggambarkan tingkat 

kerentanan yang paling tinggi, sedangkan prioritas 6 

merupakan prioritas yang relative lebih tahan pangan. Dengan 

kata lain, wilayah (desa) prioritas 1 memiliki tingkat resiko 

kerentanan terhadap kerawanan pangan yang lebih besar 

dibandingkan wilayah lainnya sehingga memerlukan perhatian 

segera. Meskipun demikian, wilayah desa yang berada pada 

prioritas 1 tidak berarti semua penduduknya berada dalam 

kondisi rawan pangan, juga sebaliknya pada wilayah prioritas 6 

tidak berarti semua penduduknya tahan pangan. Berdasarkan 

hasil analisis tersebut dari 88 desa/kelurahan yang ada di 

Kabupaten Kepulauan Selayar untuk tahun 2022 maka 

diperoleh 1 desa (prioritas 1), 9 desa (prioritas 2), 21 desa 

(prioritas 3), 16 desa (prioritas 4), 31 desa (prioritas 5) dan 11 

desa (prioritas 6). 

3. Program Pengawasan Keamanan Pangan.  Pagu anggaran 

Rp.8.529.000,- dan realisasi Rp.8.404.000,- atau 98,53%. 

a. Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar 

Daerah kabupaten/Kota.  Pagu anggaran Rp.8.529.000,- dan 

realisasi Rp.8.404.000,- atau 98,53%. 

Sub Kegiatan : 

- Rekomendasi Keamanan Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten Kota. Pagu anggaran Rp.8.529.000,- dan realisasi 

Rp.8.404.000,- atau 98,53%.  

Adapun tujuannya yaitu sebagai upaya terpenuhinya pangan 

segar yang bebas dari kontaminasi oleh bahan mikrobiologis, 

pestisida dan logam berat yang membahayakan kesehatan, 

melakukan pengujian pangan segar serta menyiapkan informasi 

tentang kondisi keamanan pangan segar di Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Dari pengembilan sampel yang dilakukan 

oleh Petugas Pengambil Contoh (PPC) dari pelaku utama (petani) 
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maupun pedagang pengepul di pasar di wilayah Kecamatan 

Benteng dan Bontoharu diuji di Laboratorium yang telah 

terakreditasi yang berlokasi di Kota Maros Provinsi Sulawesi 

Selatan dengan menggunakan parameter Residues of 

Organophospate Pesticide  dan Recidues of Pyretroid Pesticide, 

parameter yang diuji adalah residu pestisida, uji kandungan 

mineral, logam berat dan pengujian mikrobiologi maka diperoleh 

hasil pengujian dimana kandungan residu Clorphyriphos methyl, 

Diazinon, Dimethoate, Dichiorvos, Metidathion kurang dari 0,025 

pada sampel tomat, cabe dan sawi.  kandungan residu Bifentrin, 

Cyhalothrin, Cyperethrin, Deltamethrin dan Fanvalerat kurang 

dari 0,025 pada sampel sawi dan cabe. Hasil ini menandakan 

bahwa bahwa penggunaan pestisida pada tanaman sayuran 

masih sesuai dengan dosis anjuran. 

4. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota.  

Pagu anggaran Rp.10.768.8494.800,- dan realisasi 

Rp.10.681.839.956,- atau 99,19%. 

a. Kegiatan Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah.  Pagu anggaran Rp.18.398.000,- dan realisasi 

Rp.18.398.000,- atau 100%.  Sub Kegiatan : 

- Penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah. Pagu 

anggaran Rp.14.515.000,- dan realisasi Rp.14.515.000,- atau 

100%.  Kegiatan ini dimaksudkan sebagai pedoman bagi 

perencanaan anggaran program dan kegiatan pembangunan 

pada lingkup Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar yang tertuang dalam Rencana 

Kerja dan Renstra yang kemudian dijabarkan dalam RKA/DPA 

SKPD. Adapun hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya Renja 

Tahun 2023, Renja Perubahan Tahun 2022.  

- Koordinasi dan penyusunan RKA-SKPD. Pagu anggaran 

Rp.2.153.000,- dan realisasi Rp.2.153.000,- atau 100%.  
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Kegiatan ini merupakan penganggaran kinerja untuk 

memberikan gambaran penganggaran kegiatan Tahun 2022 

berdasarkan Rencana Kerja Tahun 2022. Penganggaran kinerja 

ini memberikan gambaran besaran anggaran dalam 

pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, sasaran yang 

telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya RKA/DPA, 

RKAP/DPPA Tahun 2022  Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan  masing-masing 1 dokumen. 

- Koordinasi dan penyusunan laporan capaian kinerja dan 

ikhtisar realisasi kinerja SKPD. Pagu anggaran Rp.1.730.000,- 

dan realisasi Rp.1.730.000,- atau 100%.  Kegiatan ini 

merupakan pengukuran kinerja untuk memberikan gambaran 

penilaian tingkat pencapaian target masing-masing indicator 

sasaran strategis yang ditetapkan dalam dokumen Renstra 

Tahun 2016 – 2021 dan Rencana Kerja Tahun 2021. 

Pengukuran kinerja ini digunakan untuk menilai keberhasilan 

dan kegagalan pelaksanaan kegiatan sesuai dengan program, 

sasaran yang telah ditetapkan dalam rangka mewujudkan visi 

dan misi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar. Hasil dari kegiatan ini yaitu tersusunnya 

Laporan Kinerja Instansi Pemerinta (LAKIP), LPPD dan LKPJ 

tahun 2022 masing-masing 1 dokumen/laporan. 

b. Kegiatan Administrasi Keuangan Parangkat Daerah.  Pagu 

anggaran Rp.9.625.587.000,- dan realisasi Rp.9.576.434.865,- 

atau 99,49%.  Kegiatan ini merupakan penyusunan dan pencatatan 

data serta informasi secara sistematis untuk menyediakan 

keterangan dalam hal keuangan atau adanya ketersediaan 

dokumen pelaporan keuangan pada Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar.  
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Sub kegiatan : 

- Penyediaan gaji dan tunjangan ASN. Pagu anggaran 

Rp.9.619.516.000,- realisasi Rp.9.570.373.865,- atau 99,49%.  

Kegiatan ini meliputi penyediaan gaji dan tunjangan ASN Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan sebanyak 121 orang. 

- Pelaksanaan penatausahaan dan pengujian/verifikasi 

keuangan SKPD. Pagu anggaran Rp.2.460.000,- realisasi 

Rp.2.460.000,- atau 100%.  Kegiatan ini meliputi pelayanan jasa 

administrasi keuangan yaitu verifikasi SPJ, pencatatan dan 

pengadministrasian serta pemeriksaan  keuangan pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan. Adapun hasil kegiatan ini 

yaitu adanya pelayanan jasa administrasi keuangan selama 12 

bulan. 

- Koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun 

SKPD. Pagu anggaran Rp.3.611.000,- realisasi Rp.3.601.000,- 

atau 99,72%. Kegiatan ini merupakan penyusunan laporan 

keuangan yang menggambarkan kondisi keuangan/ anggaran 

pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Tahun 2022. Hasil 

dari kegiatan ini yaitu tersusunnya 1 dokumen laporan Akhir 

Keuangan (Neraca Keuangan)  

c. Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah pada Perangkat 

Daerah.  Pagu anggaran Rp.2.685.000,- realisasi Rp.2.685.000,- 

atau 100%. 

Sub kegiatan :  

- Penyusunan Perencanaan Kebutuhan Barang Milik Daerah.  

Pagu anggaran Rp.2.685.000,- realisasi Rp.2.685.000,- atau 

100%. Kegiatan ini meliputi penyusunan perencanaan 

kebutuhan barang pada Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan untuk tahun 2022. Hasil dari kegiatan ini adalah 

tersusunnya 1 dokumen rencana kebutuhan barang milik 

daerah.  
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d. Kegiatan Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah.  

Rp.24.795.000,- realisasi Rp.23.295.000,- atau 93,95%. 

Sub Kegiatan :  

- Sosialisasi Peraturan Perundang-Undangan.  Pagu anggaran 

Rp.24.795.000,- realisasi Rp.23.295.000,- atau 93,95%. 

Sosialisasi yang dilaksanakan adalah sosialisasi Peraturan 

Daerah Nomor 7 Tahun 2021 tentang Perlindungan Lahan 

Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B), yang dilaksanakan di 3 

(tiga) lokasi yaitu Kecamatan Pasimasunggu, Kecamatan 

Pasimasunggu Timur dan Desa Mare-mare Kecamatan 

Bontomanai.  Kegiatan ini bertujuan untuk memberikan 

pengetahuan dan pemahaman kepada masyarakat tentang apa 

yang menjadi isi dari Perda LP2B.  

e. Kegiatan Administrasi Umum Perangkat Daerah.  Rp.282.540.800,- 

realisasi Rp.279.470.200,- atau 98,91%. 

Sub Kegiatan : 

- Penyediaan Barang Cetakan dan Penggandaan. Pagu anggaran 

Rp.29.659.800,- realisasi Rp.28.719.300,- atau 96,83%.  Hasil 

kegiatan adalah tersedianya produk spanduk, jilid dan fotocopy 

selama pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian 

dan Ketahanan Pangan. 

- Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor. Pagu anggaran 

sebesar Rp. 6.000.000,-. Mengalami refocussing menjadi Rp. 0,- 

karena adanya upaya rasionalisasi, efektivitas dan efisiensi 

anggaran pada kegiatan Dinas Pertanian dan Ketahanan 

Pangan. 

- Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-

undangan. Pagu anggaran Rp.7.100.000,- realisasi 

Rp.4.970.000,- atau 70%.  Kegiatan berupa berlangganan Koran 

6 (enam) jenis. 
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- Penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD.  Pagu 

anggaran Rp.245.781.000,- realisasi Rp.245.781.000,- atau 

100%.  Kegiatan berupa koordinasi dan konsultasi dalam dan 

luar daerah Kepulauan Selayar dalam upaya peningkatan 

pelayanan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan.  

f. Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah 

Sub Kegiatan : 

- Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya.  Pagu anggaran 

sebesar Rp. 30.750.000,-.  Mengalami refocussing menjadi 

Rp.0,- karena adanya upaya rasionalisasi, efektivitas dan 

efisiensi anggaran pada kegiatan Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan. 

g. Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

sebagai upaya penunjang pelaksanaan pelayanan pada Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan.  Pagu anggaran 

Rp.692.889.000,- realisasi Rp.664.211.029,- atau 95,86%. 

Sub Kegiatan : 

- Penyediaan Jasa Surat Menyurat.  Pagu anggaran 

Rp.101.170.000,- realisasi Rp.101.170.000,- atau 100%. Hasil 

kegiatan berupa pengadaan alat tulis kantor untuk menunjang 

pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan. 

- Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik.  

Pagu anggaran Rp.94.491.000,- realisasi Rp.78.474.413,- atau 

83,05%.  Hasil kegiatan berupa layanan internet, air dan listrik 

untuk menunjang pelaksanaan tugas pokok dan fungsi Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan. 

- Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor.  Pagu anggaran 

Rp.497.228.000,- realisasi Rp.484.566.616,- atau 97,45%. Hasil 

kegiatan berupa layanan makanan dan minuman rapat, layanan 
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jasa pegawai harian lepas untuk menunjang pelaksanaan tugas 

pokok dan fungsi Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan. 

h. Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan 

Pemerintahan Daerah.  Pagu anggaran Rp.122.000.000,- realisasi 

Rp.117.435.762,- atau 96,19%. 

Sub Kegiatan : 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Perorangan Dinas dan Kendaraan Dinas Jabatan. 

Pagu anggaran Rp.41.630.000,- realisasi Rp.41.041.000,- atau 

98,59%.  Hasil dari kegiatan ini yaitu terpeliharanya kendaraan 

dinas dan pembayaran pajak kendaraan dinas jabatan mobil 

tipe VII sebanyak 1 unit. 

- Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan, dan Pajak 

Kendaraan Dinas/Lapangan. Pagu anggaran Rp.73.670.000,- 

realisasi Rp.69.604.762,- atau 94,48%.  Hasil dari kegiatan ini 

yaitu terpeliharanya kendaraan dinas dan pembayaran pajak 

kendaraan dinas dengan rincian untuk motor tipe I sebanyak 54 

unit, motor tipe III sebanyak 15 unit, dan mobil tipe IV sebanyak 

1 unit. 

- Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya. Pagu anggaran 

Rp.6.700.000,- realisasi Rp.6.700.000,- atau 100%.  Kegiatan ini 

meliputi pemeliharaan AC, laptop dan printer.  

5. Program Penyediaan dan Pengembangan Sarana Pertanian.  Pagu 

anggaran Rp.3.288.202.000,- realisasi Rp.3.199.498.700,- atau 

97,30%. 

a. Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana Pertanian.  Pagu 

anggaran Rp.806.846.000,- realisasi Rp.721.553.500,- atau 

89,43%.  

Sub Kegiatan : 

- Pengawasan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian sesuai 

dengan Komoditas, Teknologi dan Spesifik Lokasi.  Pagu 
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anggaran Rp.17.915.000,- realisasi Rp.17.515.000,- atau 

97,77%. Kegiatan ini mencakup pengawasan penggunaan 

sarana pasca panen serta penyusunan harga pasar komoditi 

pertanian.  Hasil dari kegiatan adalah laporan pengawasan 

penggunaan sarana pasca panen dan laporan harga pasar 

komoditi pertanian tahun 2022. 

- Pendampingan Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian.  

Pagu anggaran Rp.788.931.000,- realisasi Rp.704.038.500,- 

atau 89,24%.  Terdapat anggaran pengadaan handtraktor 

sebanyak 3 unit yang diluncurkan ke tahun anggaran 2023.  

Adapun Kegiatan ini berupa pengadaan sarana pertanian 

meliputi : 

1. Kawat Duri  

Pengadan kawat duri sebanyak 691 roll dengan penerima 

manfaat yaitu : 

o Poktan Bersama Desa Bontokoraang Kec. Bontomanai 

sebanyak 172 roll. 

o Gapoktan Makmur Jaya Desa Lantibongan Kec. 

Bontosikuyu sebanyak 172 roll. 

o Poktan Karisma Desa Lantibongan Kecamatan 

Bontosikuyu sebanyak 35 roll. 

o Poktan Karya Usaha Baru Desa Lantibongan Kecamatan 

Bontosikuyu sebanyak 30 roll. 

o Poktan Etawa Sinar Sumingi Desa Kohala Kec. Buki 

sebanyak 176 roll. 

o Poktan Tunas Baru Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 

sebanyak 71 roll. 

o Poktan Tunas Jati Desa Kalepadang Kec. Bontoharu 

sebanyak 35 roll. 

2. Jaring Pengaman Kebun 

Pengadaan jaring pengaman kebun sebanyak 228 roll dengan 
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penerima manfaat sebagai berikut : 

o Poktan Sinar Harapan I Desa Bontobaru Kec. 

Pasimasunggu sebanyak 28 roll. 

o Poktan Tunas Baru Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 

sebanyak 78 roll. 

o Poktan Tunas Jati Desa Kalepadang Kec. Bontoharu 

sebanyak 20 roll. 

o Poktan Bina Sejahtera Desa Kohala Kec. Buki sebanyak 

30 roll. 

o Poktan Bonto Harapan Desa Bontobaru Kec. 

Pasimasunggu Timur sebanyak 20 roll. 

o Poktan Karisma Desa Lantibongan Kec. Bontosikuyu 

sebanyak 20 roll. 

o Poktan Karya Usaha Baru Desa Lantibongan Kecamatan 

Bontosikuyu sebanyak 20 roll. 

o Poktan Lembang Parang Desa Teluk Kampe Kec. 

Pasimasunggu sebanyak 12 roll. 

3. Knapsack Sprayer 

Pengadaan knapsack sprayer sebanyak 28 unit dengan 

penerima manfaat Gapoktan Hamparan Hijau Desa Teluk 

Kampe Kec. Pasimasunggu. 

4. Handtraktor 

Pengadaan handtraktor sebanyak 9 unit dengan penerima 

manfaat yaitu : 

o Poktan Baji Pamai Desa Bontomalling Kecamatan 

Pasimasunggu Timur sebanyak 1 unit 

o Poktan Parang Milenial Desa Massungke Kecamatan 

Pasimasunggu sebanyak 1 unit 

o Poktan Parang Tassulung Desa Labuang Pamajang Desa 

Pasimasunggu sebanyak 1 unit 
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o Poktan Usaha Bersama Desa Bontobulaeng Kecamatan 

Pasimasunggu Timur sebanyak 1 unit 

o Poktan Parang Kadieng Bersatu Desa Bontojati 

Kecamatan Pasimasunggu Timur sebanyak 1 unit 

o Poktan Mario Rita Desa Bontojati Kecamatan 

Pasimasunggu Timur sebanyak 1 unit 

o Poktan Harapan Tani Desa Ujung Kecamatan 

Pasimasunggu Timur sebanyak 1 unit. 

o Poktan Lembang Beringin Desa Ma’minasa Kecamatan 

Pasimasunggu sebanyak 1 unit. 

o Poktan Maju Bersatu Desa Ma’minasa Kecamatan 

Pasimasunggu sebanyak 1 unit. 

5. Pupuk Organik 

Pengadaan pupuk organik kompos sebanyak 11.625 Kg 

dengan penerima manfaat Gapoktan Amanah Desa Onto Kec. 

Bontomatene. 

b. Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya Genetik (SDG) Hewan, 

Tumbuhan dan Mikro Organisme Kewenangan Kabupaten/Kota.  

Pagu anggaran Rp.1.998.705.000,- realisasi Rp.1.995.344.200,- 

atau 99, 83%. 

Sub Kegiatan : 

- Penjaminan Kemurnian dan Kelestarian SDG  Hewan/Tanaman.  

Pagu anggaran Rp.1.508.970.000,- realisasi Rp.1.505.609.200,- 

atau 99,78%.  Hasil kegiatan meliputi : 

1. Pengadaan bibit jeruk keprok. 

Pengadaan bibit jeruk keprok sebanyak 6.576 pohon dengan 

penerima manfaat yaitu :  

o Poktan Giat Bangun Desa Maharayya Kecamatan 

Bontomatene sebanyak 735 pohon 

o Poktan Dara Indra Permai Desa Harapan Kecamatan 

Bontosikuyu sebanyak 785 pohon 
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o Poktan Nyiur Melambai Desa Barugaiya Kecamatan 

Bontomanai sebanyak 935 pohon 

o Gapoktan Amanah  Desa Onto Kecamatan Bontomatene 

sebanyak 931 pohon 

o Gapoktan Lalang Bata Desa Lalang Bata Kecamatan Buki 

sebanyak 285 pohon 

o Gapoktan Tunas Harapan Desa Buki Kecamatan Buki 

sebanyak 935 pohon.  

o Gapoktan A’munte Sibatu Kel. Batangmata Sapo Kec. 

Bontomatene sebanyak 285 pohon.   

o Gapoktan Bangga Suka Desa Bontona Saluk Kec. 

Bontomatene sebanyak 1.400 pohon  

o Gapoktan Parabaji Desa Tanete Kec. Bontomatene 

sebanyak 285 pohon. 

2. Pengadaan Padi Inbrida 

Pengadaan padi ibrida sebanyak 9.170 kg dengan penerima 

manfaat sebagai berikut 

 Kecamatan Pasimasunggu Timur 

o Poktan Ingin Maju Desa Bontomalling 300 kg 

o Poktan Makmur Desa Ujung 200 kg 

o Poktan Baji Pa’mai Desa Bontomalling 225 kg 

o Desa Parang Kadieng Desa Bontomalling 200 kg 

o Desa Bunga Mekar Desa Ujung 200 kg 

o Poktan Cahaya Bersatu Desa Bontobulaeng 200 kg 

o Poktan Harapan Baru Desa Bontomalling 200 kg 

o Poktan Jambu Je’ne Permai Desa Bontojati 200 kg 

o Poktan Je’ne Mata Desa Bontobaru 300 kg 

o Poktan Je’ne Mata Mandiri Desa Bontojati 200 kg 

o Poktan Laleng Baloe Desa Ujung 300 kg 

o Poktan Mutiara Hijau Desa Bontobaru 300 kg 

o Poktan Padang Lampe Desa Ujung 300 kg 
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o Poktan Sinar Baru Desa Bontobaru 200 kg 

o Poktan Sinar Harapan II Desa Bontobaru 200 kg 

o Poktan Sinar Harapan II Desa Bontojati 200 kg 

o Poktan Siparannu Desa Bontomalling 225 kg 

o Poktan Sipatokkong Desa Ujung 200 kg 

o Poktan Timbula Desa Bontomalling 200 kg 

o Poktan Tunas Harapan Desa Bontobulaeng 200 kg 

 Kecamatan Pasimasunggu 

o Poktan Mekar Sari Desa Ma’minasa 120 kg 

o Poktan Minasa Makmur Desa Teluk Kampe 225 kg 

o Poktan Bajiminasa Desa Teluk Kampe 200 kg 

o Poktan Baji Pamai Desa Ma’minasa 225 kg 

o Poktan Bina Lestari Desa Teluk Kampe 225 kg 

o Poktan Binanga La’ba Desa Labuang Pamajang 200 kg 

o Poktan Bina Usaha Desa Teluk Kampe 225 kg 

o Poktan Bone Etang Desa Ma’minasa 200 kg 

o Poktan Cahaya Tani Desa Bontosaile 225 kg 

o Poktan Cinta Abadi Desa Labunag Pamajang 200 kg 

o Poktan Galung Nasara Desa Teluk Kampe 225 kg 

o Poktan Cinta Baru Desa Bontosaile 225 kg 

o Poktan Harapan Jaya Desa Teluk Kampe 200 kg 

o Poktan Kampung Bugis Desa Teluk Kampe 225 kg 

o Poktan Lembang-lembang Desa Kembang Ragi 225 kg 

o Poktan Parang Landina Desa Teluk kampe 225 kg 

o Poktan Penga I Desa Kembang Ragi 225 kg 

o Poktan Teluk Kampe Desa Teluk Kampe 225 kg 

o Poktan Parang Tassulung Desa Labuang Pamajang 200 kg 

o Poktan Pa’rasanganta Desa Labuang Pamajang 200 kg 

 Kecamatan Bontomanai 

o Poktan Topuriti Desa Mare-mare 250 kg. 

 Kecamatan Bontosikuyu 
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o Poktan Assamaturu Desa Laiyolo 300 kg 

o Poktan Tikko-tikkoyya Desa Patilereng 200 kg. 

3. Pengadaan Bibit Durian 

Pengadaan bibit durian sebanyak 3.156 pohon dengan 

penerima manfaat yaitu :  

o Gapoktan Harapan Baru Desa Bonea Makmur Kec. 

Bontomanai sebanyak 300 pohon 

o Gapoktan Jujur Jaya Desa Bonea Timur Kecamatan 

Bontomanai sebanyak 300 pohon  

o Gapoktan Lampareng Desa Bontokoraang Kec. 

Bontomanai sebanyak 315 pohon 

o Gapoktan Persatuan Ummat Desa Binanga Sombaiya 

Kecamatan Bontosikuyu sebanyak 1000 pohon  

o Poktan Assikamaseang Kel. Benteng Selatan Kec. Benteng 

sebanyak 500 pohon 

o Poktan Tunas Harapan Desa Polebungin Kec. Bontomanai 

sebanyak 741 pohon 

4. Pengadaan Bibit Mangga 

Pengadaan bibit mangga sebanyak 7.040 pohon dengan 

penerima manfaat sebagai berikut : 

o Gapoktan Karapu Indah Desa Garaupa Raya Kec. 

Pasilambena 880 pohon 

o Gapoktan Taka Lambena Desa Karumpa Kec. 

Pasilambena 880 pohon 

o Gapoktan Tunas Harapan Desa Buki Kec. Buki 880 

pohon pohon 

o KWT Anggrek Desa Laiyolo Baru Kec. Bontosikuyu 880 

pohon 

o Poktan Assamaturu Desa Laiyolo Baru Kec. Bontosikiyu 

880 pohon 
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o Poktan Rodabarta Desa Bontotangnga Kec. Bontoharu 

880 pohon 

o Poktan Taruna Permata Hijau Desa Bontolempangan Kec. 

Buki 880 pohon 

o Poktan Tunas Muda Desa Lalang Bata Kec. Buki  880 

pohon 

5. Pengadaan Bibit Alpukat 

Pengadaa bibit alpukat sebanyak  290 pohon dengan 

penerima manfaat sebagai berikut :  

o Poktan Baji Pa’mai Desa Bontokoraang Kec. Bontomanai 

100 pohon 

o Poktan Bersama Desa Bontokoraang Kec. Bontomanai 

190 pohon 

6. Pengadaan Bibit Lengkeng 

Pengadaan bibit lengkeng sebanyak 2.274 pohon dengan 

penerima manfaat yaitu :  

o Gapoktan A’bulo Sipappa Desa Polebungin Kec. 

Bontomanai 570 pohon 

o Gapoktan Topayya Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu 570 

pohon 

o Gapoktan Tunas Kadieng Desa Mare-mare Kec. 

Bontomanai 567 pohon 

o Poktan Sipatuo Kel. Bontobangun Kec. Bontoharu 567 

pohon. 

7. Pengadaan Bibit Sukun 

Pengadaan bibit sukun sebanyak 3.516 pohon dengan 

penerima manfaat yaitu :  

o Gapoktan Karapu Indah Desa Garaupa Raya Kec. 

Pasilambena 200 pohon 

o Gapoktan Sukamaju Desa Bontoborusu Kec. Bontoharu 

300 pohon 
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o Gapoktan Wiratama Desa Bontomarannu Kec. 

Bontomanai 176 pohon 

o Poktan Dg. Lempangan Desa Bontolempangan Kec. Buki 

300 pohon. 

o KWT Anggrek Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu 200 pohon 

o Poktan Anista Desa Harapan Kec. Bontosikuyu 200 pohon 

o Poktan Bina Bersama Desa Kahu-kahu Kec. Bontoharu 

300 pohon 

o Poktan Cempaka Putih Desa Balang Butung Kec. Buki 

300 pohon 

 

o Poktan Karya Bersama Desa Lalang Bata Kec. Buki 300 

pohon 

o Poktan Mekar Sari Desa Buki Timur Kec. Buki 200 pohon 

o Poktan Nurul Taqwa Desa Bontomarannu Kec. 

Bontomanai 240 pohon 

o Poktan Setia Usaha Desa Balang Butung Kec. Buki 200 

pohon 

o Poktan Tope Melayu Desa Bontolempangan Kec. Buki 300 

pohon 

o Poktan Usaha Bersama Desa Lalang Bata Kec. Buki 300 

pohon. 

8. Pengadaan Pupuk Kompos 

Pengadaan Pupuk kompos sebanyak 40.000 kg dengan 

penerima manfaat sebagai berikut : 

o Poktan Giat Bangun Desa Maharayya Kecamatan 

Bontomatene 4000 kg 

o Poktan Dara Indra Permai Desa Harapan Kecamatan 

Bontosikuyu 4500 kg 

o Poktan Nyiur Melambai Desa Barugaiya Kecamatan 

Bontomanai 6000 kg 
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o Gapoktan Amanah  Desa Onto Kecamatan Bontomatene  

6000 kg 

o Gapoktan Lalang Bata Desa Lalang Bata Kecamatan Buki 

2000 kg 

o Gapoktan Tunas Harapan Desa Buki Kecamatan Buki 

6000 kg  

o Gapoktan A’munte Sibatu Kel. Batangmata Sapo Kec. 

Bontomatene 2000 kg   

o Gapoktan Bangga Suka Desa Bontona Saluk Kec. 

Bontomatene 7500 kg  

o Gapoktan Parabaji Desa Tanete Kec. Bontomatene 2000 

kg 

9. Pengadaan Pupuk Organik Cair 

Pengadaan pupuk organik cair Flora One sebanyak 2.800 

liter dengan penerima manfaat sebagai berikut : 

o Poktan Giat Bangun Desa Maharayya Kecamatan 

Bontomatene 131 liter 

o Poktan Kaloro Desa Lowa Kecamatan Bontosikuyu 131 

liter 

o Poktan Nyiur Melambai Desa Barugaiya Kecamatan 

Bontomanai 131 liter 

o Gapoktan Amanah  Desa Onto Kecamatan Bontomatene  

131 liter 

o Gapoktan Lalang Bata Desa Lalang Bata Kecamatan 

Buki 131 liter 

o Gapoktan Tunas Harapan Desa Buki Kecamatan Buki 

131 liter 

o Gapoktan A’munte Sibatu Kel. Batangmata Sapo Kec. 

Bontomatene 132 liter   

o Gapoktan Bangga Suka Desa Bontona Saluk Kec. 

Bontomatene 132 liter  
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o Gapoktan Parabaji Desa Tanete Kec. Bontomatene 131 

liter 

o Gapoktan A’bulo Sipappa Desa Polebungin Kec. 

Bontomanai 131 liter 

o Gapoktan Anugerah Mandiri Desa Kohala Kec. Buki 131 

liter 

o Gapoktan Mutiara Hijau Desa Bontolempangan Kec. 

Buki 131 liter 

o Gapoktan sipaingak Desa Tamalanrea Kec. Bontomatene 

132 liter. 

10. Pengadaan Kawat Duri 

Pengadaan kawat duri sebanyak 500 roll dengan penerima 

manfaat sebagai berikut : 

o Gapoktan Amanah  Desa Onto Kecamatan Bontomatene  

100 roll 

o Gapoktan Lampareng Desa Bontokoraang Kec. 

Bontomanai 100 roll 

o Gapoktan Makmur Jaya Desa Lantibongan Kec. 

Bontosikuyu 100 roll 

o Gapoktan Tunas Harapan Desa Barat Lambongan Kec. 

Bontomatene 100 roll 

o Poktan Damai I Kel. Putabangun Kec. Bontoharu 60 roll 

o Poktan Kaloro Desa Lowa Kec. Bontosikuyu 40 roll. 

- Peningkatan Kualitas SDG Hewan/Tanaman. Pagu anggaran 

Rp.489.735.000,- realisasi Rp.489.735.000,- atau 100%.  

Kegiatan berupa intensifikasi dengan pengadaan sarana 

produksi pertanian berupa bibit tanaman perkebunan : 

1. Pengadaan Bibit Pala 

Pengadaan bibit pala sebanyak 25.950 pohon dengan 

penerima manfaat yaitu  
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- Poktan Harapan I Desa Balang Butung Kec. Buki 1615 

pohon 

- Poktan Harapan II Desa Balang Butung Kec. Buki 1613 

pohon 

- Poktan Karya Bersama Desa Lalang Bata Kec. Buki 1613 

pohon 

- Poktan Parang Buritti Desa Bontomarannu Kec. 

Bontomanai 1613 pohon 

- Poktan Lalang Bata Desa Bontomarannu Kecamatan 

Bontomanai 1.613 pohon 

- Poktan Tunas Mekar Desa Bonea Timur Kec. Bontomanai 

1613 pohon 

- Gapoktan Kembangragi Jaya Desa Kembang Ragi Kec. 

Pasimasunggu 1500 pohon 

- Gapoktan Tunas Harapan Labuang Pamajang Kec. 

Pasimasunggu 1500 pohon 

- Poktan A’rera Kel. Benteng Utara Kec. Benteng 200 pohon 

- Poktan Assamaturu Desa Laiyolo Kec. Bontosikuyu 1000 

pohon 

- Poktan Persatuan Ummat Desa Binanga Sombaiya Kec. 

Bontosikuyu 2000 pohon 

- Poktan Samaturu Desa Bontokoraang Kec. Bontomanai 

1000 pohon 

- Poktan Lestari Desa Binanga Sombaiya Kec. Bontosikuyu  

2480 pohon 

2. Pengadaan Bibit Cengkeh 

Pengadaan bibit cengkeh sebanyak 6.590 pohon dengan 

penerima manfaat yaitu  

- Poktan Giat Bangun Desa Onto Kec. Bontomatene 3295 

pohon 
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- Poktan Pa’rimpungan Desa Bontokoraang Kec. 

Bontomanai 3295 pohon 

c. Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan Penyediaan dan Peredaran 

Benih/Bibit Ternak.  Pagu anggaran Rp.28.845.000,- realisasi 

Rp.28.845.000,- atau 100%. 

Sub Kegiatan : 

- Penjaminan Peredaran Benih/Bibit Ternak.  Pagu anggaran 

Rp.28.845.000,- realisasi Rp.28.845.000,- atau 100%.  Kegiatan 

ini berupa pengadaan sarana Inseminasi Buatan (IB). 

 

d. Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak dan Hijauan Pakan 

Ternak yang Sumbernya dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota 

Lain.  Pagu anggaran Rp.453.806.000,- realisasi Rp.453.756.000,- 

atau 100%. 

Sub Kegiatan : 

- Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah 

Kabupaten/Kota Lain.  Pagu anggaran Rp.388.484.000,- 

realisasi Rp.388.484.000,- atau 100%.  Kegiatan ini berupa : 

o Pengadaan DOC Broiler sebanyak 2000 ekor dan pakan 

konsentrat 5000 kg dengan penerima manfaat dari kegiatan 

yaitu Poktan Lembang Indah dan Poktan Rezki Kel. 

Putabangun Kec. Bontoharu. 

o Pengadaan bibit ayam petelur sebanyak 500 ekor dengan 

penerima manfaat Poktan Anugrah Desa Lowa Kec. 

Bontosikuyu. 

o Pengadaan bibit kambing jantan sebanyak 62 ekor dengan 

penerima manfaat KUBE Cahaya Ternak dan KUBE Sambali 

Star Desa Sambali Kec. Pasimarannu. 

- Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang Sumbernya dari Daerah 

Kabupaten/Kota Lainnya.  Pagu anggaran Rp.65.322.000,- 

realisasi Rp.65.322.000,- atau 100%.  Kegiatan ini berupa 
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pengadaan rumput odot 7.500 stek dan kawat duri 150 roll 

dengan kelompok penerima manfaat : KUBE Baji Gau Desa 

Barat Lambongan Kec. Bontomatene, Poktan Maju Bersama 

Desa Binanga Sombaiya Kec. Bontosikuyu, dan Poktan 

Persatuan Ummat Desa Binanga Sombaiya Kec. Bontosikuyu. 

6. Program Penyediaan dan Pengembangan Prasarana Pertanian.  Pagu 

anggaran Rp.7.842.752.157,- realisasi Rp.7.759.909.566,- atau 

98,94%. 

a. Kegiatan Pembangunan Prasarana Pertanian.  Pagu anggaran 

Rp.7.842.752.157,- realisasi Rp.7.759.909.566,- atau 98,94%. 

Sub Kegiatan : 

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jaringan Irigasi 

Usaha Tani.  Pagu anggaran Rp.1.070.833.000,- realisasi 

Rp.1.066.808.000,- atau 99,62%.  Anggaran yang tidak realisasi 

adalah anggaran untuk kegiatan Retensi. 

o Pembangunan drainase Poktan Desa Bontojati Kec. 

Pasimasunggu Timur. 

o Pembangunan irigasi tanah dalam Poktan Usaha Bersama 

Desa Batang Kec. Takabonerate 

o Pembangunan irigasi tanah dalam Poktan Mekar Indah Desa 

Bonea Kec. Pasimarannu 

o Pembangunan irigasi tanah dalam Poktan Mekar Sari Desa 

Balang Butung Kec. Buki 

o Pembangunan irigasi tanah dalam Poktan To Ha'le Desa 

Laiyolo Kec. Bontosikuyu 

b. Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Jalan Usaha Tani.  

Pagu anggaran Rp.4.875.698.000,- realisasi Rp.4.801.734.000,- 

atau 98,48%.  Jalan tani sebagai prasarana kawasan pertanian 

untuk memperlancar mobilitas alat mesin pertanian, 

pengangkutan sarana produksi dan hasil produk pertanian.  

Dimensi lebar badan jalan usahatani minimal dapat dilalui 
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kendaraan dan dapat saling berpapasan.  Ruas jalan usahatani 

sebagai berikut :  

o Pembangunan Jalan Tani Barambeng - Bajangan ayangan Desa 

Kaburu Kecamatan Bontomanai dengan panjang 310 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Dusun Parang Desa Bontomalling 

Kec. Pasimasunggu Timur dengan panjang 140 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Ruas Bangkeng Bonto – Tunggara 

Desa Kayuadi Kec. Takabonerate dengan panjang 159 meter 

o Pembangunan Jalan Tani ruas Batu-Batu Lembang Loka Dusun 

Timoro Desa Nyiur Indah Kec. Takabonerate dengan panjang 

220 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas Pangira - Buhung Parring 

Kel. Putabangun Kec. Bontoharu dengan panjang 289 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Bajo – Parring Desa Kayuadi 

Kec. Takabonerate dengan panjang 300 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Barae Marae Selatan Desa Ujung Kec. 

Pasimasunggu Timur dengan panjang 327 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Desa Barat Lambongan Kec. 

Bontomatene dengan panjang 300 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Desa Massungke Kec. Pasimasunggu 

dengan panjang 159 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Desa Tambolongan Kec. Bontosikuyu 

dengan panjang 140 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Dusun Balla Bulo Barat Desa Ujung 

Kec. Pasimasunggu Timur dengan panjang 160 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Kayuangin Desa 

Massungke Kec. Pasimasunggu dengan panjang 159 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Dusun Lembongan Desa 

Bontobaru Kec. Pasimasunggu Timur dengan panjang 325 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani  Dusun Lenga Cinimabela Desa 

Parak Kec. Bontomanai dengan panjang 293 meter 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISTANKP | 103  
 

o Pembangunan Jalan Tani  Dusun Mangatti Desa Labuang 

Pamajang Kec. Pasimasunggu dengan panjang 111 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani  Dusun Sabungaria Desa 

Mekar Indah Kec. Buki dengan panjang 300 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani  Dusun Tonjo Desa Kayu Bauk 

Kecamatan Bontomatene dengan panjang 585 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Erasa Dusun Kayuangin Desa 

Massungke Kec. Pasimasunggu  dengan panjang 160 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani  Joroyya - Paotoha Dusun 

Tajuiya Desa Bungaiya Kec. Bontomatene dengan panjang 307 

meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Padang Lampe Desa Ujung Kec. 

Pasimasunggu Timur dengan panjang 124 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Paliasa - Teteaka Dusun 

Balang-balang Desa Onto Kec. Bontomatene dengan panjang 80 

meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani  Paojarang Desa Batang Kec. 

Takabonerate dengan panjang 186 meter  

o Pembangunan Jalan Usaha Tani  Patingkasan Desa Ujung Kec. 

Pasimasunggu Timur dengan panjang 148 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani  Ruas Ifi - One Pae Desa Pulo 

Madu Kec. Pasilambena dengan panjang 110 meter. 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas Lamantu – Wakalende 

Desa Lamantu Kec. Pasimarannu dengan panjang 110 meter 

o Pembangunan Jalan Tani ruas Lambo - One Pane Desa Pulo 

Madu Kec. Pasilambena dengan panjang 112 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Ruas Lembang - Bonto Buhung Desa 

Batang Kec. Takabonerate dengan panjang 175 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas Sujuk -Bu'nea Desa 

Jambuiya Kec. Bontomanai dengan panjang 488 meter 
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o Pembangunan Jalan Usaha Tani  Ruas Tingkasa - Lembang 

Lauro Dusun Lembongan Desa Bontobaru Kec. Pasimasunggu 

Timur dengan panjang 168 meter 

o Pembangunan Jalan Usaha Tani Ruas Ujung - Buhung Tutuma 

Desa Batang Kec. Takabonerate dengan panjang 115 meter 

o Peningkatan Jalan Tani Dusun Sipatuo - Pa'dingingan Desa 

Onto Kec. Bontomatene dengan panjang 107 meter 

o Peningkatan Jalan Tani Hulu Desa Harapan Kec. Bontosikuyu 

dengan panjang 190 meter 

o Perintisan Jalan Usaha Tani Ruas Borong - Kabari Nipisi Desa 

lalang Bata Kec. Buki dengan panjang 615 meter 

o Perintisan Jalan Usaha Tani Dusun Erelompa Desa 

Bontomalling Kec. Pasimasunggu Timur dengan panjang 170 

meter 

o Perintisan Jalan Usaha Tani ruas dusun Barat Lambongan Desa 

Barat Lambongan Kec. Bontomatene dengan panjang 305 meter 

o Perintisan Jalan Usaha Tani Turungan Toa – Pansuru Desa 

Lantibongan Kec. Bontosikuyu dengan panjang 290 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Dusun Bontoala Desa Harapan Kec. 

Bontosikuyu dengan panjang 173 meter 

o Pembangunan Jalan Tani Dusun Suburu Desa Bontotangnga 

Kec. Bontoharu dengan panjang 145 meter 

Pembangunan jalan pertanian melalui Dana Alokasi Khusus yaitu: 

1. Jalan Usaha Tani  

- Jalan Usaha Tani Ruas Paranglandina Poktan Kampung 

Bugis Desa Teluk Kampe Kec. Pasimasunggu dengan 

panjang 105 meter 

2. Jalan Produksi 

- Jalan Produksi Poktan Cahaya Harapan Desa Polebungin 

Kec. Bontomanai dengan panjang 105 meter 
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- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan  Balai Penyuluh 

di Kecamatan serta Sarana Pendukungnya.  Pagu anggaran 

Rp.1.798.956.157,- realisasi Rp.1.798.257.566,- atau 99,96%. 

Kegiatan ini meliputi rehabilitasi BPP beserta pengadaan sarana 

pendukungnya untuk 3 (tiga) BPP yaitu BPP Bontosikuyu, BPP 

Buki dan BPP Pasimasunggu Timur. 

- Pembangunan, Rehabilitasi dan Pemeliharaan Prasarana 

Pertanian Lainnya.  Pagu anggaran Rp.97.265.000,- realisasi 

Rp.93.100.000,- atau 95,72%.  Kegiatan berupa pembagunan 

kandang ayam 2 (dua) unit dengan penerima manfaat Poktan 

Lembang Indah dan Poktan Rezki Kel. Putabangun Kec. 

Bontoharu. 

7. Program Pengendalian Kesehatan Hewan dan Kesehatan Masyarakat 

Veteriner.  Pagu anggaran Rp.37.481.000,- realisasi Rp.37.421.000,- 

atau 99,84%.  

a. Kegiatan Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan dan 

Pembukaan Daerah Wabah Penyakit Hewan Menular dalam Daerah 

Kabupaten/Kota.  Pagu anggaran Rp.37.481.000,- realisasi 

Rp.37.421.000,- atau 99,84%. 

Sub Kegiatan :  

- Pengendalian dan Penanggulangan Penyakit Hewan dan 

Zoonosis. Pagu anggaran Rp.37.481.000,- realisasi 

Rp.37.421.000,- atau 99,84%. Kegiatan ini berupa Pelayanan 

Terpadu Kesehatan Hewan  dengan tujuan  meningkatkan 

layanan pencegahan dan pengobatan penyakit hewan menular 

dalam pengendalian dan penggulangan penyakit hewan menular 

di Kabupaten Kepulauan Selayar. 

b. Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa Laboratorium dan Jasa 

Medik Veteriner dalam Daerah Kabupaten/Kota.  Pagu anggaran 

Rp.199.230.000,- realisasi Rp.192.030.000,- atau 96,39%. 

Sub Kegiatan : 
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- Penyediaan Pelayanan Jasa Medik Veteriner.  Pagu anggaran 

Rp.199.230.000,- realisasi Rp.192.030.000,- atau 96,39%.  

Kegiatan ini dilakukan untuk menyediakan obat-obatan ternak, 

vaksin, peralatan kesehatan hewan. 

8. Program Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian.  Pagu 

anggaran Rp.31.687.000,- realisasi Rp.31.687.000,- atau 100%.  

a. Kegiatan Pengendalian dan Penanggulangan Bencana Pertanian 

Kabupaten /Kota.  Pagu anggaran Rp.31.687.000,- realisasi 

Rp.31.687.000,- atau 100%. 

Sub Kegiatan : 

- Pengendalian organisme pengganggu tumbuhan (OPT) Tanaman 

Pangan, Hortikultura dan Perkebunan. Pagu anggaran 

Rp.31.687.000,- realisasi Rp.31.687.000,- atau 100%. 

Pengendalian OPT ini adalah tindakan untuk mencegah 

kerugian pada tanaman budidaya yang diakibatkan oleh OPT 

baik hama, gulma, serangga pengganggu sehingga dapat 

menghindari kerugian ekonomi berupa kehilangan hasil panen 

serta penurunan kualitas/mutu produk panen. 

9. Program Penyuluhan Pertanian.  Pagu anggaran Rp.116.970.000,- 

realisasi Rp.102.647.000,- atau 83,26%.  Tujuan penyuluhan 

pertanian adalah dalam rangka menghasilkan SDM pelaku 

pembangunan pertanian yang kompoten sehingga mampu 

mengembangkan usaha pertanian yang tangguh, bertani lebih baik, 

berusaha tani lebih menguntungkan, hidup lebih sejahtera dan 

lingkungan lebih sehat.  

Adapun kegiatan dari program ini yaitu : 

a. Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan Pertanian.  Pagu anggaran 

Rp.116.970.000,- realisasi Rp.102.647.000,- atau 83,26%.  

Terdapat beberapa rencana kegiatan yang sedianya akan 

dilaksanakan pada BPP wilayah kepulauan, namun terkendala 

pada kondisi lapangan pasca gempa.  
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Sub Kegiatan : 

- Peningkatan Kapasitas Kelembagaan Penyuluhan Pertanian di 

Kecamatan dan Desa.  Pagu anggaran Rp.107.835.000,- 

realisasi Rp.97.457.000,- atau 85,50%. Kelembagaan 

Penyuluhan adalah lembaga pemerintah dan atau masyarakat 

yang mempunyai tugas dan fungsi menyelenggarakan 

penyuluhan. Tujuan dari kegiatan ini yaitu untuk memfasilitasi 

terlaksananya kegiatan penyuluhan di BPP diantaranya 

pelaksanaan kostratani di 10 BPP.  Adapun 10 BPP yang 

terfasilitasi yaitu BPP Bontosikuyu, BPP Bontoharu/Benteng, 

BPP Bontomanai, BPP Buki, BPP Bontomatene, BPP 

Pasimasunggu, BPP Pasimasunggu Timur, BPP  Pasimarannu, 

BPP Takabonerate dan BPP Pasilambena.  Selain itu, dilakukan 

pula pelatihan tematik pada setiap BPP yang sumber dananya 

adalah DAK Non Fisik.  Rekapitulasi data pembangunan 

pertanian tingkat kecamatan meliputi komoditas strategis 

pertanian dan kegiatan Balai Penyuluhan Pertanian.  

- Penyediaan dan pemanfaatan sarana dan prasarana 

penyuluhan pertanian. Kegiatan ini bertujuan untuk 

memfasilitasi kegiatan demplot di 5 (lima) BPP yaitu BPP 

Benteng/Bontoharu, BPP Bontosikuyu, BPP Bontomanai, BPP 

Buki dan BPP Bontomatene. Disamping itu bertujuan untuk 

memfasilitasi pertemuan rutin admin Simluhtan dan 

Konstratani. 

 
C. Realisasi  Keuangan  

 Analisis capaian keuangan dilakukan berdasarkan Laporan 

Keuangan Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar yang terdiri atas LRA, NERACA, dan Catatan Atas Laporan 

Keuangan serta diterapkannya sistem dan prosedur akuntansi secara 

berkesinambungan. 
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 Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan 

Selayar Tahun 2022 melaksanakan kegiatan dengan anggaran murni 

sebesar Rp. 22.232.128.095,- (dua puluh dua milyar dua ratus tiga puluh 

dua juta seratus dua puluh delapan ribu sembilan puluh lima rupiah), 

dengan rincian  : 

- Belanja Operasi, Rp. 15.838.253.095,- (lima belas milyar delapan 

ratus tiga puluh delapan juta dua ratus lima puluh tiga ribu Sembilan 

puluh lima rupiah) 

- Belanja Modal, Rp. 6.393.875.000,- (enam milyar tiga ratus sembilan 

puluh tiga juta delapan ratus tujuh puluh lima ribu rupiah). 

Selanjutnya melalui mekanisme perubahan APBD, anggaran Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Selayar menjadi 

Rp.22.502.498.057,- (dua puluh dua milyar lima ratus lima dua juta 

empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah), 

dengan rincian : 

- Belanja Operasi, Rp. 15.846.518.900,- (lima belas milyar delapan 

ratus empat puluh enam juta lima ratus delapan belas ribu sembilan 

ratus rupiah) 

- Belanja Modal, Rp. 6.655.979.157,- (enam milyar enam ratus lima 

puluh lima juta sembilan ratus tujuh puluh sembilan ribu seratus 

lima puluh tujuh rupiah). 

Perubahan anggaran ini dilakukan dengan pertimbangan untuk 

menjaga konsistensi antara perencanaan dan penganggaran, serta 

memberikan arah bagi pelaksanaan program dan kegiatan pembangunan 

pada tahun 2022 agar berdayaguna dan berhasilguna. 

Pagu anggaran perubahan tahun 2022 sebesar 

Rp.22.502.498.057,- (dua puluh dua milyar lima ratus lima dua juta 

empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) dan 

realisasi sebesar Rp.22.220.949.322,- (dua puluh dua milyar dua ratus 

dua puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus dua 
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puluh dua rupiah) atau sebesar 98,75%.  Sisa angaran sebesar 

Rp.281,548,735,- (dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat 

puluh delapan ribu tujuh ratus tiga puluh lima rupiah). 

Tabel 19. Realisasi Capaian Keuangan TA. 2022 

NO URAIAN ANGGARAN (Rp) REALISASI (Rp) 
CAPAIAN 

(%) 

1. Pendapatan 50.000.000,- 23.840.000,- 47,68 

2. Belanja Operasi 15.846.518.900,- 15.643.447.756,- 98,72 

3. Belanja Modal 6.655.979.157,- 6.577.501.566,- 98,82 

 JUMLAH 22.502.498.057,- 22.220.949.322,- 98,75 

 

Adapun rincian pagu dan realisasi anggaran yang terkait dengan 

pencapaian target kinerja tujuan dan sasaran pada setiap Misi Renstra 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

pada tahun 2022 dapat dilihat pada tabel berikut :
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Tabel 20. Pagu Anggaran Pokok 2022 dan Anggara Perubahan serta Realisasi Anggaran Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022 

No 
Urusan 

Pemerintahan 
Program/ Kegiatan/ Sub Kegiatan Anggaran Pokok 

Anggaran 
Perubahan 

Realisasi Capaian 

1. Pangan Program Peningkatan Diversifikasi dan 
Ketahanan Pangan Masyarakat 

Rp. 195,305,700 Rp. 194,415,700 Rp. 571.411.100 97,51 

  Kegiatan Penyediaan dan Penyaluran 
Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai 
dengan Kebutuhan Daerah 
Kabupaten/Kota Dalam Rangka Stabilitasi 
Pasokan dan Harga Pangan 

Rp. 26,912,700 Rp. 26,022,700 Rp. 30.438.600 95,87 

  1. Penyediaan Informasi Harga Pangan 
dan Neraca Bahan Makanan 

Rp. 11,302,700 Rp. 10,412,700 Rp. 10,412,700 100 

  2. Pemantauan Stok Pasokan dan Harga 
Pangan 

Rp. 15,610,000 Rp. 15,610,000 Rp. 15,610,000 100 

  Kegiatan Pengelolaan dan Keseimbangan 
Cadangan Pangan Kabupaten/Kota Rp. 10,050,000 Rp. 10,050,000 Rp. 10,030,000 99,80 

  1. Pengadaan Cadangan Pangan 
Pemerintah Kabupaten/ Kota 

Rp. 10,050,000 Rp. 10,050,000 Rp. 10,030,000 99,80 

  Kegiatan Pelaksanaan Pencapaian Target 
Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai 
dengan Angka Kecukupan Gizi 

Rp. 158,343,000 Rp. 158,343,000 Rp. 158,333,000 99,99 

  1. Pemberdayaan Masyarakat Dalam  
Penganekaragaman Konsumsi Pangan 
Berbasis Sumber Daya Lokal 

Rp. 158,343,000 Rp. 158,343,000 Rp. 158,333,000 99,99 

.3.  Program Penanganan Kerawanan Pangan Rp. 15,086,400 Rp. 14,336,400 Rp. 13,126,400 91,56 

  Kegiatan Penyusunan Peta Kerentanan dan 
Ketahanan Pangan Kecamatan 

Rp. 15,086,400 Rp. 14,336,400 Rp. 13,126,400 91,56 

  1. Penyusunan, Pemutakhiran dan 
Analisis Peta Ketahanan  dan 
Kerentanan Pangan 

Rp. 15,086,400 Rp. 14,336,400 Rp. 13,126,400 91,56 

3.   Program Pengawasan Pangan Segar Rp. 8,929,000 Rp. 8,529,000 Rp. 8,404,000 98,53 
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  Kegiatan Pelaksanaan Pengawasan 
Keamanan Pangan Segar Kabupaten/ Kota 

Rp. 8,929,000 Rp. 8,529,000 Rp. 8,404,000 98,53 

  1. Rekomendasi keamanan pangan segar 
asal tumbuhan kabupaten/ kota 

Rp. 8,929,000 Rp. 8,529,000 Rp. 8,404,000 98,53 

4.  Pertanian Program Penunjang Urusan 
Pemerintahan Kabupaten/ Kota 

Rp. 11,267,872,195 Rp. 10,771,694,800 Rp. 10,681.839.956 99,19 

  Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi 
Kinerja Perangkat Daerah 

Rp. 21,543,000 Rp. 18,398,000 Rp. 18,398,000 100 

  1. Penyusunan Dokumen Perencanaan 
Perangkat Daerah 

Rp. 15,110,000 Rp. 14,515,000 Rp. 14,515,000 100 

  2. Koordinasi dan Penyusunan Dokumen 
RKA-SKPD 

Rp. 3,230,000 Rp. 1,730,000 Rp. 1,730,000 100 

  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi 
Kinerja SKPD 

Rp. 3,203,000 Rp. 2,153,000 Rp. 2,153,000 100 

  Kegiatan Administrasi Keuangan Perangkat 
Daerah 

Rp. 10,117,174,195 Rp. 9,628,387,000 Rp. 9.576.434.865 99,46 

  1. Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN Rp. 10,099,253,195 Rp. 9,622,316,000 Rp. 9,570,373,865 99,49 

  2. Pelaksanaan Penatausahaan dan 
Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD 

Rp. 6,460,000 Rp. 2,460,000 Rp. 2,460,000 100 

  3. Koordinasi dan Penyusunan Laporan 
Keuangan Akhir Tahun SKPD 

Rp. 11,461,000 Rp. 3,611,000 Rp. 3,601,000 99,72 

  Kegiatan Administrasi Barang Milik Daerah 
Pada Perangkat Daerah 

Rp. 3,685,000 Rp. 2,685,000 Rp. 2,685,000 100 

  1. Penyusunan Perencanaan Kebutuhan 
Barang Milik Daerah SKPD 

Rp. 3,685,000 Rp. 2,685,000 Rp. 2,685,000 100 

  Kegiatan Administrasi Kepegawaian 
Perangkat Daerah 

Rp. 24,830,000 Rp. 24,795,000 Rp. 23,295,000 93,95 

  1. Sosialisasi Peraturan Perundang-
Undangan 

Rp. 24,830,000 Rp. 24,795,000 Rp. 23,295,000 93,95 

  Kegiatan Administrasi Umum Perangkat 
Daerah 

Rp. 242,300,000 Rp. 282,540,800 Rp. 279,470,300 98.91 

  1. Penyediaan peralatan dan perlengkapan 
kantor 

Rp. 6,000,000 0 0 0 

  2. Penyediaan Barang Cetakan dan 
Penggandaan 

Rp. 28,350,000 Rp. 29,659,800 Rp. 28,719,300 96.83 
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  3. Penyesiaan Bahan Bacaan dan 
Peraturan Perundang-Undangan 

Rp. 7,950,000 Rp. 7,100,000 Rp. 4,970,000 70.00 

  4. Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan 
Konsultasi SKPD 

Rp. 200.000.000 Rp. 245,781,000 Rp. 245,781,000 100 

  Kegiatan Pengadaan Barang Milik Daerah 
Penunjang Urusan Pemerintah Daerah 

Rp. 30,750,000 Rp. 0 Rp. 0 0 

  1. Pengadaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Rp. 30,750,000 Rp. 0 Rp. 0 0 

  Kegiatan Penyediaan Jasa Penunjang 
Urusan Pemerintah Daerah 

Rp. 706,580,000 Rp. 692,889,000 Rp. 664,211,029 95,86 

  1. Penyediaan Jasa Surat Menyurat Rp. 100,000,000 Rp. 101,170,000 Rp. 101,170,000 100 

  2. Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber 
Daya Air dan Listrik 

Rp. 103,892,000 Rp. 94,491,000 Rp. 78,474,413 83,05 

  3. Penyediaan Jasa Pelayanan Umum 
Kantor 

Rp. 502,688,000 
Rp. 497,228,000 Rp. 484,566,616 

97,45 

  Kegiatan Pemeliharaan Barang Milik 
Daerah Penunjang Urusan Pemerintah 
Daerah 

Rp. 121,010,000 Rp. 122,000,000 Rp. 117,345,762 96,19 

  1. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Perorangan Dinas atau Kendaraan 
Dinas Jabatan 

Rp. 41,630,000 Rp. 41,630,000 Rp. 41,041,000 98,59 

  2. Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya 
Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan 
Dinas/Operasional 

Rp. 66,390,000 Rp. 73,670,000 Rp. 69,604,762 94,48 

  3. Pemeliharaan Peralatan dan Mesin 
Lainnya 

Rp. 12,990,000 Rp. 6,700,000 Rp. 6,700,000 100 

5,  Program Penyediaan dan Pengembangan 
Sarana Pertanian 

Rp. 2,845,536,000 Rp. 3,288,202,000 Rp. 3,199,498,700 97.30 

  Kegiatan Pengawasan Penggunaan Sarana 
Pertanian 

Rp. 812,547,000 Rp. 806,846,000 Rp. 721,548,500 89,43 

  1. Pengawasan Penggunaan Sarana 

Pendukung Pertanian Sesuai Dengan 
Komoditas, Teknologi dan Spesifik 
Lokasi 

Rp. 19,915,000 Rp. 17,915,000 Rp. 17.515.000 97,77 

  2. Pendampingan Penggunaan Sarana 
Pendukung Pertanian 

Rp. 792,632,000 Rp. 788,931,000 Rp. 704,033,500 89,24 
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  Kegiatan Pengelolaan Sumber Daya 
Genetik (SDG) Hewan, Tumbuhan dan 
Mikroorganisme Kewenangan 
Kabupaten/Kota 

Rp. 1,542,079,000 Rp. 1,998,705,000 Rp. 1,995,344,200 99,83 

  1. Penjaminan Kemurnian dan 
Kelestarian SDG Hewan/ Tanaman 

Rp. 1,242,684,000 Rp. 1,508,970,000 Rp. 1,505,609,200 99,78 

  2. Peningkatan Kualitas SDG Hewan/ 
Tanaman 

Rp. 299,395,000 Rp. 489,735,000 Rp. 489,735,000 100 

  Kegiatan Pengendalian dan Pengawasan 

Penyediaan dan Peredaran Benih/Bibit 
Ternak, dan Hijauan Pakan Ternak dalam 
Daerah Kabupaten/Kota 

Rp. 30,345,000 Rp. 28,845,000 Rp. 28,845,000 100 

  1. Penjaminan Peredaran Benih/Bibit 
Ternak 

Rp, 30,345,000 Rp. 28,845,000 Rp. 28,845,000 100 

  Kegiatan Penyediaan Benih/Bibit Ternak 
dan Hijauan Pakan Ternak yang 
Sumbernya dalam Satu Daerah 
Kabupaten/Kota 

Rp. 460,565,000 Rp. 453,806,000 Rp. 453,756,000 99,99 

  1. Pengadaan Benih/Bibit Ternak yang 
Sumbernya dari Daerah kabupaten/ 
Kota Lain 

Rp. 460,565,000 Rp. 388,484,000 Rp. 388,434,000 99,99 

  2. Pengadaan Hijauan Pakan Ternak yang 
Sumbernya dari Daerah 
Kabupaten/Kota Lain 

Rp. 0 Rp. 65,322,000 Rp. 65,322,000 100 

6.  Program Penyediaan dan pengembangan 
Prasarana Pertanian 

Rp. 7,519,835,800 Rp. 7,842,752,157 Rp. 7,759,909,566 98,94 

  Kegiatan Pembangunan Prasarana 
Pertanian 

Rp. 7,519,835,800 Rp. 7,842,752,157 Rp. 7,759,909,566 98,94 

  1. Pembanguna Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Jaringan Irigasi Usaha 
Tani 

Rp. 1,071,410,800 Rp. 1,070,833,000 Rp. 1,066,808,000 99,62 

  2. Pembangunan, Rehabilitasi dan 

Pemeliharaan Jalan Usaha Tani 
Rp. 4,568,780,000 Rp. 4,875,698,000 Rp.  4.801,734,000 98,48 

  3. Pembangunan, Rehabilitasi dan 
pemeliharaan Balai Penyuluh di 
Kecamatan Serta Sarana 
Pendukungnya 

Rp. 1,805,520,000 Rp.  1,798,956,157 Rp.  1,798,267,566 99,96 
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  4. Pembangunan, Rehabilitasi dan 
Pemeliharaan Prasarana Pertanian 
Lainnya 

Rp. 74,125,000 Rp. 97,265,000 Rp. 93,100,000 95,72 

7.  Program Pengendalian Kesehatan Hewan 
Dan Kesehatan Masyarakat Veteriner 

R. 226,456,000 Rp. 236,711,000 Rp. 229,451,000 96,93 

  Penjaminan Kesehatan Hewan, Penutupan 
dan Pembukaan Daerah Wabah Penyakit 
Hewan Menular Dalam Daerah Kabupaten/ 
Kota 

Rp. 27,066,000 Rp. 37,481,000 Rp. 37,421,000 99,84 

  1. Pengendalian dan Penanggulangan 
Penyakit Hewan dan Zoonosis 

Rp. 27,066,000 Rp. 37,481,000 Rp. 37,421,000 99,84 

  Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Jasa 
Laboratorium dan Jasa Medik Veteriner 
Dalam Daerah Kabupaten/Kota 

Rp. 199,390,000 Rp. 199,230,000 Rp. 192,030,000 96,39 

  1. Penyediaan Pelayanan Jasa Medik 
Veteriner 

Rp. 199,390,000 Rp. 199,230,000 Rp. 192,030,000 96,39 

8.  Program Pengendalian dan 
Penanggulangan Bencana Pertanian 

Rp. 35,087,000 Rp. 31,687,000 Rp. 31,687,000 100 

  Kegiatan Pengendalian dan 
Penanggulangan Bencana Pertanian 
Kabupaten/Kota 

Rp. 35,087,000 Rp. 31,687,000 Rp. 31,687,000 100 

  1. Pengendalian Organisme Pengganggu 
Tumbuhan (OPT) Tanaman Pangan, 
Hortikultura dan Perkebunan 

Rp. 35,087,000 Rp. 31,687,000 Rp. 31,687,000 100 

9.  Program Penyuluhan Pertanian Rp. 118,020,000 Rp. 116,970,000 Rp. 102,647,000 83,26 

  Kegiatan Pelaksanaan Penyuluhan 
Pertanian 

Rp. 118,020,000 Rp. 116,970,000 Rp. 102,647,000 83,26 

  1. Peningkatan Kapasitas Kelembagaan 
Penyuluhan Pertanian di Kecamatan 
dan Desa\ 

Rp. 107,835,000 Rp. 107,835,000 Rp. 97,457,000 85,50 

  2. Penyediaan dan Pemanfaatan Sarana 
dan Prasarana Penyuluhan Pertanian 

Rp. 10,185,000 Rp. 9,135,000 Rp. 5,190,000 56,81 
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BAB IV 

P E N U T U P 

Laporan Akuntabilitas  Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Tahun 2022 

ini merupakan  pertanggung jawaban tertulis atas penyelenggaraan 

pemerintah yang baik (Good Governance) Dinas Pertanian dan 

Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 2022. 

Pembuatan LKIP ini merupakan langkah yang baik dalam memenuhi 

harapan Peraturan Presiden Nomor 29 tahun 2014 tentang Sistem 

Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP). Sebagai upaya 

untuk penyelenggaraan pemerintahan yang baik sebagaimana 

diharapkan oleh semua pihak. 

LAKIP Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar Tahun 2022 ini dapat menggambarkan kinerja 

Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

Tahun 2022 dan Evaluasi terhadap kinerja yang telah dicapai baik 

berupa kinerja kegiatan, maupun kinerja sasaran, juga dilaporkan 

analisis kinerja yang mencerminkan keberhasilan dan kegagalan.   

 Dalam tahun 2022, Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan 

Kabupaten Kepulauan Selayar menetapkan sebanyak 2 (dua) sasaran 

dengan 6 (enam) indikator kinerja sesuai dengan Rencana Kinerja 

Tahunan dan Dokumen Perjanjian Kinerja Tahun 2022 yang ingin 

dicapai.  Pencapaian sasaran indikator dengan nilai 91,88% atau sangat 

baik. 

Dari hasil pengukuran terhadap pencapaian sebanyak 2 sasaran 

tersebut, secara umum telah sesuai target yang ditetapkan dalam 

perjanjian kinerja. 
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Dalam Tahun Anggaran 2022 untuk pelaksanaan program dan 

kegiatan pada Dinas Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten 

Kepulauan Selayar dalam rangka mencapai target kinerja yang ingin 

dicapai dianggarkan melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah 

(APBD) Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun Anggaran 2022 sebesar  

Rp.22.502.498.057,- (dua puluh dua milyar lima ratus lima dua juta 

empat ratus sembilan puluh delapan ribu lima puluh tujuh rupiah) dan 

realisasi sebesar Rp.22.220.949.322,- (dua puluh dua milyar dua ratus 

dua puluh juta sembilan ratus empat puluh sembilan ribu tiga ratus 

dua puluh dua rupiah) atau sebesar 98,75%.  Dengan demikian dapat 

dikatakan tahun 2022 kondisi anggaran adalah Silpa Rp.281,548,735,- 

(dua ratus delapan puluh satu juta lima ratus empat puluh delapan ribu 

tujuh ratus tiga puluh lima rupiah).  

Dengan tersusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar Tahun 

2022 ini, diharapkan dapat memberikan gambaran Kinerja Dinas 

Pertanian dan Ketahanan Pangan Kabupaten Kepulauan Selayar 

kepada pihak-pihak terkait baik sebagai stakeholders ataupun pihak 

lain yang telah mengambil bagian dengan berpartisipasi aktif untuk 

membangun Kabupaten Kepulauan Selayar. 

Benteng,       Februari 2023 

Kepala Dinas Pertanian dan  
Ketahanan Pangan, 
 

 

 

Ir. I S M A I L 
Pangkat  Pembina Utama Muda 
NIP. 19630526 199503 1 004 
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CASCADING/POHON KINERJA 

DINAS PERTANIAN DAN 

KETAHANAN PANGAN 

KABUPATEN KEPULAUAN SELAYAR 
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POHON KINERJA DINAS PERTANIAN DAN KETAHANAN PANGAN 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Visi pembangunan RPJMD Kabupaten Kepulauan 

Selayar periode 2021­2026 adalah “Kepulauan Selayar 
sebagai Bandar Maritim Kawasan Timur Indonesia”. 

Misi 1 : Mengembangkan tata 

kelola pemerintahan yang 

akuntabel dan transparan 

Misi 3 : Meningkatkan kualitas 

hidup masyarakat 

 

Misi 2 : Meningkatkan kualitas 

pembangunan perdesaan 

 

Tujuan : (1) Mewujudkan 

Reformasi Birokrasi Daerah 

Tujuan : (2) Meningkatkan 

keberdayaan masyarakat 

perdesaan 

Tujuan : (3) Meningkatnya 

Fasilitas Pembangunan Sumber 

Daya Manusia 

Sasaran : (2) Meningkatnya 

kapasitas dan fasilitas perdesaan; 

Indikator Sasaran : Indeks Desa 

Membangun 

 

Sasaran : (4) Meningkatnya 

Pemenuhan Kebutuhan Dasar 

Masyarakat;  

Indikator Sasaran : Indeks 

Kesehatan 

Sasaran : (1) Meningkatnya 

kepercayaan masyarakat terhadap 

pelayanan 

Indikator Sasaran : Nilai SAKIP 

Daerah 

Sasaran : (3) Meningkatnya 

kapasitas SDM dan Fasilitas 

Perekomian Perdesaan; 

Indikator Sasaran : Tingkat 

Kemiskinan 

RPJMD 
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Sasaran : (1) Meningkatnya Nilai SAKIP;  

Indikator Sasaran :  

Nilai SAKIP OPD 

 

Sasaran : (5) Meningkatnya 

ketahanan pangan masyarakat 

dengan ketersediaan dan 

konsumsi pangan yang 

bermutu  

Indikator Sasaran :  

Skor Pola Pangan Harapan 

(PPH) 

Sasaran : (4) Meningkatnya 

produksi, produktivitas dan 

daya saing produk pertanian 

Indikator Sasaran :  

1. Kontribusi sektor 

pertanian terhadap PDRB; 

2. Kontribusi sektor 

tanaman pangan/ 

palawija terhadap PDRB 

3. Kontribusi sektor 

hortikultura terhadap 

PDRB 

4. Kontribusi sektor 

perkebunan terhadap 

PDRB 

5. Kontribusi sektor 

peternakan terhadap 

PDRB 

 

Sasaran : (2) Meningkatnya 

kualitas pelayanan kepada 

masyarakat;  

Indikator Sasaran :  

1. Indeks kepuasan layanan 

non SPM urusan Pangan; 

2. Indeks kepuasan layanan 

non SPM urusan Pertanian 

 

Sasaran : (3) Meningkatnya tertib 

administrasi pengelolaan keuangan 

dan aset daerah; 

Indikator Sasaran :  

Laporan keuangan OPD sesuai SAP 

 

SKPD 
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Meningkatnya ketersediaan, distribusi dan konsumsi pangan  

Indikator Kinerja : 1. Persentase desa rawan pangan yang ditangani 

2. Cakupan ketahanan dan diversifikasi pangan 

3. Persentase capaian penanganan kerawanan pangan 

4. Persentase pengawasan dan pembinaan keamanan pangan 

 

Meningkatnya ketersediaan pangan sesuai 

target  

Indikator Kinerja : Persentase ketersediaan pangan 

utama 

Meningkatnya cadangan pangan sesuai target  

Indikator Kinerja : Persentase penguatan 

cadangan pangan 

Meningkatnya penganekaragaman dan 

konsumsi pangan  

Indikator Kinerja : Ratio konsumsi pangan 

lokal non beras 

Meningkatnya ketahanan pangan masyarakat dengan ketersediaan dan konsumsi pangan yang 

bermutu  

Indikator Sasaran : Skor Pola Pangan Harapan (PPH) 

 

Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan pangan sesuai 

ketentuan  

Indikator Kinerja : Jumlah peta kerentanan dan ketahanan 

pangan 

Meningkatnya keamanan pangan dan mutu pangan segar 

Indikator Kinerja : Persentase pangan segar aman dari residu pestisida 

BIDANG 

KETAHANAN 

PANGAN 

OUTCOME 

INTERMEDIATE 

OUTCOME 
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Meningkatnya ketersediaan pangan 

sesuai target  

Indikator Kinerja : Persentase 

ketersediaan pangan utama 

Terlaksananya Pemantauan Stok, 

Pasokan dan Harga Pangan  

Indikator Kinerja : Jumlah laporan 

informasi pasokan dan harga pasar 

Tersedianya Informasi Harga Pangan dan 

Neraca Bahan Makanan  

Indikator Kinerja : Jumlah laporan Neraca 

Bahan Makanan 

Meningkatnya cadangan pangan 

sesuai target  

Indikator Kinerja : Persentase 

penguatan cadangan pangan 

Tersedianya Cadangan Pangan Pemerintah 

Kabupaten/Kota  

Indikator Kinerja : Jumlah cadangan pangan 

pemerintah kabupaten 

Tersedianya peta kerentanan dan ketahanan 

pangan sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : Jumlah peta kerentanan dan 

ketahanan pangan 

Meningkatnya penganekaragaman dan 

konsumsi pangan  

Indikator Kinerja : Ratio konsumsi pangan 

lokal non beras 

Meningkatnya keamanan pangan dan mutu 

pangan segar 

Indikator Kinerja : Persentase pangan segar 

aman dari residu pestisida 

Pemberdayaan Kelompok Masyarakat dalam 

Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis 

Sumber Daya Lokal 

Indikator Kinerja : Jumlah kelompok wanita 

tani yang dibina 

Pemutakhiran dan analisis peta ketahanan 

dankerentanan pangan 

Indikator Kinerja : Jumlah laporan 

pemutakhiran dan analisis peta ketahanan 

dan kerentanan pangan 

Penerbitan Rekomendasi Keamanan Pangan 

Segar Asal Tumbuhan Daerah 

Kabupaten/Kota 

Indikator Kinerja : Jumlah pangan segar yang 

diuji pestisida 

OUTPUT 
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Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian 

Indikator Sasaran :  

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; 

2. Kontribusi sektor tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB 

3. Kontribusi sektor hortikultura terhadap PDRB 

4. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB 

5. Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB 

BIDANG 

PRASARANA, 

SARANA DAN 

PENYULUHAN 

Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya 

saing pertanian  

Indikator Kinerja : 

1. Produktivitas pertanian per hektar per tahun 

2. Cakupan sarana pertanian 

3. Cakupan prasarana pertanian yang digunakan 

Tersedianya sarana 

pertanian sesuai 

target  

Indikator Kinerja : 

Persentase 

penggunaan sarana 

pertanian 

Tersedianya prasarana 

pertanian sesuai target  

Indikator Kinerja : 

Persentase prasarana 

pertanian yang dibangun 

Tersedianya penyuluh 

pertanian pada setiap 

kelompok tani sesuai 

ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Ratio ketersediaan 

penyuluh pertanian 

dengan pelaku utama 

OUTCOME 

INTERMEDIATE 

OUTCOME 

Meningkatnya kualitas 

penyuluhan pertanian  

Indikator Kinerja : 

Cakupan bina Kelompok Tani 
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Terlaksananya Pendampingan 

Penggunaan Sarana Pendukung Pertanian  

Indikator Kinerja : 

Jumlah sarana pendukung pertanian yang 

didampingi penggunaannya 

Meningkatnya Akses dan Sumber 
Air Pertanian 

Indikator Kinerja : 

1. Jumlah jaringan irigasi usaha 
tani yang tersedia 

2. Jumlah jalan usaha tani yang 
tersedia 

 

Tersedianya sarana pertanian 
sesuai target  

Indikator Kinerja : 

Persentase penggunaan sarana 
pertanian 

Tersedianya prasarana pertanian 
sesuai target  

Indikator Kinerja : 

Persentase prasarana pertanian yang 
dibangun 

Tersedianya penyuluh pertanian pada setiap 
kelompok tani sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Ratio ketersediaan penyuluh pertanian dengan pelaku 
utama 

Meningkatnya kapasitas 
kelembagaan penyuluhan pertanian 

di Kecamatan dan Desa 

Indikator Kinerja : 

Jumlah kelembagaan penyuluhan 
pertanian di kecamatan dan desa 
yang diberdayakan dan dievaluasi 

Meningkatnya kapasitas 
kelembagaan petani di Kecamatan 

dan Desa 

Indikator Kinerja : 

Jumlah kelembagaan petani di 
kecamatan dan desa yang 
ditingkatkan kapasitasnya 

Tersedia dan termanfaatkannya 
sarana dan prasarana penyuluhan 

pertanian sesuai target 

Indikator Kinerja : 

Jumlah sarana prasarana 
penyuluhan pertanian yang tersedia 

dan dimanfaatkan 

Terbangun, terehabilitasi dan 

terpeliharanya Balai Penyuluh di 

Kecamatan serta sarana 

pendukungnya sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : 

Jumlah BPP yang tersedia dan 

dipelihara 

OUTPUT 
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BIDANG 

TANAMAN 

PANGAN, 

HORTIKULTURA 

DAN 

PERKEBUNAN 

Meningkatnya produksi, 

produktivitas dan daya saing 

tanaman pangan, hortikultura 

dan perkebunan  

Indikator Kinerja : 

Produktivitas pertanian per 

hektar per tahun 

Terlaksananya pengawasan 

penggunaan sarana 

pertanian sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Persentase penggunaan 

sarana pertanian 

Meningkatnya 

produksi pertanian/ 

perkebunan  

Indikator Kinerja : 

Persentase capaian 

produksi pertanian/ 

perkebunan 

Terkendalinya dan 

tertanggulanginya bencana 

pertanian   

Indikator Kinerja : 

Persentase pengendalian dan 

penanggulangan OPT 

OUTCOME 

INTERMEDIATE 

OUTCOME 

Meningkatnya kualitas 
pengawasan penggunaan 

sarana pertanian  

Indikator Kinerja : 

Cakupan sarana pertanian 

Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian 

Indikator Sasaran :  

1. Kontribusi sektor pertanian terhadap PDRB; 

2. Kontribusi sektor tanaman pangan/ palawija terhadap PDRB 

3. Kontribusi sektor hortikultura terhadap PDRB 

4. Kontribusi sektor perkebunan terhadap PDRB 

Terkendalinya serangan 
organisme pengganggu 

tanaman yang tepat sasaran  

Indikator Kinerja : 

Persentase Pengendalian 
penanggulangan serangan 

organisme pengganggu 
pertanian 
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Terawasinya penggunaan sarana pendukung 
pertanian sesuai dengan komoditas, 

teknologi spesifik lokasi  

Indikator Kinerja : 

Jumlah sarana pendukung pertanian yang 

diawasi penggunaannya 

Meningkatnya produksi tanaman 
pangan dan hortikultura 

Indikator Kinerja : 

Luasan Tanaman Pangan dan 

Hortikultura yang di pelihara 

Terkendalinya organisme pengganggu tumbuhan (OPT) 

hama penyakit tanaman pangan, hortikultura dan 
perkebunan sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : 

Luasan lahan pertanian yang dikendalikan terhadap 
serangan OPT kapasitasnya 

Meningkatnya produksi tanaman 
perkebunan 

Indikator Kinerja : 

Luasan Tanaman perkebunan 
yang di pelihara 

OUTPUT 

Terlaksananya pengawasan penggunaan 

sarana pertanian sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Persentase penggunaan sarana pertanian 

Meningkatnya produksi pertanian/ 

perkebunan  

Indikator Kinerja : 

Persentase capaian produksi pertanian/ 

perkebunan 

Terkendalinya dan tertanggulanginya bencana pertanian   

Indikator Kinerja : 

Persentase pengendalian dan penanggulangan OPT 
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Tercapainya produksi 
ternak sesuai target  

Indikator Kinerja : 

Persentase capaian 
produksi peternakan 

Terawasinya penyediaan dan peredaran 
bibit ternak sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Persentase bibit ternak dan HPT yang 
diawasi penyediaan dan peredarannya 

Tercapainya populasi 
ternak sesuai target  

Indikator Kinerja : 

Persentase capaian 
populasi ternak 

OUTCOME 

INTERMEDIATE 

OUTCOME 

Meningkatnya Produksi dan Populasi Ternak 

Indikator Kinerja : 

1. Cakupan sarana pertanian 
2. Persentase penurunan kejadian dan jumlah kasus penyakit ternak 

3. Cakupan prasarana pertanian 
4. Persentase fasilitasi penanggulangan bencana Penyakit Hewan Menular 

5. Persentase fasilitasi penerbitan rekomendasi izin usaha pertanian 

Meningkatnya produksi, produktivitas dan daya saing produk pertanian 

Indikator Sasaran :  

Kontribusi sektor peternakan terhadap PDRB 

BIDANG 

PETERNAKAN 

DAN 

KESEHATAN 

HEWAN 

Menurunnya angka 
kesakitan ternak  

Indikator Kinerja : 

Persentase capaian 
angka kesakitan ternak 

Terlaksananya pelayanan 

kesehatan hewan sesuai 
standar pelayanan  

Indikator Kinerja : 

Persentase pelayanan 
kesehatan hewan 

Terawasinya pemasukan dan 

pengeluaran hewan dan produk hewan 
sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Persentase pengawasan pemasukan dan 
pengeluaran hewan dan produk hewan 

Tersedianya prasarana 
pertanian sesuai target  

Indikator Kinerja : 

Persentase prasarana 
pertanian yang dibangun 

Terlaksananya penerbitan 
izin usaha pertanian sesuai 

ketentuan 

Indikator Kinerja : 

Persentase rekomendasi izin 
usaha pertanian yang terbit 
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Terawasinya Mutu Benih/Bibit Ternak, 

Bahan Pakan/ Pakan/ Tanaman Skala Kecil 

sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Jumlah Pengawasan Mutu Benih/Bibit 

Ternak, Bahan Pakan/Pakan/Tanaman 

Skala Kecil 

Meningkatnya mutu hasil 

peternakan yang berdaya saing 

Indikator Kinerja : 

Jumlah jenis benih/ bibit ternak 

yang beredar 

Terkendali dan Tertanggulanginya 

Penyakit Hewan 

Indikator Kinerja : 

Jumlah ternak yang dipelihara 

kesehatannya 

Terlaksananya Pengadaan 

Benih/Bibit Ternak yang 

Sumbernya dari Daerah 

Kabupaten/Kota Lain sesuai 

target 

Indikator Kinerja : 

Jumlah Benih/Bibit Ternak yang 

tersedia 

Tercapainya produksi ternak sesuai 
target  

Indikator Kinerja : 

Persentase capaian produksi 
peternakan 

Terawasinya penyediaan dan peredaran 
bibit ternak sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Persentase bibit ternak dan HPT yang 
diawasi penyediaan dan peredarannya 

Tercapainya populasi 
ternak sesuai target  

Indikator Kinerja : 

Persentase capaian 
populasi ternak 

Menurunnya angka kesakitan ternak  

Indikator Kinerja : 

Persentase capaian angka kesakitan 

ternak 

Terlaksananya pelayanan 

kesehatan hewan sesuai 

standar pelayanan  

Indikator Kinerja : 

Persentase pelayanan 

kesehatan hewan 

Tersedianya Pelayanan Jasa Medik 

Veteriner 

Indikator Kinerja : 

Jumlah jenis obat dan alat ternak 

medik veteriner yang tersedia 

Tersedianya prasarana 

pertanian sesuai target  

Indikator Kinerja : 

Persentase prasarana pertanian 

yang dibangun 

Terbangun, Terehabilitasi dan 

Terpeliharanya Prasarana Pertanian 

Lainnya 

Indikator Kinerja : 

Jumlah prasarana pertanian lainnya yang 

tersedia 

O
U

T
P
U

T
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Terperiksanya Kesehatan Hewan untuk 

pengeluaran hewan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku 

Indikator Kinerja : 

Jumlah surat pemeriksaan kesehatan 

hewan dan produk hewan pada lalu lintas 

ternak 

Terawasinya Pelaksanaan Izin 

Usaha Produksi Benih/Bibit Ternak 

dan Pakan sesuai prosedur dan 

ketentuan yang berlaku 

Indikator Kinerja : 

Jumlah izin usaha pertanian yang 

dinilai layak dan memenuhi 

persyaratan teknis 

Terawasinya pemasukan dan pengeluaran 

hewan dan produk hewan sesuai 

ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Persentase pengawasan pemasukan dan 

pengeluaran hewan dan produk hewan 

Terlaksananya penerbitan izin usaha 

pertanian sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : 

Persentase rekomendasi izin usaha 

pertanian yang terbit 

OUTPUT 
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Terlaksananya penyusunan perencanaan dan 

penganggaran serta evaluasi yang sesuai 

target  

Indikator Kinerja : Persentase ketersediaan 

Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan 

Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah 

Terlaksananya layanan 

administrasi keuangan sesuai 

ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan administrasi 

keuangan 

Terlaksananya layanan 

administrasi barang milik 

daerah sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan administrasi Barang 

Milik Daerah 

OUTCOME 

INTERMEDIATE 

OUTCOME 

Meningkatnya kualitas pelayanan, akuntabilitas kinerja dan keuangan OPD 

Indikator Kinerja : 1. Persentase capaian kinerja 

2. Persentase capaian kinerja keuangan 

Meningkatnya Nilai SAKIP 

Indikator Sasaran :  Nilai SAKIP OPD 

 

SEKRETARIAT 

Terlaksananya layanan 

administrasi kepegawaian sesuai 

ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan administrasi 

kepegawaian 

Meningkatnya tertib administrasi pengelolaan keuangan dan aset 

daerah 

Indikator Sasaran : Laporan keuangan OPD sesuai SAP 

Meningkatnya kualitas pelayanan kepada masyarakat 

Indikator Sasaran : 1. Indeks kepuasan layanan non SPM urusan Pangan; 2. 

Indeks kepuasan layanan non SPM urusan Pertanian 

Terlaksananya layanan 

administrasi umum sesuai 

ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan administrasi umum 

Terlaksananya layanan sarana 

prasarana perkantoran sesuai 

ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan sarana prasarana 

perkantoran 

Terlaksananya layanan 

administrasi perkantoran sesuai 

ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan administrasi 

perkantoran 

Terlaksananya layanan 

pemeliharaan sarana prasarana 

perkantoran sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan pemeliharaan sarana 

prasarana perkantoran 
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Tersedianya dokumen perencanaan yang 

sesuai dengan RPJMD 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen 

perencanaan yang disusun dan ditetapkan 

Tersedianya dokumen RKA pokok 

sesuai dengan prosedur yang 

berlaku 

Indikator Kinerja : Jumlah 

Dokumen RKA pokok yang 

tersusun 

Tersedianya dokumen RKA Perubahan 

sesuai prosedur yang berlaku 

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen RKA 

Perubahan yang tersusun 

OUTPUT 

Terlaksananya penyusunan perencanaan dan penganggaran serta evaluasi yang sesuai target  

Indikator Kinerja : Persentase ketersediaan Dokumen Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja 

Perangkat Daerah 

Tersedianya dokumen DPA pokok sesuai 

dengan prosedur yang berlaku 

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen DPA 

Pokok yang tersusun 

Tersedianya dokumen DPA 

pokok sesuai dengan prosedur 

yang berlaku 

Indikator Kinerja : Jumlah 

Dokumen RKA pokok yang 

tersusun 

Tersedianya dokumen capaian kinerja 

dan ikhtisar realisasi kinerja yang 

akuntabel  

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen 

Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar 

Realisasi Kinerja SKPD yang tersusun 

dan dilaporkan 

Terlaksananya evaluasi dan penyusunan 

laporan monitoring dan evaluasi yang 

akurat dan komperhensif 

Indikator Kinerja : Jumlah Dokumen 

evaluasi kinerja perangkat daerah yang 

tersusun dan dilaporkan 



 

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) DISTANKP | 13  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Tersedianya laporan gaji dan tunjangan sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : Jumlah PNS yang memperoleh gaji dan 

tunjangan 

Terlaksananya layanan administrasi keuangan sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan administrasi keuangan 

Terlaksananya penatausahaan dan verifikasi keuangan 

SKPD sesuai jenis pengeluaran kas 

Indikator Kinerja : Jumlah jenis penatausahaan dan 

verifikasi keuangan SKPD 

Tersedianya laporan keuangan akhir tahun sesuai realisasi 

anggaran SKPD 

Indikator Kinerja : Jumlah laporan keuangan Akhir Tahun 

SKPD yang tersusun dan dilaporkan 

Tersedianya dokumen tanggapan LHP sesuai hasil 

pemeriksaan APIP 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen tanggapan LHP 

yang disusun dan dilaporkan 

Tersedianya laporan realisasi fisik dan keuangan sesuai DPA-SKPD 

Indikator Kinerja : Jumlah dokumen Pelaporan dan Analisis Prognosis Realisasi 

Anggaran yang disusun dan dilaporkan 
OUTPUT 
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Terlaksananya rekonsiliasi dan 

penyusunan laporan Barang Milik 

Daerah sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : Jumlah laporan 

barang milik daerah yang disusun 

Terlaksananya sosialisasi 

peraturan perundang-undangan 

sesuai target 

Indikator Kinerja : Jumlah peserta 

sosialisasi peraturan perundang-

undangan 

Tersedianya peralatan dan 

mesin sesuai target 

Indikator Kinerja : Jumlah 

peralatan dan mesin yang 

tersedia 

Tersedianya peralatan dan 

perlengkapan kantor sesuai 

target 

Indikator Kinerja : Jumlah 

peralatan dan perlengkapan 

kantor yang tersedia 

Terlaksananya layanan 

administrasi barang milik 

daerah sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan administrasi Barang 

Milik Daerah 

Terlaksananya layanan 

administrasi kepegawaian 

sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan administrasi 

kepegawaian 

Terlaksananya layanan administrasi umum sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase pemenuhan administrasi umum 

Terlaksananya layanan sarana 

prasarana perkantoran sesuai 

ketentuan  

Indikator Kinerja : Persentase 

pemenuhan sarana prasarana 

perkantoran 

Tersedianya barang cetak 

dan penggandaan sesuai 

target 

Indikator Kinerja : Jumlah 

barang cetak dan 

penggandaan yang tersedia 

Tersedianya bahan bacaan 

sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : Jumlah 

bahan bacaan dan 

peraturan perundang-

undangan yang tersedia 

Terselenggaranya rapat 

koordinasi dan konsultasi 

sesuai ketentuan yang berlaku 

Indikator Kinerja : Jumlah rapat 

koordinasi dan konsultasi yang 

terselenggara 

OUTPUT 
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Terlaksananya penyediaan jasa surat 

menyurat sesuai target 

Indikator Kinerja : 

Jumlah ATK yang tersedia 

Tersedianya jasa komunikasi, 

sumber daya air dan listrik sesuai 

kebutuhan 

Indikator Kinerja : 

Jumlah layanan telepon, listrik dan 

air yang tersedia 

Terlaksananya layanan umum 

kantor sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : 

Jumlah layanan umum kantor 

yang tersedia 

Terlaksananya layanan administrasi perkantoran sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Persentase pemenuhan administrasi perkantoran 

Terlaksananya layanan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran sesuai ketentuan  

Indikator Kinerja : 

Persentase pemenuhan pemeliharaan sarana prasarana perkantoran 

Terpeliharanya kendaraan dinas jabatan 

sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : 

Jumlah kendaraan perorangan dinas atau 

kendaraan dinas jabatan yang dipelihara 

Terpeliharanya kendaraan dinas 
operasional/ lapangan sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : 

Jumlah kendaraan dinas operasional 

atau lapangan yang dipelihara 

Terpeliharanya peralatan dan 
mesin sesuai ketentuan 

Indikator Kinerja : 

Jumlah peralatan dan mesin 
yang dipelihara 

OUTPUT 
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